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Abstract

It is notably stated that Islamic shari’ah has provided a system of economy, in
which it consistenly attempts to eliminate the interest system The system is
commonly called profit-sharing conducted through the muddrabah principles.
Furthermore, the system has been as sunnuh Rasul and proved by scholars. The
system 1is suitably applied, for it makes possible to achieve prosperity, peace and
efficiency.

There are two basic requirements to attain the legalized profit sharing
principles, as follows :

1. Itinciudes the profir-sharing regulation, and any parties who are involving in the

transaction gain a clear share of the total profit in the good will proportion and

mutual benefits on the basis of the stated contract.

The financial cooperation is not only involving money, but also covering the

transaction of the good and service.

These principles seem to be efficient and fair, It is efficient becouse the
tmsaction increases financial intermediates, which are varied and useful. It is fair,
since the profit is obtained from the activies, and shared proportionally and fairly to
all parties on the basis of the stated ontract.

The study, which is a field research, is aimed at exploring the mugarabah
principles applied in the Cooperative of Pondok Pesantren Al-Muslim and Institution
of Shari’ah Finance, PT. BPR Shari’ah Al-Mabrur Ponorogo.

Specifically, there are three main problems examined, as follows -

I. The normative concept of mudarabah in terms of the figh perspectives and
banking doers.

2. The implementation of mudarabah principles by the Cooperative of Pondok
Pesantren Al-Muslim and Institution of Shari’ah Finance, PT. BPR Shari’ah Al-
Mabrur.

3. The comparison of the applied mudarabah principles that are implemented.

The findings indicate that the cooperative of Pondok Pesantren has aplied the
muddrabah principles in its unit of poultry, in the form of investment and capital
support. The Institution of Shari’ah Finance, PT.BPR Shari’ah Al-Mabrur, on the
other hand, has impelemented the mudarabah principles ir: its products of savings and
project fund cimprising deposits and mudarabah finance.

The finding also shows that the mudarabah principles of the two institutions
have different orientation. The cooperative of Pondok Pesantren is social-orienied,
whereas PT. BPR Shari’ah is sociaf and profit oriented.

In sum, the transaction of economy in the cooperative of Pondok Pesantren
and PT. BPR Shari’ah Al-Mabrur above on the basis of mudarabah principles verifies
that Islam has performed the human values and freedom in their economic business.
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ABSTRAK

Suatu ketetapan yang konsisten mengenai masalah meniadakan bunga,
syari’ah [slam menyediakan salah satu dari peralatan ekonomi yang dinilai lebih adil,
vaitu sistem bagi hasil yang diwujudkan dalam prinsip muddrabah, bahwa validitas
legal sistem ini sudah diakui sebagai sunnah Nabi  Muhammad SAW vyang
merupakan persetujuan (ymda’), salah satu alasan diterimanya sistem (ni adalah
ketenteraman, kedamaian dan efisiensi yang dicapai Jalam menggunakan sistem
ekonomi Islam.

Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) ini bisa dianggap sah, karena dua
ciri yang mendasar, yaitu
|, Memuat aturan PLS, dan pihak yang melakukan transaksi harus memperoleh
bagian yang jelas dari keseluruhan laba dalam proporsi yang sukarela dan saling
menguntungkan sesuai kesepakatan perjanjian (vkud),

Kenjasama finansial tersebut merupakan transaksi barang dan jasa, bukan
transakst yang melibatkan uang saja.

Menggarisbawahi prinsip ini, angka bunga yang diganti dengan angka
keuntungan, prinsip 1ni relatif lebih efisien dan adil. Efisien karena transaksi ini
meningkatkan intermediasi finansial dalam bentuk bervariasi dan bermanfaat. Adil
karena pendapatan uang berasal dari aktivitas tersebut yaitu hasil keuntungan positif’
atau hasii negatif karena rugi secara adil dibagi kepada pihak-pihak yang terlibat
dalam kontrak. Hal ini berarti resiko pendistribusian secara lebih adil dan
proporsional.

Dengan menerima, memahami Konsep meniadakan sistem bunga, scbagal
ganti penerapan sistem bagi hasil, nilai-nilai yang dihasilkan menjadi hal paling
mendasar bagi koperasi pondok pesantren Al-Muslim dan Lembaga Keuangan PT.
BPR Syari’ah Al-Mabrur.

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan), melihat nilai
Islam yang salah satunya diwujudkan dengan prinsip muddrabah yang diserap oleh
koperasi pondok pesantren Al-Mustim dan Lembaga Keuangan PT. BPR Syari’ah Al-
Mabrur.

Unit usaha dan produk yang dikembangkan, menjawab tiga permasalahan
utama yaitu
1. Konsep normatif muddrabah dalam perspekuf figh dan praktisi perbankan:;

2. Operasionalisasi prinsip muddrabah oleh koperasi pondok pesantren Al-Muslim
dan Lembaga Keuangan Syari’ah PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur;

3. Dengan melakukan komparasi (perbandingan) terhadap penyelenggaraan prinsip
muddrabah yang diterapkan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam
prinsip mudarabah telah dibangun oleh kopontren dalam unit usaha budidaya ayam
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pedaging yang dikembangkan melalui pembiayaan kepada para anggota dengan pola
investasi dan modal kerja, sedangkan PT. BPR Syarn’ah menerapkan prinsip
muddrabah dalam produk simpanan dan pendanaan proyek, terdiri simpanan,
deposito, dan pembiayaan muddarabal.

Kemudian membandingkan operasioanalisasi prinsip muddrabah kedua
lembaga tersebut di mana kopontren lebih cenderung bersifat dakwah orientasi sosial
(soctal oriented), sedangkan PT. BPR Syari’ah cenderung bersifat sosial dan
wawasan keuntungan (social and profit oriented) sebagai konsekuensi dari amanah
para pemilik simpanan dan pemegang saham.

Dengan demikian integrasi nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi sepertt
vang dilakukan oleh kopontren dan lembaga keuangan syari’ah PT. BPR Syari’ah,
bahwa kedua lembaga tersebut merealisasikan nilai-nilai kemanusian serta
pembebasan dalam urusan ekonomi manusia
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keinginan melaksanakan perekonomian secara [slami telah lama menjadi
dambaan ummat Islam di Indonesia, terutama sejak sistem ekonomi sosialis dan
kapitalis mengalami kegagalan dalam menyelesaikan problem ekonomi, ketika
krisis ekonomi, berkepanjangan melanda negara Indonesia. Kondisi ini membawa
pengaruh terhadap kehidupan sebagian masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut
ingin usaha mencan sistern ekonomi alternatif yang dapat membantu mengatasi
problem ekonomi semakin gencar, maka dari itu sistem ekonomi Islam mulai
dilirik.

Minat dan perhatian umat Islam di tanah air Indonesia terhadap ekonomi
Islam semakin bersemangat dengan diadakannya diskusi dan seminar mengenai
ekonomi Islam yang berlangsung di berbagai tempat. Begitu juga buku-buku
mengenai konsep ekonomi yang bernafaskan Islam mulai banyak diterbitkan.
Ekonomi Islam tidak sekedar hanya dibicarakan namun sekarang sebagian

unsurnya telah dipraktekkan dengan adanya lembaga-lembaga keuangan
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syari’ah,misalnya Bank Mu’amalah, Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah dan Bair
al-mal wa at-Tamwil yang dioperasikan menggunakan asas syari’ah'.

Upaya mendorong pegembangan bank syari’ah’ diimplementasikan dengan
memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia tengah menantikan
sistem perbankan berbasis syari’ah (hukum [slam) yang sehat dan terpercaya, juga
dapat mensejahterakan masyarakat sejalan dengan prinsip syari’ah berdasarkan Al-
Quran dan Al-Hadis.

Pengembangan perbankan syari’ah juga bertujuan untuk meningkatkan
mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlaksana oleh sistem
perbankan konvensional.

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan [slam yang
dikenal di Indonesia, memiliki peranan penting dalam usaha pendidikan Islam,
kehadirannya di tengah-tengah masyarakat mempunyai tempat strategis dalam
pembangunan = bangsa, terutama dalam pengembangan ide-ide baru untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu keberadaan koperasi

merupakan ciri khas perekonomian Indonesia, di pondok pesantren akan

' Dumairi, Strategi Pengembangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi
Ummat, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum dalam rangka pembukaan kuliah program MSI Ul
Yogyakarta, 22 September 1998, hal. 1.

? Secara teknis penyebutan bank syari'ah mempunyai pengertian yang sama dengan bank
Islam yaitu suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu
lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip
syari’ah Islam, Warkum Sumitro, Perbankan Isium dan Lembage-Lembaga Terkait (BAMUI) dan
Tukaful di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1997), hal.5.
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menunjang pemantapan sosial ekonomi serta mendorong dinamika pondok
pesantren serta masyarakat lihgkungan_

Kehadiran koperasi pondok pesantren disingkat kopontren adalah salah
satu partisipasi msyarakat secara nyata dalam mengembangkan semangat ide
koperasi sebagai wadah ekonomi yang digali dari bangsa Indonesia vang
menggunakan sistem perekonomian [slam’.

Di wilayah kabupaten Ponorogo Jawa Timur, di sana ada pondok
pesantren bernama pondok Pesantren Hudatul Muna desa Jenes, yang sedang
berupaya mengembangkan diri. Semula fungsinya hanya pendidikan dan dakwah,
kemudian bertambah aktivitasnya dengan melibatkan fungst social ekonomi.

Keterlibantannya tersebut diaktualisasikan ~melalui kopontren “Al-
Muslim” yang didirikan pada tahun 1997 dengan akte pendirian koperasi Badan
Hukum No. 56 1/BH/KWK/13/XXX/1997, tanggal | September 1997. Salah satu
unit yang sedang dikembangkan adalah usaha agrobisnis yaitu peternakan (budi
daya ayam potong) menggunakan prinsip pembiayaan mudirabah. Modal usaha
diperoleh dari berbagai pihak seperti bantuan presiden (Banpres) dan Bank
Dagang Negara Yogyakarta, bentuk modal kerjanya yaitu dana sepenuhnya

berasal dari pemilik modal sedangkan peternak sebagai pengelolanya®,

* A.Wahid Zaini, Dunia Pemikiran Kaum Santri, {(Yogyakarta LKPSM NU DI1Y,1994),
hal 125,

‘Wawancara dengan Mahendra Sumono, Ketua II, Kopontren Al-Muslim, tanggal 4
Desember 2003, di Ponorogo.



Penggunaan sistem bagi hasil atau mudarabah, selain yang dioperasikan
oleh Kopontren Al-Muslim Jenes juga dioperasikan oleh lembaga keuangan
syari’ah salah satunya yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur
Babadan Ponorogo. Berupaya mengembangkan bank berbasis syari’ah
menggunakan system pembiayaan mudarabahr sesuai ketentuan saham perseroan
dari para investor, status warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum
sesual aturan yang tercantum pada akte pendiran Perseroan Terbatas - PT. Bank
Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Babadan berkedudukan di Ponorogo
sesuai dengan data akte pendirian perseroan tanggal 10 Jum 2000 yang dibuat
oleh Notaris Hartati Hadiwijaya,SH. disahkan oleh : Keputusan Menteri Hukum
dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No.: C-17781 RT.01.01.TH.2000,
tanggal 15 Agustus 2000°,

Banyak pihak yang berkeyakinan bahwa nroduk dan jasa perbankan
syari’ah dengan karaktenstik antara [ain: peniadaan pembebanan bunga,
membatasi kegiatan spekulatif yang tidak produktif, bahwa pembiayaan ditujukan
kepada usaha kegiatan yang halal sesuai dengan prinsip syari’ah®.

Para fugaha menekankan akan penggunaan metode syari’ah, karena sering
terjadi seseorang memiliki modal namun tidak mampu menjalankan usaha,

sebaliknya seseorang memiliki keinginan untuk usaha tetapi tidak ada modal!

Wawancara dengan  Sunadji, Direktur  Utama PT.BPRS  Al-Mabrur Babadan
Ponorogo,tanggal 10 Desember 2002, di Ponorogo.

® Zainu! Arifin, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indenesiu, Makalah

disampaikan pada acara Sosialisasi Perbankan Syariah di KBI Yoyakarta, 8 Maret 1999, hal 1



maka melalui sistem ini memungkinkan kedua belah pihak dapat mencapai tujuan
bersarna dengan saling kerja sama.
Bank Islam dapat melaksanakan prinsip syari’ah berdasarhan pasal 1 (3)

UU. No.10/1998 bahwa :

“Prinsip syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan pembiayaan kegiatan
usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengn syari’ah,
antara pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudirabah),
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musydrakah),
prinsip jual beli barang dengan memperolch keuntungan (murabahah)
atau pembiayaan barang modal berdasakan prinsip sewa murni tanpa
pilihan (ifarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan pemilikan atas
barang yang disewa dari pihak bank atau pihak lain (;jarah wa igtmay”’.

Dengan demikian, peneliti memandang sangat perlu mengadakan

penelitian mengenai penyelenggaraan prinsip bagi hasil (mudarabah) dari putaran
pembiayaan permodalan investor pada kopontren Al-Muslim pondok pesantren
Hudatu! Muna dan lembaga keuangan syari’ah :PT.Bank Perkreditan Svari'ah Al-
Mabrur Babadan Ponorogo, maka diangkat sebuah judul penelitian : "STUDI
PERBANDINGAN PELAKSAAN PRINSIP MUDARABAH PADA KOPERASI
PONDOK  PESANTREN AL-MUSLIM DAN LEMBAGA KEUANGAN
SYARI'AH PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH AL-MABRUR

PONOROGO™.

" UU.No.10 tahun 1998 pasal 1 (3).



B. PEMBATASAN MASALAH

Pembahasan dalam pembuatan proposal tesis ini perlu adanya pembatasan

penelitian khusus permasalahan, maka hanya dibatasi dengan konsep muddarabuh

dalam perspektif figh Islam dalam menggali sumber dana investasi yang sesual

dengan siklus pembiayaan pada koponren Ai-Muslim dan sistem lembaga

keuangan syan’ah PT.BPR Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo.

1.

o

Ll

. PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana konsep mudarabah dalam perspektif figh Islam dan praktisi
perbankan syari’ah ?

Bagaimana penyelengaraan prinsip  mudarabah  yang diterapkan oleh
kopontren Al-Muslim Jenes dan Bank Syari’ah PT.BPR Syan’ah Al-Mabrur
Babadan Ponorogo ?

Dimanakah letak kesamaan dan perbedaan dalam penyelenggaraan prinsip
mudarabah di kopontren Al-Muslim Jenes dan Bank Syari’ah PT. BPR

Syari’ah Babadan Ponorogo ?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian :

Menganalisis dan membuat studi perbandingan pelaksanaan prinsip

mudarabah pada kopontren Al-Muslim Jenes dengan Bank Syari’ah PT.BPR

Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo.



E.

Manfaat Penelitian ;

I. Memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam
khususnya mengenai prinsip muddarabah.

2. Di dalam praktik di lapangan ikut menyumbangkan pikiran dalam upaya
memperbaiki konsep operasional lembaga keuangan syari’ah yang benar-
benar sesuail dengan prinsip ekonomi Islam, memperhatikan dimensi moral,

relegius dan keadilan sosial.
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Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi kopontren guna pengembangan
lebih lanjut agar kopontren merupakan wadah partisipasi nyata, sehingga
mampu berperan aktip memberdayakan ekonom' umat berdasarkan nilai-nifa

Islamiyah.

TELAAH PUSTAKA

Ketika sekelompok cendekiawan muslim mendefinisikan pengembangan
dari berbagai perobahan sosial dan upaya meningkatkan harkat kemanusiaan,
mereka mencoba mengindentifikastkan lembaga sosial yang kondusif bagi
perubahan yang diharapkan. Salah satu lembaga yang memikul fungsi ini adalah
pesantren®,

Banyak penelitian yang membahas lembaga pesantren darn beberapa

aspek. Umpamanya buku yang begudul Dinamika Pesantren Dampak Pesantren

¥ Manfred Oepen En Wolfgang Karcher (editor), Dinamika Pesantren Dampak Pesaniren

Dalam  Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan
Pesantren dan Masyarakat atau disingkat P3IM.,1998), hal 1.



Dalam  Pendidikan dan Pengembungun Masyarakat merupakan kumpulan
makalah Seminar Intermmasional The Role of Pesantren in Fducation and
community Development in Indonesia. Dalam buku itu menggugah bagaimana
pesantren ‘ity, baik sendin maupun bekerjasama dengan pihak luar dapatkah
mengukuhkan makna kehadirannya dengan filosofi dan karakteristik vang
dimiliki serta langkah-langkah taktis strategis mana yang harus dilakukan untuk
mengembangkan kelembagaannya maupun warga masyarakat sekitamnya.

Buku Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potrer Perjalanan yang ditulis oleh
Nurcholis Madjid dan Buku Dunia Pemikiran Kaum Santri karangan A Wahid
Zaini menjelaskan tentang efektivitas pesantren untuk menjadi agent of change
vang di antaranya ditandai dengan keterlibatan pesantren dalam aktivitas
ekonomi. Dengan penyesuaian, akomodasi dan pembaruan fungsi yang dari
awalnya hanya berfungsi pendidikan dan dakwah, lalu dikembangkan sehingga
bertambah satu fungsi [agi yaitu fungsi sosial ekonomi, dan pada gilirannya
pesaniren mampu mengembangkan diri pada posisi penting, yaitu menjadi pusat
pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun mudarabah dalam bentuk kerjasama usaha, telah banyak dibahas
oleh para fuqaha klasik dengan meletakkan muddarabah dalam posisi tersendiri.
Pembahasannya meliputi definisi, landasan syari’ah, syarat dan rukun serta
hukum-hukum mudarabah. Kitab figh tersebut di antaranya adalah Kirab al-Figh

‘wlu Ma;ﬁhid al-arba’ah, karya Abd ar-Rahman al-JaZiti, A/-Figh al-Islam wa



Adillatuh, karya Wahbah az-Zuhaili, Mugrii al-Muit@j, karya asy-Syarbini dan
lain-fain.

Selanjutnya Abuliah Saeed dalam karyanya yang diterbitkan tahun 1996
yaitu tema judulnya /slamic Banking And Interest, A siudy Prohibition of ribu
and Its Contemperory Interprestation, secara sistematis memaparkan awal
pertumbuhan bank {slam, pandangan modern dan revealis mengenal riba dan
bunga bank serta produk-produk  perbankan syari’ah yang kini sedang
diberlakukan seperti mudarabah, musydrakah dan murabahuh.

M. Nejatullah Siddigi dalam bukunya, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil
Dalam Hukum Islam dan karya Afzalur Rahman dalam bukunya, Doktrin
Fkonomi [slam, jilid TV membahas konsep mudarabah sebagai prinsip yang
memberikan landasan yang sah di mana perbankan sebagai lembaga intermidiute
Jinansial dapat direorganisasikan dalam ekonomi Islam modern.

Untuk konteks Indonesia pembahasan tentang mudarabah ini, sebagai
pengganti dari mekanisme bunga dan aplikasinya misalnya dalam bank syari’ah
dan lembaga keuangan syari’ah, telah dilakukan oleh beberapa ahli yaitu Zainul
Arifin dalem bukunya, Memahami Bank Syari'ah : Lingkup, Peluang, Tantangan
dan Prospek, Suhrawadi K. Lubis dalam bukunya, Hukum Ekonomi [slam, Sutan
Remy Sjahdeini dalam bukunya, Perbankan Islum dan Kedudukannya Datam
Tata Hukum Perbankan Indonesia, Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya
“Bank Islam dari Teori ke Praktik”, Warkum Sumitro dalamn Asas-Asas

Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI) dan Takaful di Indonesia.
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Selain itu dapat disebutkan juga kumpulan makalah “Sosiaflisasi Perbankan
Syari'ah” yang disusun oleh : Tazkia Institute for Shari'ah [Finance and
Munagement.

Berdasarkan penelusuran pustaka vang telah dilakukan secara khusus
melaksanakan sebuah penelitian studi perbandingan pelaksanaan prinsip
muddarabah yamg diterapakan oleh kopontren Al-Muslim dan lembaga keuangan
syari’ah PT.BPR Syari’ah Ponorogo, dan kiranya pembahasan ini layak untuk

dikayi dalam suatu penelitian,

F. KERANGKA TEORI
Allah berfirman tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Bagarah (2):275.
Do T el gl 3 T

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Berdasarkan larangan riba@ (bunga) dalam Islam, para penulis ekonomi Islam
modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan
berlandaskan syirkah (kemitraan usaha) dan mudarabah (pembagian hasil).”
Menurut ahli figh mudarabah merupakan suatu perjanjian di mana sesecorang

menyerahkan harta atau modalnya kepada orang lain (pengelola) vyang

M. Nejatullah Siddiqi, Partnership...... , hal 1. Lihat Zainul Anfin, Sistem Operional Bank
Umum Syari’ah, Makalah disampaikan pada acara sosialisasi Perbankan Syari’ah di KBI Yogyakarta,
B Maret 1998,
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dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang
diperolehnya akan dibagi oleh masing-masing pthak sesuai dengan kesepakatan'’

Di dalam mudarabah hubungan kontrak bukan antara pemben modal
melainkan antara penyedia dana (sahib af-mial) dengan entreprencur atau
pengelola usaha (mudarih). Di dalam kontrak mudédrabah seorang mudarib boleh
perorangan, rumah tangga, perusahaan atau unit ekonomi yang memperoleh
modal dafi unit ekonomi lainnya dengan tujuan melakukan perdagangan atau
perniagaan.

Dalam bentuk kontrak mudarib tersebut menjadi rrustee atas modal yang
diterimanya. Aplikasinya dalam perbankan di sisi pasiva, muddrabah adalah akad
bagi hasil antara nasabah selaku sahib af-maf dengan bank selaku muddarib untuk
mengelola dana nasabah tersebut. Sedang di sisi aktiva muddrabah adalah akad
pembiayaan bank terhadap usaha atau proyek nasabah dengan schema bagi hasil.

Pada suatu saat setelah proyek selesal, maka mudarib mengembalikan
modal tersebut kepada penyedia dana berikut bagian (porsi) keuntungan yang
telah disepakati sebelumnya. Jika dalam hal ini terjadi kerugian maka seluruhnya
dipikul oleh s@hib al-mal. Bank lembaga keuangan dapat menjadi salah satu

pthak. Mereka dapat menjadi mudarib dalam hubungan mereka dengan para

'Y Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Isiam, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
1994), hal.63. Lihat Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif
Istam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 160.
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deposan (sahib al-mal) dan dapat menjadi penvedia dana dalam hubungan
mereka dengan pihak-pihak yang mereka ben dana''.

Pesantren merupakan lembaga yang mempunyai kontak sosial yang
berikrar kuat dan pengaruhnya besar sekali terhadap kehidupan dan perilaku
masyarakat sekitarnya, sehingga pesantren merupakan lembaga yang mempunyai
arti penting menjadi salah satu agen perubahan dan pusat penting pembangunan
masyarakat secara keseluruhan, mengingat dinamika pemikiran masyarakat dapat
membawa perubahan mendasar dalam pembangunan'”,

Dengan posisi dan kedudukannya vyang khas, pesantren diharapkan
menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri
(people-centered development) dan sekaligus sebagai pusat pembangunan yang
berorientasi pada nilai (value-oriented development)”

Dalam kaitan gagasan itulah, pesantren tidak lagi memainkan fungsi
tradisinya'’,  tetapi juga menjadi pusat  penyuluhan kesehatan, pusat

pengembangan teknologi bagi masyarakat desa, pusat usaha penyelamatan dan

" Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah,Peluang, Tantangan dan Prospek. (Jakarta:
Alvabet, 1999),hal. 3.

12 Soecipto Wirosardjono, Pesantren dan Peranan Islam di Indonesia,dalam Dinamika

Y Azyumardi Azra, Pendidikan Jsiam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru,
(Jakarta: Logos,1999), hal.105.

' Fungsi tradisional pesantren adalah transisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan
tradisi Islam dan reproduksi ulama. Lihat Ibid. Pendapat [ain mengatakan bahwa pesantren berfungsi
sebagal lembaga pendidikan, dakwah, kemasyarakatan dan [embaga perjuangan, uraian dari masing-
masing fungsi ini, lihat H.M.Yusuf Hasyim, Peranan dan Potensi Pesantren Dalam Pembangunan,
dalam Dinamika ....... , hal. 39



pelestarian lingkungan hidup dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan

ekonomi masyarakat sekitar. Pemberdayaan ekonomi umat mengandung 3 (tiga)

hal

I. misi pembagunan ekonomi dalam bisnis yang berpedoman pada ukuran-
ukuran ekonomi dan bisnis vang lazim dan bersifat universal, misainya:
besaran produksi, lapangan kerja, keuntungan (laba), tabungan investasi dan

kelangsungan usaha.

2

pelaksanaan etika dan Ketentuan hukum syari ah yang harus menjadi kegiatan

ekonomi umat Islam.

()

pembangunan kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana
pendukung dakwah [slam yang dapat ditarik melalui zakar, Infaq, sadugah,
waqaf, serta menjadi pilar perekonomian Indonesia®.
Kopontren ~dan lembaga ~keuangan  syari’ah dalam menjalankan usaha
berdasarkan prinsip syari’ah wajib memposisikan dirinya sebagal uswuh
khasanah dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar. Dengan
demikian diharapkan semakin kuat moral dan etika agama dalam kegiatan
ekonomi sehari-hari dengan berlandaskan ekonomi yang Islami.

Legitimasi terhadap sistem ekonomi Islam tidak hanya tergantung pada
keberhasilan yang melandasi sistem tersebut dengan ajaran [slam, tetapi juga
keberhasilan sistem itu sendiri dalam mengembangkan ekonomi, khususnya

kekuatan ekonomi Islam. Dengan satu prinsip muddrabah yang sama-sama

B thid i , hal. 389
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dijalankan namun dalam pelaksanaan ada kemungkinan terjadi adanya beberapa
perbedaan. Oleh karena itu segi idealnya perlu ditmbangi dengan segi praktik
yang dinilai dengan ukuran-ukuran ekonomi. Dapat dipastikkan akan memberikan
sumbangan yang tidak ternilai harganya bagi perwujudan manajemen
perekonomian yang beradab.

Dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang melandasi sistem
operasionalnya, lembaga keuangan syari’ah  tidak harus hanya terpaku
memberikan pembiayaan kepada usaha yang sudah mapan saja, melainkan juga
tanpa ragu-ragu lagi memberikan pembiayaan usaha kecil bahkan juga kepada
pengusaha pemula sekalipun.

Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, di samping melakukan
penerapan muddarabah (bagi hasil) secara konsisten, juga diperlukan infrastruktur
vang memungkinkan bank dapat berhubungan lebih dekat bahkan terlihat secara
langsung dengan aktivitas usaha nasabahnya,

Mengingat keterbatasan jaringan kantor yang dimiliki, sebagai partner,
bank syari’ah (Bank Mu’amalah) dalam hal ini menggunakan bank Perkreditan
Syari’ah dan BMT sekaligus sebagai jaringan kerja (nerwork). Dengan melewati
jaringan ini bank syari’ah dapat menjangkau lebih banyak jumlah nasabah
pengguna dana baik pengusaha kecil atau koperasi. Oleh karena itu kehadiran
kopontren sebagai upaya pembagunan ekonomi secara merata sesuai dengan

fungsinya merupakan lembaga ekonomi, adalah mutlak diperlukan  bagi
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pengusaha kecil dan mikro yang benar dapat dipercaya degan penerapan prinsip

kerjasama yang sesuai dengan syari’ah.

G. METODE PENELITIAN

|8

Obyek Penelitian

Pada penyelenggaraan sistem mudarabah di kopontren pondok pesantren
Hudatul Muna Jenes Ponorogo.
Pada penyelengaraan sistem smudarabah di PT. Bank Perkreditam

Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo.

2. Sifat Penelitian

a. Bersifat field research: penelitian lapangan dilakukan secara intensif,

terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu dengan mempelajarinya
sebagai suatu kasus'®,

Penelitian evaluatif : gabungan antara survey dan studi kasus, pelaksanaan
prinsip muddrabah di kopontren Al-Muslim dan PT.BPR Syari’ah.
Pembahasan : dipandang dari konteks /1gh serta peraturan perbankan
syari’ah.

Studi perbandingan . untuk mengetahui pelaksanaan prinsip mudarabah

yang lebih aplikatif dan akomodatif.

' Yaitu suatu penclitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap

suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Lihat Hadari Nawawi, Methode
Penelitian Bidang Sosial, (Ycgyakarta, Gajah Mada University Press,1995), hal. 72. Lihat Scerjonc
Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal. 10,



3. Subyek Penelitian

‘Dikarenakan peneliti ingin meneliti tentang operasional prinsip
muddrabah baik dari kopontren maupun PT BPR Syari’ah maka subyek
penelitian meliputi pendiri, pengelola dan karyawan kopontren Al-Muslim
serta dukungan tokoh-tokoh masyarakat vang berada di sekitar lokasi
penelitian yang mengetahui eksistensi dari kopontren yang memberikan
penjelasan dan informasi. Subyek penelitan berikutnya mengenai
pelaksanaan prinsip mudarabah, meliputi penjelasan dari pendiri, dan
informan yang mengetahui tentang BPR Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo.
Responden dari pengurus meliputi Penjelasan Dewan Pengawas Syan’ah,
Komisaris dan Direktur juga penjelasan dari karyawan, lembaga masyarakat

dan sebagian nasabah PT.BPR Syari’ah tersebut.

Populast dan Sampel

Adapun populasi dalam obyek penelitian ini adalah kopontren Al-
Muslim dan lembaga keuangan syari'ah PT.BPR Syart’ah yang ada di
wilayah kabupaten Ponorogo. Untuk mempermudah, peneliti melakukan
kegiatan penelitian, maka peneliti menggunakan sample dengan cara
memperbandingkan keduanya tentang pelaksanaan prinsip muddrabah
Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian int dikategorikan menjadi dua yaitu data primer

dan data sekunder



17

a. Data primer, berupa data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan
prinsip mudarabah di kopontren Al-Muslim dan Bank Syari’ah PT.BPR
Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo.

b. Data sekunder, berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku atau kitab
yarg relevan dengan pembahasan, di mana data tersebut merupakan
komplemen sekaligus dapat menyempurnakan juga sebagai landasan
teoritis untuk memberikan analisa terhadap prinsip mudarabah yang
dioperasionalkan.

6. Teknik Pengumpulan Data.
Pengumpulan data melalui dua cara:
a. Metode dokumentasi'’.

Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan prinsip mudarabah
baik kopontren Al-Muslim atau Bank Syari’ah PT BPR Syari’ah yang
meliputi administrasi ,organisasi dan keuangan.

b. Metode interview dan wawancara'®;

Wawancara ini dilakukan dengan pengasuh ponpes Hudatu! Muna
dan para pengurus serta anggota kopontren Al-Muslim dan Direktur serta

karyawan Bank Syari’ah PT.BPR Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo guna

" Yang merupakan alat pengunpul data vang digunakan untuk mencari data atau variabel
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, buku notulen, agenda rapat dan sebagainya.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: Bina Aksara,
1983), hal 188,

"™ Yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek atau sample. Lihat
Winarno Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 174
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memperoleh ketegasan tentang pelaksanaan prinsip mudarabah yang
ditetapkan oleh masing-masing lembaga.
7. Teknik Pengolahan Data.

Data-data yang telah terkumpulkan diolah dengan cara sebagai berikut :

a. Lditing, pemeriksaan ulang terhadap semua data yang terkumpul, terutarna
dari sisi kelengkapannya, kejelasannya antara satu data dengan data
lainnya.

b. Organizing, disusun dengan menggunakan sistem terhadap data yang
diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sesuai denpan
rumusan masalah.

8. Teknik Analisa Data

a. Metode berfikir induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan
mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset,
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, berguna sekali
untuk menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan prinsip muddrabalt yang
ditetapkan.

b. Metode berfikir deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan
mengemukakan teori-teori dan dalil yang bersifat umum, kemudian
diterapkan pada suatu kenyataan atau peristiwa yang bersifat khusus dari
hasi] riset, gunanya untuk memperoleh gambaran umum tentang prinsip

muddarabah dalam perspektif figh dan praktisi perbankan syari’ah.
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Metode Komparatif, digunakan untuk membandingkar pelaksanaan

prinsip muddrabah oleh kopontren Al-Muslim dan Bank Syari’ah PT.BPR

Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo dengan tujuan untuk mengetahui aplikasi

prinsip  muddrabah yang lebih akomodatif juga inklusif tanpa

menyimpang dari ketentuan syari’ah

[. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami

serta mendapat kesimpulan yang benar dari penelitian ini, maka penyusun

mendiskripsikannya menjadi S(lima) Bab yang saling berkaitan :

BAB

BAB

[

I1

PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan yang
diangkat, pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang diharapkan
dari penelitian ini, telaah pustaka yang menunjukkan posisi
penelitian; sebelumnya, kerangka teoritis sebagai acuan dalam
memecahkan permasalahan, metode penelitian sebagai petunjuk

teknis dalam penelitian serta sistematika pembahasan.

. MUDARABAH DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN PRAKTISI

PERBANKAN SYARI'AH.
Bab ini membahas tentang pelaksanaan prinsip mudarabah yang
diterapkan, di mana akan dibahas lebih dahulu konsep: muddrabah

dalam perspektif figh dan praktisi perbankan syari’ah misainya
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BAB 1V
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beberapa aspek dari muddrabah yang meliputi definisi dan
legitimasi, rukun dan syarat serta ketentuan mudarabah. Konsep
tersebut akan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan sistem
investasi modal dan prinsip mudarabah dan aplikasi muddrabalh
dalam perbankan Syari’ah.
PELAKSANAAN MU{)XRABAH PADA KOPERASI PONDOK
PESANTREN AL-MUSLIM JENES PONOROGO
Pada bagian bab ini menguraikan tentang tinjauan prinsip

mudarabah yang dilaksanakan oleh kopontren Al-Muslim
Ponorogo. Hasil penelitian tersebut membahas tentang lembaga
tersebut meliputi tinjauan  dan gambaran umum kemudian
dilanjutkan tentang pelaksanaan prinsip muddrabah, pembiayaan
kepada anggota (nasabah) dan kenyataan tentang prinsip
muddrabah yang diketemukan pada kopontren Al-Muslim.
PELAKSANAAN MUDARABAH PADA BANK SYARI’AH PT
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI’AH AL-MABRUR
BABADAN PONOROGO

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tinjauan prinsip
muddrabah yamg dilaksanakan oleh Bank Syari’ah PT BPR
Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo. Hasil penelitian tersebut membahas
tentang lembaga tersebut meliputi tinjauan gambaran umum

kemudian dilanjutkan tentang pelaksanaan prinsip mudarabah,
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pola pembiayaan kepada nasabah dan kenyataan tentang prinsip
muddrabah yang diketemukan pada BPR Syarti’ah Al-Mabrur.
BAB V: ANALISIS

1 .Analisis operasionalisasi prinsip mudirabahi di kopontren Al-
Muslim Jenes Ponrogo.

2. Analisis operasionalisast ' prinsip mudarabah i lembaga
keuangan syari’ah PTBPR Syari’ah Al-Mabrur Babadan
Ponorogo.

3. Analisis persamaan dan perbedaan operasionalisasi prinsip
muddarabah di kopontren Al-Muslim dan lembaga keuangan
syari’ah PT.BPR Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo.

BAB VI: PENUTUP
Bab ini memuat tentang kesimpuian akhir yaitu merupakan
jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dan saran-saran
yang berkaitan dengan pembahasan dan yang diharapkan dar

penelitian imi.



BAB 11

LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pelaksanaan prinsip muddrabah yang diterapkan,
di mana akan dibahas lebih dahulu konsep muddrabah dari perspektif figh dan
praktisi perbankan syari’ah misalnya beberapa aspek dari muddrabah yang meliputi
definisi dan legitimasi, rukun dan syarat serta ketentuan mudarabah.

Konsep tersebut akan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan sistemn investasi
modal dan prinsip muddrabah, pola pembiayaan kepada anggota (nasabah) kopontren
Al-Muslim dan Bank Syari’ah PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo serta upaya

mengantisipast kendala yang dihadapi

A. DEFINISI DAN LEGITIMASI MUJ_DZRABAH
Muddrabah berasal dari kata ad-darb yang artinya memukul atau berjalan.
Pengertian memukulkan atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang
memukul kakinya dalam ‘menjalankan usaha.'” Dinamakan demikian karena
kegiatan komersial pada umumnya dengan melakukan perjalanan untuk mencari
keuntungan.®® Secara bahasa berarti sebuah istilah yaitu seseorang membayar
sejumlah harta kepada orang lain untuk berbisnis dengan ketentuan sesuai

kesepakatan. Sedangkan secara istilah, para fugaha memberikan definisi sebagai

19 Muhammad Rawas Qal’aji, Mu’jam Lughah al-Fugaha, (Beirut - Dar an-Nafd, 1985).

20 Abd ar-Rahman al-Jazifl, Kitab al-Figh ald Maiiahib al-Arba’ah, (Kairo . al-Maktabah at-
Tijariyah al-kubro,tt) 1T ; 34, Lihat Ali Fikr,al-Muumalah al-Maliyah wa af-Adabiyah, (Kairo -
Matba’ah Mustafd al-Babi aI-Halabi, 19383}, hal. 179

22
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suatu kontrak antara dua orang, salah satu di antaranya memberikan harta yang
dimilikinya kepada orang lain untuk dikelola dengan sejumlah imbalan
keuntungaﬁ dibagi sesuai dengan kesepakatan dan dengan syarat-syarat tertentu.
Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modai.”' Pada dasarnya kedua definisi
Inl mempunyal kesamaan, tetapi hanya berbeda pada keterikatannya terhadap
syarat-syarat yang mengakibatkan kontraknya sah atau menurut hukum Islam.
Mudarabah merupakan suatu istilah yang dipakai oleh orang Iraq. Sedang orang
Madinah menyebut jenis ini dengan (Oirdd yang berasal dari af-gard yang artinya
memisahkan, karena pemilik harta memisahkan sebagian hartanya untuk dikelola
dengan sejumlah imbalan keuntungan. Dan juga berarti potongan karena pemilik
modal memotong sebagian harta untuk dikeloia dengan bagian keuntungan,
sedangkan pekerja atau pengelola mendapat bagian keuntungan dari usahanya.”
Begitu juga disebut dengan a/-Mugdradal yaitu persamaan dalam hal mendapat
bagian keuntungan dari harta yang diserahkan,™

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mudarabah merupakan
suatu bentuk kontrak kemitraan (parrnership) vang berlandaskan pada prinsip
bagi hasil (profit and loss sharing) dengan cara seseorang memberikan modalnya

kepada pihak kedua untuk melakukan bisnis dengan tujuan mendapat keuntungan

U Ibid. hal. 24

22 Ibid hal. 34.

» Bentuk ini menyerupai ijarah karena pekerja berhak untuk bagian keuntungan sebagai
imbalan dar usahanya dalam mngelola harta, Wahbah az-Zuhaili, al-Ifsldm wa Adilatuh, (Beirut - Dar
al-Figr, 1984), IV : 826.
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yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pihak pertama
pemilik modal atau rab af-mdl atau supplicr atau investor disebut /drth dan fihak
pemakal atau pengelola disebut dengan f:rmga’a‘w.‘v,:4

Muddrabah merupakan kemitraan antara pemilik modal (s@hib al-mal)
pada satu pihak dan pemakai modal pada pihak lain. Auddrib menyumbangkan
kemampuan usaha dan mengelolanya berdasarkan kontrak yang telah disepakati.
Salah satu karakteristik esensial dari kontrak int adalah bahwa keuntungan dibagi
berdasarkan presentasi yang telah disepakati sebelumnya. Dan apabila terjadi
kerugian, seiuruhnya ditanggung oleh investor sendiri.

Sebagai suatu bentuk kontrak kerja sama, muddrabafr telah dipraktikkan
secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam:™ Dan para sahabat Nabi
Muhammad SAW menemukan jems bisnis ini yang temnyata sangat selaras dan
bermanfaat untuk kemaslahatan manusia sebagai prinsip dasar ajaran syari’ah.
Inilah salah satu bentuk bisnis yang ternyata terbebas dari kejahatan pada zaman
jahiliyah sehingga masih tetap ada di dalam sistem ekonomi [slam.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin mengenai

keabsahan sistem ini. *°Para ulama mazhab sepakat atas kebolehannya dengan

 \mam ABi Zakaria Muhy ad-Din an-Nawiwi al-Majmii' Syarh al-Muhazab, (Beirut : Dar
al-Fikr. 1986) XV : 225 Lihat al-Jazin, Kitab =~ 1il- 34

2’ Muahammad ibn Al ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm, al-Muhalld, (Kairo : Dar al-Figr,tt)
VI 234

“ Ibn Rusyd, Hidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid (Kairo Dar al-Figr, 1329),
hal. 20



25

dalil al-Quran, al-Hadis, [jma’ dan Qiyas.”” Al-Quran tidak secara fangsung
menyebutkan istilah muddrabah tetapi menggunakan akar kata J-r-b yang
menjadi asal istilah muddrabah.*® Beberapa versi yang terkandung dalam kata ini
mengandung arti perjalanan atau berjalan untuk tujuan berdagang. Peristiwa ini
telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Rasulullah SAW
tidak melarang bahkan beliau menyatakan persetujuannya terhadap sistem ini. Hai
it merupakan fakta yang telah menjadi bukti terpenting untuk melegitimasikan
sistem ini. **

Beberapa kebiasaan dan peristiwa yang relevan dengan sistem ini bahwa
Rsulullah SAW pernah bekerja sebagai muddrib paca transaksi komersial jenis
ini dengan Khadijah sebelum diangkat menjadi Nabi. Sistem ini juga dinyatakan
oleh Ibnu Majah pada pemerintahan Suhaib bahwa mdGrabah merupakan salah
satu dari tiga hal yang diridai Allah SWT Sebagaimana hadis Nabi :

G B s e a0 e (VDY s N2, g
I i TR T R il )
axlo ptely, - auadl ¥ S

*"Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh, ... ... . IV 827

¥ Lihat Q.82 :237:3:156 41015 106:73 . 20

¥Syams ad-Din as-Sarakh$, al-Mabsir (Istambul - Dir ad-Da’wa, 1983),  XXXI . 99

" dari Saleh Tbn Suhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda * “Tiga yang di dalamnya terdapat
keberkatan adalah jual beli secara tangguh, muqaradah (Mudarabah) dan mencampur gandum dengan

tepung untuk keperluan rumah (bukan dijual). Hadis ini menggunakansanad yang dhiif (lemah). lbn
Katsir mendhaifkan hadist ini karena diantara perawinya ada Muhammad Ibn al-Harist al-Bisri dari



20

Hakim ibn Hizam juga pernah mengikat perjanjian muddrabah dengan
syarat-syarat tertentu dan ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, beliau

menunjukkan persetujuannya.

Al G B0 s ?,Pe¢q o ¥ gab B, S B Je Jass Yol
- b el g L (Pl i s B NS He Bod das O (oo
Diriwayatkan dari para sahabat, bahwa mudarabah merupakan suatu sistem

vang telah dipraktikkan oleh beberapa sahabat’’, dan Qasim ibn Muhammad
meriwayatkan bahwa kami telah menyimpan sebagian tabungan kami kepada Aisyah
vang meminjamkan mereka berdasarkan mudarabah dengan tujuan usaha. Demikian
juga Umar menandatangani sebuah kontrak muddrabah bersama Zaid ibn Khulaidah
dan menggunakan harta simpanan anak yatim berdasarkan muddrabah untuk tujuan
bisnis agar harta simpanan itu berkembang, ™

Praktik-praktik para sahabat tersebut mengindikasikan bahwa mudarabah

merupakan sebuah kontrak yang telah disepakati oleh para sahabat dengan tidak

ayahnya Muhammad ibn Abd ar- Rahman dari ayahnya Mereka bertiga ini dhaif Lihat as- San'ini,
Subil as-Salam, 11l : 76.

Y Dari Hakim lbn Rizam, bahwa jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara
mudarabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang
berbahaya atau membeli temak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan
bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan
Rasulullah-pun membolehkannya. Hadits riwayat Imam Mailik ad-Daru Qutni ini perawinya adalah
sigah (terpercaya). Imam Malik berkomentar dalam al-Muwata’ bahwa hadits ini sahih mauqdf Lihat
Ibid, (11177

*? Diantara para sahabat tersebut adalah Umar ibn Khattib, Usmin ibn Affan, Al ibn AbT
Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amir, Abdullah ibn Amr dan Aisyah. Lihat Ali Fikr, al-
Mu'amalah,....., 1:180.

» an-Nawawl, al-Majmu’. ... ,XV:225-226.
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ada penolakan terhadapnya. Terhadap hal ini ibn Hazm pendiri mazhab zahirt
berpendapat bahwa semua masalah fighiye/i mempunyai dasar hukum dalam al-
Quran dan al-Hadis kecuali mudarabah di mana kita tidak mendapatkannya“.

Mudarabah telah dipraktikkan pada masa Rasulullah dan beliaupun
mengakuinya. Begitu pula tefah didengar dan dilihat oleh para sahabat, sementara
tidak ada satupun orang yang mengingkari dan menolaknya. Maka hal itu
merupakan ijma’ mereka tentang kemubahan sistem swdarabah ini.*’

Selain ity dalil dibolehkannya muddrabuh  dianalogikan dengan
musigah.’® Ketika sistem ini disyari’atkan dengan landasan hukum as-Sunah,
demikian juga dengan mudidrabah. Mengingat muddrabah merupakan bentuk
kerjasama antara dua pihak yang mana salah satu pihak memiliki modal, tetapi
tidak mampu menjalankan usaha atau sebaliknya memiliki keinginan untuk
berusaha tetapi tidak ada modal yang digunakan. Melalui sistem ini diharapkan
kedua belah pihak dapat bekerjasama untuk mencapai suatu keuntungan. Oleh
karena itu disyari’atkannya sistem ini untuk memenuhi kebutuhan dan demi
kesejahteraan umat manusia.’’

Adapun mudarabah ada dua macam :

* Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Aufar, (Kairo: Maktabah ad-
Da’wah al-Islamiyah tt), V:267

" an-Nawawi, al-Majmiz’ | XV:226
*¢ Diambil dari as-saqy yang artinya pengairan yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara
pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, Zbid, XV:273

" Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, Mughi al-Muhtdj, (Kairo . Matba’ah al-1stigamah, tt),
11:209



28

1. Mudarabah Mutlagah
Bentuk kerjasama antara sahib al-mal dan muddrib yang cakupannya
sangat uas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah
bisnis. Biasanya dengan menggunakan lafaz if'a/ ma syita (lakukan
sesukamu) dari s@kib al-mal kepada muddarib yang memberi kekuasaan sangat
besar.
2. Mudarabah Mugayyadah
Adalah kebalikan dari mudarabuh mutluquh, Mudarib dibatasi dengan
batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adapun pembatasan ini
seringkali mencerminkan kecenderungan umum s@hib  af-mal  dalam
memasuki jenis dunia usaha.™ Terhadap bentuk kedua ini Imém Ahmad dan

Abu Hanifah membolehkannya, sedangkan Imam Malik tidak.

B. RUKUN DAN SYARAT MUDARABAH
Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudarabuah ada 3 (tiga),w
1. Orang yang berakad
a. Sahib al-mal atau rab a/-mdal (pemilik modal)
b. Mudarib (pelaksana atau pengelola)
2. Obyek akad

a. Modal { ra’s al-mal)

* az-Zuhailli, al-Figh. .. .., IV:840

* Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali rukun mudarabah adalah jab dan qabul yaitu dengan
lafadz yang menunjuk pada makna mudarabah karena yang terpenting adalah maknanya, az-Zuhailf,
al-Figh .. 1V-839, al-Jadin, Kitdb ..., 11[:42
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b. Kerja atau usaha (ama/)

C.

Keuntungan (ribh)

3. Sigat (ijab dan qabul) *°

Sedangkan syarat mudarabah,  yang berhubungan dengan rukun

muddrabah itu sendiri

1. Orang yang berakad

Orang yang terkait dalam akad baik sahib al-mal atau muddrabah adalah

cakap bertindak hukum. Sedangkan mudarth 1tu sendin punya kebebasan

untuk melakukan usaha. ™'

2. Obyek akad

a.

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal kepada
pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas muddrabah
Syarat-syarat berikut harus dipenuhi -

1. Modal harus berbentuk tunai seperti emas, perak batangan dan bukan

merupakan barang komoditi atau harta benda baik bergerak atau tetap
karena harganya berubah-ubah yang akan membawa perselisihan
antara kedua belah pihak.*’ Sementara itu mazhab Hanbali, Ibn Abi
Laila dan al-Auza’i membolehkan penyediaan aset-aset non moneter
misalnya  pesawat untuk  modal  mudarabah.  Pengelola

menginvestasikan asset-aset ini dan berbagi hasil dan investasinya

¥ az-Zuhailli, al-Figh, ..., IV:839
W al-Ja#An, Kitab, ..., [11:44
 az-Zuhailli, al-Figh,.. ., 1V:843



dengan pemilik modal.  Pengelola harus mengembalikan asset-aset
tersebut kepada pemilik modal pada akhir masa kontrak

2). Modal harus kontan dan tidak boleh berbentuk hutang.’

3). Modal harus diserahkan atau dibayar kepada pengelola supaya dia
dapat mengurusnya sendiri. Pembayaran dibuat dengan memindahkan
dana dari pemilik- modal kepada pengelola. Syarat ini disepakati oleh
Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i Auza’i, Abu Saur dan ibn
Munzir. Sedang Imam Hanbali membolehkan adanya syarat bahwa
modal tetap ada pada penyedia dana, tctapi memungkinkan pengelola
memiliki hak mencairkan modal. Tetapi berkontrak dapat dibuat
kepada keseiuruhan modal dan pembayarannya kepada pengelola

dapat dibuat dalam bentuk cicilan. **

4). Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya® pada saal perjanpian
dibuat, supaya tidak menimbuikan persclisthan antara kedua belah
pihak.

b. Pekerjaan yang disediakan oleh pengelola sebagai ganti untuk modal yang
disediakan oleh pemilik modal, dalam konteks ini pekerjaan berhubungan
dengan manajemen muddrabah. Syarat-syarat berikut ini harus berlaku

untuk pekerjaan ini :

V29

“ Ibn Qudama, al-Mughi, (Riyad : Maktabah al-Riyd al-Hadisah, 1), V:73
* az-Zuhalll, al-Figh,...., 1V:846, as-Sarakhsi, al-Mabslt, XXI1:84, ibn Qudama, al-Muggi,

** as-Sarakhsi, al-Mabsit, XX11.33, [bn Rusyd, Bidayah .., 11:178
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Pekerjaan adalah hak eksklusif pengelola tanpa campur tangan pemilik
modal. Tetapi mazhab Hanbali mengizinkan partisipasi pemilik modal
dalam pekerjaan itu.

Pemilik modal tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian
rupa untuk mencegahnya dari mencapal tujuan mudarabah yaitu
keuntungan.*®

Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari’ah [slam dalam
tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah dan harus mematuhi
kebiasaan yang berlaku dari aktivitas itu.*’

Pengelola harus mematuhi = syarat-syarat yang ditentukan oleh
pemilikmodal, bilamana syarat tersebut tidak kontradiktif dengan apa

yang ada datam kontrak mudarabah.**

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Keuntungan adalah tujuan akhir dari mudarabah. Syarat berikut ini harus

dipenuhi :

l). Keuntungan hanya untuk kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak

boleh memberi tambahan keuntungan selain bagian yang tefah ditentukan

dan tidak ada yang mengambi! seluruhnya tanpa yang lain, karena pada

dasarnya mudarabah merupakan kerjasama untuk mendapat keuntungan

 al-Jazini Kitdb ... 11145
¥ an-Nawawi, al-Majmit’ ... XV 247
* az.Zuhaili, al-Figh. ., 1V:857, Ali Fikr, al-Mu’amalah . __hal. 184
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Abu Hanifah membolehkan adanya syarat bahwa keuntungan hanya untuk

pengelola.*

2). Bagian keuntungan proposional dari tiap pihak harus diketahui pada waktu
mengadakan kontrak dan harus sebagai presentasi dari keuntungan.
Bagian pengelola dalam keuntungan harus ditentukan dan dijelaskan
dalam bentuk misalnya : % atau Y dari keuntungan®.

3}. Pengelola akan menerima bagiannya dari keuntungan yang dihasilkan dan

tidak dari jumlah modat. *'

d.  Sigat adalah penawaran (ifgb) dan penerimaan (gabil) yang harus diucapkan
oleh para pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dalam menyempumakan
sebuah kontrak. Dalam hal ini harus sesuai dengan hal-hal berikut :**

!). Penerimaan harus secara exsplisit dan impiisit -menunjukkan tujuan
kontrak.

2). Penenimaan dan penawaran tergantung pada tempat terjadinya selama
waktu kedua belah pihak menegoisasikan kesepakatan dalam kontrak.

Tetapi penerimaan dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak

* an-Nawawi, al-Majmiz® .., XV:235
* as-Sarakhsi, al-Mabsuf, XXII:18, al-Jazifi, Kitab ...,I11:43
* Ibid, 111:36

32 41-Jazifi, Kitab ... ..



syarat-syarat dari penawaran itu atau meninggalkan tempat di mana
negoisasi kontrak itu dibuat sebelum kesepakatan disempurnakan.

3). Penerimaan memiliki syarat yang sama dengan penawaran,

C. KETENTUAN UMUM MUDARABAH.

Mudarabah merupakan salah satu jenis kontrak yang didukung oleh
hukum, Hal ini penting karena banyak orang yang memiliki modal tetapi tidak
terampil mengelolanya dan di lain pihak memiliki kemampuan tetapi tidak
memiliki modal. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan untuk mengatur
kontrak ini dengan tujuan bahwa kepentingan pihak-pthak yang terlibat dalam
kontrak dapat terpenuhi.

Para ahli hukum Islam sepakat mengakui keabsahan kontrak ini karena
ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat dari satu segi dan karena sesuai dengan
ajaran dan tujuan syani’ah pada segi lainnya. Tidak adanya indikasi yang
terperinci dalam al-Quran maupun as-Sunnah menjadikan para ahli hukum [slam
memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai ketentuan-ketentuan kontrak
ini. Berikut ini pendapat para fuqaha’ tentang ketentuan-ketentuan umum kontrak.
a. Membatasi Muddarabah Pada Periode Tertentu

Beberapa ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad membolehkan pembatasan
muddrabah pada periode tertentu, sedangkan lainnya seperti Imam Syafi’i dan

Imam Malik tidak membolehkannya,”” dengan alasan bahwa tidak ada

53 az-Zuhaili, al-Figh .1V 840, al-Jazfi, Kirdb .. 11145 dan 51
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kejelasan sehingga akadnya batal* Alasan latnnya bahwa kontrak
mudarabah tidak mengikat secara permanen yaitu setiap pihak berhak untuk
membatalkan kontrak kapan saja ia inginkan.*’ Dalam hal ini pihak yang ingin
membatalkan mudarabahr  tidak mengharuskan adanya izin pihak
lain.Sedangkan Abu Hanifah mensyaratkan izin pihak vang lain.”® Kontrak
mudarabah juga dapat dibubarkan apabila salah satu pihak meninggal dunia

atau gila. *’

b. Membuat Kontrak Tergantung Kepada Sebuah Kejadian di Masa Depan.

C.

Hal ini diperbolehkan oleh beberapa ulama seperti Abu Hanifah, Penerapan
kontrak ini tidak boleh dimulai kecuali bahwa hal itu benar-benar terjadi atau
peristiwa di masa depan menjadi kenyataan.™

Jaminan Dalam Mudarabah

Jaminan ini merujuk kepada tanggungjawab pengelola untuk mengembalikan
modal pada semua keadaan. Hal ini tidak dibolehkan karena adanya fakta
bahwa pegangan pengelola akan dana itu sifatnya amanah dan orang yang
diamanahkan tidak menjamin dana itu kecuali melanggar batas atau

menyalahi ketentuan.”” Jika pemilik modal bersikeras terhadap jaminan dan

™ an-Nawdwi, al-Majmit® ..., XV-237
* Ibn Rusyd, Bidayah ... 11:181

%6 an-Nawawi, al-Majmiz’ ..., 11:181
*7 Ibid, XV:263

*® Ibid, XV:263

* az-Zuhaill, al-Figh .. IV:853, Ibn Quddina, al-Mugni . V68
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menetapkannya scbagai kontrak, maka kontrak itu menurut {mam Malik dan
Imam Syafi’i menjadi tidak sah.®* Walaupun beberapa ulama menginzinkan
pemilik modal meminta jaminan dari pengelola terhadap pelanggaran batas
atau menyalahi ketentuan.®'
d. Hukum Yang Berhubungan dengan Kerja Dalam afuddrabah.
1). Jenis aktivitas
Mazhab Syafi’* membatasi mudarabah hanya terbatas pada
perdagangan.®® Tetapi ulama lain berpendapat bahwa mudarabah tidak
hanya terbatas pada perdagangan saja bahkan mempunyai terapan yang
lebih luas yaitu semua jenis aktivitas yang berorientasi keuntungan seperti
industri, pertanian atau jasa.”’
2. Batas-batas tindakan pengelola terhadap dana mudarabah.
1). Tindakan yang berhak dilakukan oleh pengelola karena kontrak. Ini

adalah pekperjaan utama dan sekunder dari aktifitas itu **

2). Tindakan yang berhak dilakukan oleh pengelola karena kekuasaan
perwakilan  secara umum. Ini adalah tindakan yang tidak ada

hubungannya dengan aktivitas utama tetapi membantu dalam proses

 Ibn Rusyd, Bidayah, ... 11:179
' an-Nawawi, al-Majmiz’. ... XV:258
2 Ibid, XV:238

 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islum, Jilid 1V, terj., (Yogyakarta . PT Dana Bhakii
Wakaf, 1996), hal. 384

* an-Nawawi, al-Majmit’... ... XV:240
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investasi. Misalnya berhak mencampurkan dana mudarcbah dengan
dana penmgelola sendiri atau melakukan kontrak muddrabah bersama
orang lain dengan syarat mendapat izin dari pemilik modal. Terhadap
kewenangan yang terakhir ini atau dengan istilah muddrabah dalam
muddrabah, Abu Hanifah dan [mam Syafi’i tidak mensyaratkan

adanya izin dari pemilik modal,*’

sedangkan Imam Malik dan Hanafi
mengizinkan bentuk muddarabah dengan syarat adanya izin dari
pemilik modal. ®
3. Tindakan Pemilik Modal Dalam Mudarabah
Sebagai pihak yang memiliki modal, berhak mengambil kebijakan
dalam hal penetapan pelaksanakan mudarabah dari segi alokasi waktu,
lokasi, bentuk dan mitra usaha® dengan melakukan aktifitas pngawasan
terhadap duna mudarabah. Selain itu pemilik modal juga berhak dalam
pembelian jasa dari penyediaan misalnya gudang dan jasa pengangkutan,
Juga berhak berhubungan bisnis dengan pengelola dengan menggunakan

dana mudarabah seperti membeli dan menjual sesuatu.*®

4, Hukum yang menyangkut keuntungan

% al-Jazifi, Kitab ... I11:53, as-Sarakhsi, al-Mabsit, XX11:39-40
o6 az-Zuhaill, al-Figh....., V:857, Ibn Qudama, al-Mugni ..., V73
7 al-Janifi, Kitab .. .., 111:51

% Ibid, hal. 57
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Keuntungan merupakan hasil bersama dari penanaman modal dalam
usaha bisnis dan merupakan konskwensi dari kesuksesan suatu usaha
Pengakuan keuntungan merupakan saat yang bisa dijadikan landasan bahwa
keuntungan harus diakui berdasarkan realisasi (reafization) vaitu ketika
keuntungan telah tampak dalam suatu perjalanan bisnis. Sedangkan mazhab
Maliki dan sebagian dari mazhab Hanbali mengatakan bahwa keuntungan
harus diakui hanya ketika dibagikan di antara kedua pihak (cas# basis) yaitu
pada saat pembagian akhir keuntungan bisnis tersebut.®’
Distribusi terhadap keuntungan tersebut tergantung kepada realisasinya
dengan kesepakatan sebagai dasar alokasi dengan pengembalian modal
kepada pemilik modal. Pihak-pihak vang berhak atas keuntungan bisnis
hanya dapat menuntut bagiannya atas keuntungan apabila pihak pemilik
modal telah memperoleh kembali modalnya secara keseluruhan. Dengan
kata lnin dia tidak berhak atas keuntungan apapun selama modal pokok
belum dikembalikan,””
Tetapi jika kedua belah pihak setuju untuk mendistribusikan keuntungan
mengembalikan modal yaitu selama kontrak mudarabah, maka hal ini

dibolehkan oleh mayoritas ulama. "

&

7

* an-Nawawi, a-Majmi’ ... ..., XV:255

O al-Jazim, Kitab ... 16!

" Ihid . 161



Para ulama berbeda pendapat tentang tindak lanjut penahanan
keuntungan yang didistribusikan untuk kedua belah pihak itu yaitu batas di
mana kerugian di masa depan dapat diperbaiki dari keuntungan yang
didistribusikan. Dalam kasus ini pengelola akan diminta untuk menutupi
kerugian 1tu dan keuntungan yang telah dibagikan kepadanya dan jumlah
yang didistribusikan kepada pemilik modal harus diperlakukan sebagai
pengurang terhadap modal.”

5. Hukum yang berkaitan dengan kerugian

Kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal dan oleh karena itu
akan dibagi sesuai modal yang yang ditanamkan dalam usaha dan
ditanggung hanya oleh pemilik modal saja dan pengelola tidak menanggung
bagian apapun kecualt bila kerugian itu karena kesalahan yang disengaja
atau kelalaian.” Kerugian bersih ketika muddrabah dimulai dianggap
sebagal penurunan dalam modal mudarabah  yaitu pengelola harus
mengembalikan sisa modal sesudah dikurangi kerugian. Sedangkan
kerugian secara periodik yang terjadi dalam mudd@rabah yang berkelanjutan
harus dipisahkan dari keuntungan yang didapat sebelumnya yang belum
didistribusikan diantara kedua pihak bilamana ada.

Dalam mudarabah yang berkelanjutan, kerugian periodik yang tidak dapat

dan belum didistribusikan sebelumnya harus ditahan sampai keuntungan

"2 Ibid, 11162

" M.Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Istam,
terj.,(Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996}, hal.15-17.



direalisasi sesudahnya dan dipisahkan darinya. Keuntungan-keuntungan itu
tidak boleh didistribusikan sehingga kerugian diperbaiki.”
6. Hukum mengenal pelanggaran di pthak pengelola
Jika pengelola melanggar syarat atau tujuan kontrak atau batasan yang
diberikan padanya oleh pemilik modal, maka ia bersalah atas kesalahan
yang disengaja dan statusnya sebagai pemegang dana dengan dasar amanah

dan wakalah,”

berubah menjadi penjamin yaitu sifat pegangan dana
mudarabah dari mudarabah menjadi sesuztu yang wajib dibayar atau
dikembalikan oléh pengelola.”

Jika pengelola menggunakan modal meskipun melanggar sedang ia
mendapat keuntungan, sebagian dari ulama mengatakan bahwa semua
keuntungan itu harusnya menjadi pemilik modal, sedangkan ulama lainnya
mengatakan bahwa keuntungan tersebut milik pengelola. Tetapi ada yang
mengatakan bahwa keuntungan tersebut harus dibagi antara kedua belah

pihak.”’

7. Hukum yang berkaitan dengan pembatalan mudarabah

™ al-Jazifi, Kitab ., 111:60-61

™ Hukum muddrabah pada awalnya merupakan amanah dan wakalah karena pengelola
berbisnis dengan izin pemilik modal (ma’na wakil) dan harta yang dikelolanya merupakan amanah,
Ibid 111:42

™ Ibid.. ... 1142

T Ibid . 1142
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Jika kontrak muddrabah dibatalkan karena terpenuhi salah satu
syaratnya, maka dana yang tersisa tetap atas dasar amanah dalam pengangan
pengelola karena i1a menjadi pegawai dan tindakannya terhadap danu
mudarabah yang batal itu bisa sah dan efektif. Jika diperoleh keuntungan
dari tindakannya tersebut sebagian ulama berpendapat bahwa semua
keuntungan harus menjadi  pemilik 'modal dan pengelola menerima
pembayaran karena kerjanya atau bagian keuntungan yang dinyatakan
dalam kontrak.”™

8. Hukum yang berkaitan dengan penghentian mudarabah

Suatu kontrak mudarabah dapat berhenti baik dengan kesepakatan
kedua belah pihak atau dengan alasan menjadi gila atau meninggalnya salah
satu pihak.”” Dalam hal ini pengelola harus mengembalikan modal kepada
pemiliknya. Tetapi jika pengelola tidak mengembalikannya ia dianggap
cidera janji dan dana itu menjadi jaminannya serta dana mudarabah akan
dirubah dari mudarabah hutang yang wajib dibayar pengelola.®

Dalam hal muddrabah dihentikan dan sebagian atau seluruh modal
dalam bentuk barang-barang yang belum terjual, dibolehkan bagi kedua
pihak bersepakat untuk menjualnya dengan segera aset-aset itu

£l

membaginya di antara mereka atau salah satu dari keduanya mengambil aset

" Ibn Rusyd, Bidayah ......11:181

" az-Zuhaili, al-Figh,. ..., 1V:849

.......

“ 1bn Hazm, al-Muhalld, V11.249
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itu untuknya dan memberikan kepada pihak lainnya bagian yang adil dari
nilai barang itu dalam bentuk tunai.*
D. APLIKASI MUDARABAH DALAM PERBANKAN SYARI’AH
Mudarabah adalah akad kerjasama antara bank yang menyediakan modal
dengan mudarib (nasabah) yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha
yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi
bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.*
Adapun rukun muddrabah adalah :
1. Sahib al-Mal (Pelaku akad dan pemilik modal atau dana atau bank)
2. Mudarib (pelaku akad dalam menjalankan usaha dan disebut juga sebagai

pengusaha atau nasabah)

LS

Maf (Modal atau dana pembiayaan)
4. Ribh (Modal atau dana pembiayaan)
5. Dar@bah (Kerja atua jenis usaha pembiayaan yang akan dilajalankan)
6. Sigat (Isi akad perjanjian)

Dalam perbankan Islam perjanjian mudarabah telah diperiuas meliputi
tiga pihak yaitu para nasabah penyimpan dana (depositors) sebagai sahib al-mal,
bank sebagai intermediary dan pengusaha sebagai muddrib yang membutuhkan

dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (mudarib) dalam hal bank menerima

' an-Nawawi, al-Majmi’ ... XV 260

¥ Arison Hendry dkk, Perbnankan Syari’ah  Perspektif Praktisi Sebuah Paparan

Komprehensif Praktik Perbankan Syari'ah di Indonesia, (Jakarta : Mu’amalat Institute, 1999), hal. 72
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dana dari nasabah penyimpan dana (depositors) dan sebagai sdhib al-mal dalam

hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitur selaku muddrib.*
Syarat-syarat yang menyangkut kontrak mudarabah bagi perbankan Islam

adalah.™

1. lenis usaha (Darabah)

Dana muddrabah dapat digunakan untuk jenis usaha perdagangan atau
niaga seperti dalam usaha yang berbentuk kemitraan (parinership), dana
untuk penambahan modal kerja baru. Dalam hal ini bank berhak melakukan
pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan atau
usaha mudarib. Selain itu bank tidak boleh membatasi usaha mudirib dalam
memperoleb  keuntungan kecuali di luar perjanjian (usaha yang telah
ditetapkan} atau yang menyimpang dari aturan syari’ah.

2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh oleh pengelola dana
pembiayaan mudarabah yang diberikan dengan persyaratan :

a. Perhitungan dan pendapatan total proyek (pendekatan Revenue Sharing
atau Profit Sharing),

b. Landasan perhitungan Cash Flow reasonable vang disepakati
bersama;

c. Pembagian bagi hasil dilakukan setiap bulan atau yang disepakati;

¥ Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Huhum
Perbankan Indonesia, (Jakarta . Grafiti, 1999), hal 47

8 Arison Hendry dkk, Perbankan | hal. 72-74



d. Pembagian bagi hasil (keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah
yang disepakati, pihak-pihak yang mendapatkan bagi hasil adalah para
pihak yang terlibat dalam usaha mud@rabah, seiain itu tidak mempunyai
hak menenmanya,

¢. Bank tidak akan menerima keuntungan apabila terjadi kegagalan atau
wanprestasi yang bukan dilakukan oleh mudarib,

f. Apabila terjadi kegagalan usaha dan menyebabkan kerugian yang
disebabkan oleh kelalaian muddrih, maka kerugian tersebut harus
ditanggung muddarib {(menjadi piutang bank).

Muddrabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan
pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, muddrabah diterapkan pada :

1. Tabungan® Mudarabah.

Dalam hal in1 bank bertindak sebagai muddrib (yang mengelola
modal). Bank sebagal mudarib akan membagi keuntungan kepada sahib
al-mal sesuai dengan nisbah (presentasi) vang telah disetujui bersama.
Pembagtan keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo

mintmal yang mengendap selama periode terscbut.®

“ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan
dengan itu. Tujuan tabungan ini adalah untuk menampung dana dari masyarakat, selanjutnya bank
akan menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan produktif. Dengan adanya tabungan bank
akan menjembatani antara pemilik modal dan pengusaha. Lihat makalah Sesialisasi Perbankan
Svari'ak, Jakarta 26 April 1599
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2. Tabungan berjangka.
Yaitu tabungan, yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti
tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya."’
3. Deposito™® Mudarabah
Disebut juga dengan Deposito Investasi Mudarabah yaitu
merupakan investasi-melalui pihak ketiga (perorangan atau badan hukum)
yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu
(jafuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi
dalam bentuk berbagi pendapatan (revenue sharing) atas penggunaan dana
tersebut secara syari’ah dengan porsi pembagian yang telah disepakati.
4. Investasi khusus
Disebut juga mudarabah muquyvadad, yaitu sumber dana khusus
dengan penyaluran khusus dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
oleh s@hib al-mal.*
Sedangkan pada sisi. pembiayaan, pembiayaan mudarabah ini dapat
dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang sangat beragam sekali di

antaranya ;

*® Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan, ... ... hal. 35
*Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari'ak. hal 97

** Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
menurut kesepakatan perjanjian antara pemilik dana (sahib al-mal) dengan bank (mudanb), Lihat
Makalah Sosialisasi Perbanka Syari‘ah, Jakarta 26 April 1999.

% Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syari’ah,. .. .. hal. 97
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a. Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh badan
usaha tertentu.

b. Membiayai nasabah vyang telah diketahui kredibilitas dan
bonafiditasnya serta diharapakan usaha yang dikelolanya cukup
Sfeasiable dan profitable.

Dalam hal pembiayaan modal kerja dan investasi ini, modal disediakan
sepenuhnya oleh bank sebagai sdhib af-mal, sedangkan nasabah menyediakan
usaha manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan
bersama dalam bentuk nisbah (presentasi) terentu dari keuntungan pembiayaan,

Dalam melaksanakan pembiayaan muddrabah, langkah-langkah yang harus
diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan
proyek.

1. Pembiayaan Badan Usaha

a. Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai

b. Melakukan feasibility study (studi kelayakan) dengan tujuan untuk
mengetahui sejauh mana profitability dan kelayakan usaha.

¢. Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk memorandum
and articles of association untuk memungkinkan perusahaan segera
didaftarkan.

d. Menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya
perusahaan

2. Pembiayaan proyek atau kontrak



46

a. Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakaia nasabah
membutuhkan dana di muka atau modal kerja proyek yang telah
didapatkannya.

b. Keberhasilan pembiayaan ini tergantung kepada kinerja nasabah dalam
menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk membayar
tepat pada waktunya.

¢. Melakukan analisa kredit dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan

d. Menerbitkan offering letter manakala prop‘osa[ telah disetyjui dan
diutarakan pula‘ di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
nasabah dalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan.”’

Dalam penentuan margin pembiayaan, hendaklah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

a. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank harus ditetapkan sebelum
penandatanganan pembiayaan . Nisbah dapat ditentukan seperti 70:30, 60:40
atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama,

b. Bank dalam menentukan berapa besar nisbah bagi hasil yang akan
diterimanya hendaklah memperhitungkannya besar biaya dana (keuntungan
besar bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasional bank

tainnya.

1 Muhammad, Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam, (Yogyakarta : Ul Press,
2000}, hal. 18-19.
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Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan seandainya
perjanjian merupakan kerjasama murni bentuk proyek maka hendaklah
mempergunakan perhitungan keuntungan sebelum dikenakan pajak.”

Sedangkan model akuntansi yang diterapkan untuk prinsip muddrabah

meliputi hai-hal sebagai berikut :

13

to

Pengakuan modal mudarabah pada saat akad p

Modal pembiayaan mudarabah akan diakui ketika pembayaran dilakukan

kepada muddrib dan jika modal pembiayaan tersebut diberikan secara angsur

maka diakui pada saat pembayaran angsuran

Penilaian mudarabah pada saat akad:

a. Pembiayaan mudarabah akan dinilai ketia pembayaran atau sudah
berada di bawah kekuasaan mudarib,

b. Pembiayaan mudarabah yang disiapkan dalam bentuk lain (barang
dagangan atau non monetary asset) yang digunakan dalam usaha akan
dinilai berdasarkan nilai wajar dan nilai buku maka perbedaan akan diakui
sebagai keuntungan atau kerugian;

¢. Biaya-biaya yang timbul akibat akad ditanggung oleh salah satu atau
kedua belah pihak seperti studi kelayakan dan biaya sejenisnya, karena ini
bukan merupakan bagian dari muddrabah kecuali disepakati bersama.

Penilaian modal muddrabah setelah akad pembiayaan berakhir:

%2 Ibid Sistem ... hal. 18- 19
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Modal muddrabah akan dinilai setelah akad berakhir sebagaimana
penilaian pada saat akad;

Jika sebagian modal muddrabah hilang karena bukan kelalaian nasabah,
maka besar kerugian tersebut akan mengurangi modal muddrabah dan
akan diperiakukan sebagai kerugian bank;

Apabila seluruh modal muddrabah hilang tanpa pelanggaran atau
kealpaan di pihak nasabah atau mudarib maka pembiayaan muddrabah
akan diakhin dan perhitungannya akan diselesatkan dan kerugian
diperlakukan sebagai kerugian bank;

Jika pembiayaan diakhin dengan cara dilikuidasi dan modal muddrabah
belum dikembalikan kepada bank maka modal tersebut diakui sebagai

piutang bank kepada mudarib.

4. Pengakuan keuntungan atau kerugian untuk bank :

a.

Keuntungan atau kerugian yang diterima bank dalam transaksi mudarabah
dari awal hingga akhir periode usaha diakui pada saat diselesaikan;

Jika mudarib tidak membayar kewajiban Yepada bank, maka diakui
sebagai piutang bank kepada mudirib;

Hasil kerugian dan penyelesaian mudarubah akan diakui pada saat

penyelesaiannya dengan mengurangt modal muddrabalh,
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d. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan muddrib akan
ditanggung oleh muddrib dan kerugian tersebut diakui sebagai piutang

bank kepada mudarib.”

#3 Arison Hendry dkk, Perbankan, ... hal. 74-75.



BAB III
PELAKSANAAN PRINSIP MUDARABAH PADA KOPERASI

PONDOK PESANTREN AL-MUSLIM PONOROGO

Bab ini merupakan dar hasil penelitian tentang pembahasan prinsip
mudarabah yang dilaksanakan oleh kopontren Al-Muslim Jenes Ponorogo meliputi
tinjauan dan gambparan umum tentang koperasi yang ada di pondok tersebut dengan
tujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kopontren itu sendir.
Kemudian penelitian dilanjutkan tentang prinsip muddrabah dan pola pembiayaan

kepada anggota.

A. TINJAUAN UMUM KOPONTREN AL-MUSLIM
Koperasi pondok pesantren Al-Muslim didirikan oleh pondok pesantren
Hudatul Muna yang berlokasi di desa Jenes Ponorogo Jawa Timur sebagai wujud
partisipasi nyata pesantren dalam aktivitas ekonomi. Pondok pesantren Hudatul
Muna didirikan oleh Muhammad Thoyyib pada tahun 1940. Sistem pendidikan
yang diterapkannya adalah salafiyah,”' dan  metode pengajian yang

dikembangkannya adalah mengenai weton” dan sorogan.”® Selain itu juga

194 Istilah salaf bagi kalangan pesantren mengacu pada pesantren tradisional yang justru sarat
dengan pandangan dunia dan praktik Islam sebagai warisan sejarah, khususnya dalam bidang syari’ah
dan tasawuf. Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik..... ... , hal. xxiv.

** Weton adalah pengajian yang inisiatifnya berasal dari kiai sendiri baik dalam menentukan
tempat, waktu dan kitabnya. Lihat Ibid, Bilik-Bilik......... , hal. xxiv

50
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menyelenggarakan pengajian dengan mendirikan madrasah di dalam komplek
pesantren dengan beberapa jenjang pendidikan dan tingkat /briddiyah,
Tsanawiyah hingga ‘dliyah. Dan lebih jauh lagi pesantren ini tidak berhenti
dengan eksperimen madrasahnya. Ketika pesantren dipimpin oleh KH Masdugi
Thoyyib, pada tahun 1990 didirikan lembaga pendidikan umum (SMP Ma’arif 2)
yang bernaung di bawah sistem Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Gagasan pembaharuan dari KH . Masduqi Thoyyib tersebut tidak berhenti
begitu saja, karena pembaharuan itu juga diarahkan untuk refungsionalisas
pesantren Hudatul Muna sebagai salah satu pusat peating bagi pembangunan
masyarakat sekitarnya. Kemudian gagasan tersebut diaktualisasikan dengan
dirintisnya usaha pelestarian lingkungan hidup pada tahun 1995 dengan proyek
sengonisasi. ”’

Tidak kalah pentingnya dengan proyek ini, pada tahun1997 KH Masdugqi
Thoyyib berinisiatif untuk mendirnikan koperasi pondok pesantren milik
masyarakat yang berstatus Badan Hukum. I[nisiatif tersebut dimaksudkan untuk
memberikan wadah bagi keterlibatan pesantren dalam aktifitas ekonomi
khususnya budi daya ayam potong di wilayah Ponorogo. Usaha berawal dari ide

KH.Abdurrahman Wahid ketika berkunjung ke Ponorogo pada tahun 1996 untuk

% Sorogan adalah pengajian yang merupakan permintaan dari seorang atau beberapa orang
santri kepada kiai untuk diajari kitab tertentu. Pengajian sorogan biasanya hanya diberikan kepada
santri-santri yang cukup maju. Lihat Ibid, Bilik-Bilik ... ... | wiv

*7 Yaitu dengan penanaman 5000 batang pohon sengon di atas tanah seluas 262 Ha. Dan biaya
untuk proyek im sepenuhnya ditanggung oleh investor yang berhasil digandeng oleh pesantren.
Dikutip dani buku al-Ukhuwwah Memory Kelas VI Madrasah Ihtidiiyyah Miftahul Huda Jenes
Ponorogeo, Jatim Periode 1997/1998, hal. 23-26
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menjadikan Ponorogo sebagai sentral ayam potong dengan pesantren scbagai
pelaksananya.

Untuk merealisasikan ide tersebut pesantren memperoleh modal dari Bank
Dagang Negara Yogyakarta untuk biaya operasional 800 kandang dan satu rumah
potong ayam. Dari rencana ini pada kenyataannya hanya terealisasi 13 (tiga belas)
kandang dengan alasan belum adanya kesiapan Sumber Daya Insani yang akan
mengelolanya. Dalam perjalanannya usaha 1ni mengalami perkembangan yang
cukup pesat, sehingga sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk didirikan koperasi
berbadan hukum sebagai media perantara antara pihak pemodal dan pengelola
(petemak)gs.

Kemudian tepatnya pada han Senen tanggal 4 Agustus 1997 di pondok
pesantren Hudatul Muna diselenggarakan rapat pembentukan koperasi yang
dihadiri oleh para pendiri, calon anggota koperasi dan petugas Kantor
Departernen Koperasi Ponorogo. Untuk menindak lanjuti keputusan rapat
pembentukan koperasi, pengurus yang telah terpilih bersama pendiri memproses
koperasi yang baru terbentuk untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah
sebagal Badan hukum. Maka terbitlah surat keputusan pendirian koperasi dari
Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur No.

56 1/BH/K WK/13/XXX/1997, tanggal | Sepetember 1997 ”°.

*® Wawancara dengan Bapak Mahendra Sumono pada tanggal 15 Januart 2002, di Ponorogo.

” Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Kopontren Al-Muslim tahun buku 1989-1999.
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Pada awalnya keanggotaan kopontren ini hanya untuk peternak yang tidak
fain adalah pihak pengelola budi daya ayam potong yang dikembangkan oleh
kopontren. Dalam perkembangan selanjutnya keanggotaan kopontren tidak hanya
peternak saja, bahkan juga melibatkan kalangan non peternak. Dari segi kuantitas
Juga mengalami kenaikan hingga mencapai 73 (tujuh puluh tiga) peternak. Dan
yang dapat diterima sebagai anggota kopontren ini adalah Warga Negara
Republik [ndonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut -

a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melalukan tindakan hukum (dewasa
dan tidak perwalian);

b. Mata ﬁencahan’an - Guru atau Ustadz, Pengurus Yayasan, Santri, Keluarga
pendin dan anggota masyarakat;

c. Telah menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melunasi simpanan
pokok;

d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku',

Sedangkan unit usaha yang dikembangkan selain budi daya ayam potong
di sana ada juga usaha simpan pinjam, unit perdagangan ayam dan unit pertokcan
untuk kebutuhan obat-obatan dan peralatan peternakan ayam.

Dalam rangka mendukung keberhasilan usaha-usaha tersebut diangkatiah
pengurus, pengawas dan karyawan kopontren, yang susunan pengurusnya sebagai

berikut :

' Anggaran Dasar Koperasi pondok Pesantren Al-Muslim , Pasal 5.
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Ketua I : H. Suratno Marzuki,SH.M.Hum
Ketua 1 : Ir. Mahendra Sumono
Sekretans I - M.Muslih Albaroni

Sekretaris I : Drs. M. Junaidi

Bendahara - H. Wahyudi

Dan sebagai pengawasnya adalah :

|. KH.Masduqi Thoyyib

2. H.A. Cholig Ridwan

Karyawan berjumlah 4 (empat) personil yaitu :
I. Dra.Wahidah Zulaihah

2. Rofiq Sa’adah

Eva Kumia

(VB ]

4. Sni Nurita.

Sedangkan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban dalam mengelola
manajemen, maka buku-buku yang dimiliki oleh kopontren meliputi bidang
administrasi organisasi : Buku organisasi koperasi, buku anggota, buku pengurus,
buku pengawas dan buku notulen rapat serta administrasi keuangan berupa

catatan keuangan, buku jurnal, buku kas, buku besar dan buku pelengkapm'.

191 Dikutip dari Progres Report Pengurus dan Pengawas kopontren Al-Muslim tahun buku
2000, hal. 2-3
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B. POLA PEMBIAYAAN
Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang terlahir dan pondok pesantren,
kopontren Al-Musiim senantiasa tetap konsisten dengan nilai-nilai sosial ekonomi
da’wah Islamiyah dalam unit usaha yang dikembangkannya, termasuk salah
satunya budi daya ayam pedaging. Sehubungan dengan usaha ini, kopontren
memiliki pola pembiayaan kepada anggotanya dengan pencrapan prinsip
mudarabal dalam operasionalnya. Ada dua pola yang saat ini dijalankan oleh
kopontren dalam penyaluran pembiayaan kepada anggotanya, yaitu
a. Pola investasi'™.
Pembiayaan investasi diberikan kepada para naggota untuk keperluan
investasi guna pembangunan kandang dan budi daya ayam pedaging. Modal
pembiayaan ini, Kopontren memperoleh dari Bantuan Presiden yang sifainya
sebagai pinjaman tanpa bunga sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah). 'Di samping itu kopontren juga memperoleh modal dan bank
konvensional Bank Dagang Negara Yogyakarta yang sifatnya merupakan
pinjaman lunak yang berbunga. Modal ini kemudian disalurkan kepada para
peternak guna keperluan pembangunan kandang, yang mana masing-masing
kandang memperoleh dana Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan
kapasitas kurang lebih 5000 ekor ayam. Untuk hal ini peternak menyediakan

lahan dan pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing

'“? Disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Mahendra Sumono ketua 1l kopontren Al-
Muslim, 15 Januari dan 11 Pebruari 2002 dan bapak Nurhadi, anggota kopontren Al-Muslim, 15
Januari 2002, di Ponorogo.




56

Mengingat pinjaman modal banpres itu tanpa bunga para peternak yang
mendapatkan pembiayaan dari modal, yang jumlahnya 30 (tiga puluh )
personil tidak disyaratkan untuk memberikan jaminan apapun melainkan
hanya sebatas faktor kepercayaan dan nama baik yang dijadikan jaminan.
Meskipun demikian kepada para peternak tetap dibebani fee kepada kopontren
sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), memberikan 4%
tiap tahun,

Sedangkan para peternak yang memperoleh pembiayaan dari bank
konvensional, dibebani bunga 12% tiap tahun dan diharuskan memberikan
jaminan pinjaman berupa sertifikat kepada pihak bank yang bersngkutan.
Dalam hal pengembalian modal, kopontren menetapkan kebijakan dengan
sistem angsuran pada tiap kali panen, peternak harus membayar sebesar 40%
dari keuntungan bersih yang diambil dari hasil panennya.

Keuntungan bersih merupakan sejumlah keuntungan yang diperoleh
dari hasil penjualan daging dikurangi biaya operasional pemeliharaan yang
besammya Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap ekor. Biaya operasional ini
dialokasikan untuk biaya penerangan listrik, sekam dan anak kandang
(pemeliharaan ayam). Setelah keuntungan bersih ini diambil 40% untuk
angsuran investasi, petemnak harus membayar 10% dar keuntungan bersih
dikurangi angsuran investasi untuk simpanan wajib 6,5%, zakat sebesar 2,5%

dan 1% untuk ~ fee ~ kepada kopontren atas jasa yang diberikan.
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Adapun jangka waktu pembiayaan investast itu adalah lima tahun,
namun tidak menutup kemungkinan bisa selesai sebelum waktunya jika hasil
panennya baik serta tidak mengalami kerugian.

Jika terjadi kerugian, misalnya dari hasil penjualan daging tidak bisa
menutupl biaya operasional, maka peternak tidak dibebani memberikan
angsuran sebesar 40% dan 10% untuk kopontren ketika panen tiba. Tetapi
pembayaran kewajiban tersebut ditangguhkan pada panen berikutnya.

Contoh : misalnya B mengajukan pembiayaan investasi kepada
kopontren untuk membangun sebuah kandang dalam rangka budi daya ayam
pedaging sebanyak 5.000 ekor. Kopontren menyetujui permohonan tersebut
dengan memberikan pembiayaan investasi dari modal Banpres sebesar Rp
5.000.000.00 dan dalam jangka waktu satu tahun mampu panen sebanyak
enam kali, angsuran yang harus dibayar tiap panen adalah = 40% x hasil

panen — biaya opeerasional

I

40% x Rp 5.000.000,00 — (Rp 300,00 X 5.000 )

40% x Rp 5.000.000,00 - Rp 1.500.000,00

40% x Rp 3.500.000,00

Rp 1.400.000,00

Jadi angsuran pembiayaan investasi yang harus dibayar adalah sebesar Rp
1.400.000,00

Jika ~ fee ~ yang harus dibayar adalah 4% tiap tahun dalam jangka

waktu lima tahun, maka total pembayaran pembiayaan investasi 1tu adalah Rp
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36.000.000,00. Dengan angsuran sebesar Rp 1.400.000,00 tiap panen, maka
dalam jangka waktu 4 tahun 4 bulan atau 26 kali panen, dari B sudah
melunasi pembiayaan investasi yang diterimanya.

b. Pola Modal kerja'm.

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitas (jumlah hasil
produksi) maupun secara kualitas (peningkatan atas mutu) hasil panen.

Kopontren membantu memenuhi seluruh kebutuhan dari modal
kerja tersebut dengan menjalin hubungan kerjasama dengan PT Nusantara
Unggas Jaya sebagai penyandang dana, sedangkan kopontren sebagai
penglelola menyalurkannya kepada peternak sebagal pemelihara ayam
pedaging.

PT. Nusantara Unggas Java (selanjutnya disebut NUJ), adalah
sebuah Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta melalut kantor
cabangnya di Surabaya yang aktivitasnya usaha dalam penyediaan atau
penjualan sarana produksi peternakan antara lain berupa DOC (bibit
ayam), pakan ternak, obat-obatan, vitamin, vaksin serta peralatan
peternakan. Dalam hal ini NUJ bekerjasama dengan paru peternak dalam
hal budi daya ayam pedaging dengan mengorganisasikan dalam

pembiayaan dan penyediaan sarana produksi budidaya ayam pedaging

' Dikutip dari akfe perjanjian PT Nusantara Unggas Jaya dan Peternak Kopontren Al-
Muslim Ponorogo.
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yang akan dibudidayakan oieh para peternak dalam setiap siklus budidaya
berlangsung selama 2 bulan yaitu 35 - 45 hari untuk masa pemeliharaan
(umur) ayam dan sisanya adalah untuk persiapan siklus budidaya
berikutnya. Jadi dalam satu tahun terdapat 6 kali siklus budidaya

Sarana produksi tersebut merupakan pinjaman peternak kepada
NUJ yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan hasil panen
peternak, dengan jalan menyerahkan selurah hasil produksi peternak
berupa ayam pedaging yang hidup dan sehat pada waktu yang telah
disepakati untuk dipasarkan.

Harga penjualan hasil produksi tersebut dijamin oleh suatu harga
dasar yang telah disepakati bersama dan ditanda tangani oleh kedua belah
pihak, yang dituangkan dalam sebuah perjanjian, tanpa dikenakan bunga
berupa apapun..

Selisth dari hasil poduksi yang dibeli oleh NUJ dari peternak serta
kewajiban peternak kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi hak
peternak dan akan dibayarkan secara tunai selambat-lambatnya 10 hari
sehiabis panen secara keseiuruhan.

Atas produksi yang disediakan oleh NUJ, peternak berkewajiban
untuk menyediakan kandang ayam berikut dengan perlengkapannya serta
teﬁaga kerja yang diperlakukan untuk pemeliharaan ayam pedaging dan
senantiasa meningkatkan mutu produksi sesuai syarat-syarat teknis

pemeliharaan yang memadai menurut kesepakatan kedua belah pihak,.
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Dalam hal ini pihak NUJ berhak untuk memberikan teknologi, pelayanan
serta bimbingan teknis budidaya ayam pedaging guna peningkatan dan
pengembangan usaha peternak.

Dengan diserahkannya seluruh hasil produksi peternak kepada
pihak NUJ untuk dipasarkan, peternak berhak atas keuntungan dari
penjualan hasil panen setelah dikurangi tangung jawab peternak kepada
pihak NUJ dengan cara memotong hasil panen sejumlah kewajiban
peternak kepada NUJ.

Apabila terjadi kegagalan panen baik yang disebabkan
berjangkitnya wabah penyakit atau karena sebab lain misalnya kelalaian,
keteledoran atau kesalahan peternak maka kerugian yang ttmbul serta
pengembalian sarana produksi peternakan menjadi tanggungjawab
sepenuhnya dari peternak.

Jika kerugian terjadi dua kali periode pemeliharaan, peternak
mendapatkan sanksi dengan diberhentikannya pemberian sarana produksi
oleh pihak NUJ selama satu kali periode.

Tetapi jika kegagalan tersebut bukan karena sebab di atas, maka
kerugian yang timbul ditanggung oleh pthak NUJ dengan membebaskan
peternak dari  kewajiban untuk mengembalikan sarana produksi
kepadanya.

Untuk menjamin lebih jauh bahwa peternak akan memenuhi semua

kewajibannya kepada pihak NUJ berdasarkan perjanjian yang telah
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disepakati, maka petemnak disyaratkan untuk memberikan jaminan berupa
benda tetap (tanah) dengan menyerahkan sertifikatnya tanpa dimlal
harganya.

Pembayaran hasil panen oleh NUJ kepada rekening pribadi
petemmak dilakukan secara tunai melalui bank yang disepakati bersama
yaitu di Bank BNI 46 cabang Ponorogo, dengan ketentuan bahwa
peternak tidak bisa mengambil sendin tanpa diwakili oleh pihak
kopontren atas nama peternak yang bersangkutan. Kemudian kopontren
mencantumkan jumlah hasil panen dalam Daftar Pendapatan Untuk
Peternak (DPUP), yaitu jumlah bagi hasil untuk peternak yang berasal
dan penjualan hasil produksi daging dikurangi pembayaran sarana
produksi yang diberikan oleh NUJ.

Jadi penerimaan bersih bagi peternak merupakan pendapatain dai
NUJ dikurangi kewajiban yang harus dibayar untuk pembiayaan investas
dan kewajiban pada kopontren. '™

Jika peternak ingin mengambilnya, peternak datang ke kopontren
dengan lebih dahulu membayar kewajibannya antara lain angsuran
pembiayaan investasi sebesar 40% dan 10% simpanan wajib, zakat dun

fee koperusi.

'"“ Wawancara dengan bapak Mahendra Sumono keiua !I dan Tbu Sri Nurita, karyawati
kopontren Al-Muslim Ponaorogo, tanggal 15 Januar 2002, di Kantor Kopontren Al-Mustim Ponorogo



Adapun tahapan menghitungnya adalah'®:

(DPUP dant NUJ - biaya operasional) — (40% x DPUP dari
NUJ — biaya operasional) — [40% x DPUP dari NUJ - biaya
operasional)].

Hasil perhitungan ini merupakan pendapatan bersih peternak
dikurangi dengan biaya operasional untuk tenaga pemeliharaan (anak
kandang) dan penerangan sebesar Rp 300,00 untuk tiap ekor. Mengingat
biaya operasional ini ditanggung oleh peternak, maka biaya tersebut
dikembalikan lagi kepada peternak.

Contoh : misalnya B mengajukan pembiayaan modal kerja kepada
kopontren untuk budidaya ayam pedaging sebanyak 5000 ekor. Pihak
kopontren menyetujui pembiayaan tersecbut dan bekerjasama dengan PT
NUJ untuk keperluan penyediaan sarana produksi bagi budidaya ayam
pedaging yang dikembangkan oleh B. Jika dipergunakan untuk
pembangunan kandang, Maka B mendapatkan pembiayaan invenstasi
yang harus diangsur sebanyak 40% dar keuntungan bersih pada waktu
panen, dan dart penerimaan pendapatan bersth untuk B setiap panen
adalah ;

* Biaya sarana produksi yang diberikah pihak PT NUJ untuk 5000 ekor
ayam senilai Rp 40.000.000,00

* Hasil penjualan daging ketika panen adalah Rp 45.000.000,00

'* Wawancara dengan ibu Kurnia, karyawati kopontren Al-Muslim Ponorogo tanggal 1

Maret 2002,



* Keuntungan untuk peternak adalah Rp 5.000.000,00
Jika DPUP dari NUJ Rp 5.000.000,00 dan biaya operasional untuk

pemeliharaan 5000 ekor ayam adalah Rp 300,00 x 5000 sama dengan Rp
1.500.000,00 maka penerimaan bersth untuk B adalah :
Langkah [ : DPUP dari NUJ — biaya operasional
= Rp 5.000.000,00 — Rp 1.500.000,00 = Rp 3.500.000,00
Langkah II : Langkah I — (40% x langkah [) atau (DPUP dari NUJ — biaya
operasioan!) — (40% x DPUP dari NUJ — biaya operasional).

= Rp 3.500.060,00 — (40% x Rp 3.500.000,00)

= Rp 3.500.000,00 — Rp 1.400.000,00

= Rp 2.100.000,00
Langkah III : Langkah 11 — ( 10% x langkah II) atau (DPUP dari NUJ —
biaya operasional) — (40% x DPUP dari NUJ — biaya operasional) — [10%
x (DPUP dani NUJ - biaya operasional) = (40% x DPUP dari NUJ - biaya

operasional)}.

I

Rp 2.100.000,00 — (10% x Rp 2.100.000,00)

Rp 2.100.000,00 — Rp 210.000,00

= Rp 1.890.000 ,00

Langkah ke [V : Langkah III + biaya operasional
= Rp 1.890.000,00 + Rp 1.500.000,00

= Rp 3.390.000,00
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Jadi penerimaan bersih Bagi B untuk satu periode budidaya adalah
Rp 3.390.000,00. Jika dalam satu tahun terjadi 6 kah skius budidya, maka

keuntungan bersih yang dirathnya adalah Rp 20.340.000,00.

C. KENYATAAN TENTANG PRINSIP MUDARABAH DI KOPONTREN Al-
MUSLIM',

Pelaksanann  prinsip  mudaraban, dalam  penyaiuran  pembiayaannya
berkaiian Jengan aspek permodalan dan poia pembiayaan investasi. Pada awal
berdirinya, kopontren teiah mendapat kepercayaan dan pemerintah  untuk
menyalurkan pembiayaan investasi melalui dana bantuan presiden sebanyak Rp
3.000,000.000.,00 yang bersifat sebagai pinjaman tanpa bunga.

Namun demikian pada kenyataannya diketemukan bahwa dana tersebut
belum bisa dicairkan secara keseluruhan kepada kopontren melalui pemerintah
daerah tingkat I Jawa Timur. Dari 3 (tiga) milyar rupiah yang diberikan,
kopontren telah menerima [(satu) milyar rupiah, seaangkan sisanya yang 2 (dua)
milyar ternyata harus harus berhenti di pemerintah deerah sampai sekarang.

Masalah pencairan dana lebih lanjut menjadi bertambah sulit ketika tahun
2000, KH. Masduqi Thoyyib pimpinan pondok pesantren Hudatul Muna
wafat. Untuk mengatasi kenyataan tersebut para pengurus kopontren mengambil

langkah dengan membuat persyaratan bagi para calon peternak yang ingin

'% Disusun berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahendra Sumono, Ketua 11 dan
bapak Mujito Yunus, amggota kopontren Al-Muslim, tanggal 4 Pebruari 2002 di Kantor Kopontren
Al-Muslim Ponorogo.
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membadapatkan pembiayaan modal kerja agar membangun kandang sendiri
secara perorangan ataupun kelompok. Kebijakan ini temyata tidak membuat surut
bagi para peternak untuk menjadi anggota kopontren, terbukti bahwa sampai saat
ini (awal tahun 2002) kandang yang telah berdiri mencapai 90 buah.

Kenyataan lainnya yang diketemukan adalah dalam hal pembiayaan modal
kerja. Pihak NUJ selaku penyedia sarana modal kerja kadang-kadang dalam
memberikan sarana produksi peternakan dan pengambilan ayam yang sudah siap
dipanen tidak sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Hal ini berpengaruh
pada maju mundumnya siklus budidaya ayam pedaging itu sendiri. Sehingga target
dalam satu tahun biasanya terjadi 6 (enam) kali panen, bisa menjadi panen 5
(lima) kali saja.

Untuk mengatasi kenyataan tersebut pihak kopontren memberikan teguran
kepada pthak NUJ dengan harapan tidak terulang pada sikius berikutnya, dan
kopontren mengambil kebijakan dengan meningkatkan jaringan usaha dalam
pembiayaan modal kerja dengan menggandeng PT Sierad Produce Sidoarjo Jawa
Timur yang pada prinsipnya mempunyai kotrak perjanjian kerjasama yang tidak

jauh berbeda dengan PT Nusantara Unggas Jaya..



BAB IV
PELAKSANAAN PRINSIP MUDARABAH PADA BANK SYARI’AH

PT. BPR SYARI'AH AL-MABRUR PONOROGO.

Bab ini merupakan laporan dan hasil penelitian pembahasan prinsip
muddrabah yang dilaksanakan oleh lembaga Bank Syari’ah PT BPR Syari’ah Al-
Mabrur Babadan Ponorogo, meliputi tinjauan uirum dengan tujuan untuk
memperoleh gambaran yang utuh, kemudian penelitian dilanjutkan tentang prinsip
mudarabuh, pola pembiayaan kepada nasabah dan kenyataan yang ada pada

pelaksanaan prinsip mudarabah di lembaga tersebut.

A. TINJAUAN UMUM BPR SYARI'AH AL-MABRUR

Dengan dikeluarkannya UU No.1 tahun 1992 yang disempurnakan dengan
UU.No. 10 tahun 1998, terbuka peluang untuk mendirikan lembaga keuangan
syari’ah yang dibarapkan menjadi lembaga altemmatif bagi umat Islam untuk
mengurus bisnisnya secara Islami sesuai syari’ah yang berlandaskan A/-Quran
dan Al-Hadls.

Peluang imi kemudian dimanfaatkan oleh para anggota [PHI (Ikatan
Persaudaraan Haji Indonesia) dengan berinisiatif untuk mendirikan lembaga
keuangan syari’ah di Ponorogo. Munculnya gagasan ini berawal dan pemikiran
anggota IPHI yang mayoritas menjadi pemegang saham BPR Syari’ah Al-Mabrur

untuk membantu perekonomian pengusaha muslim khususnya umat Islam pada

66
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umumnya dengan memperdayakan potensi sumber daya secara maksimal yang
selama ini belum termanfaatkan dalam suatu wadah yang sejalan dengan sistem
ekonomi Islam.

Ide lain yang melatarbelakangi pendirian lembaga keuangan ini adalah
adanya sikap penolakan dan keragu-raguan sebagian masyarakat di Ponorogo
terhadap sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.

Dengan berbagai alasan ini [PHI berusaha dengan sekuat tenaga untuk
mewujudkan lembaga keuangan syari’ah di Ponorogo dengan beberapa proses
perizinan kepada Deputi Gubernur BI. UU.No.1/14/DDG/UBPR/Rahasia pada
tanggal 31 Agustus 1999.

Pada tanggal 10 Nopember 2000, Deputi Gubernur Senior BI, telah
mengeluarkan surat izin usaha No.2/27/KEP.DGS/2000 dan juga mendapatkan
rekomendasi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang diberikan oleh Majlis Ulama
Indonesia (MUTI) pada tanggal 27 September 2000 M./ 28 Jumadil Akhir 1421 H.
No.U-249/DSN-MUIX/2000.

Setelah mendapatkan izin tersebut, pada han selasa tanggal 19 Desember
2000, lembaga keuangan syari’ah di Ponorogo diresmikan dengan nama BPRS
Al-Mabrur dengan nomor B.28/SET/12/2000 tanggal 17 Desember 2000 dan
mulai beroperasi secara efektif tanggal 2 Januari 2001 lokasi kantor di jalan
Sukamno Hatta no. 317 Ponorogo dengan laporan operasional ke Bl cabang Kediri
melalui surat nomor B.31/SET/I/2001 yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2001

dengan dilengkapi neraca awal per 2 Januari 2001 dan daftar inventaris kantor



68

PT.BPRS Al-Mabrur Ponorogo'”’. Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-[7781]

RT.01.01/2000 tanggal 15 Agustus 2000 memutuskan, menetapkan

PERTAMA : Membenkan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : PT
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI’AH AL-MABRUR
Babadan Ponorogo, NPWP :1.911.110.3-621 berkedudukan di
Ponorogo sesuai dengan Data Akte Pendinan Perseroan tanggal 10
Juni 2000 yang dibuat oleh Notaris HARTAT!I HADIWIJAYA,
SH. Berkedudukan di Ponorogo.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik

Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan di
Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2000.

Sebagai bank syari’ah pertama di ponorogo, BPRS mengemban misi
untuk berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, terutama pengusaha
mushim Ponorogo melalui pengembangan {embaga keuangan syari’ah dengan
memberikan keuntungan yang wajar bagi pemegang saham, pertumbuhan
perusahaan yang optimal, kontribusi yang positif kepada umat Islam dan
meningkatkan mutu kehidupan bekerja. Adapun visi yang dikembangkan adalah
sehat diukur dari hukum syari’ah, profituble, saham diminati dan jaringan kerja

yang luas. Dalam rangka memberikan layanan jasa perbankan sesuai dengan

17 Arsip PT BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo tentang kelembagaan, hal 2-3
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misi dan visi yang dikembangkan, BPRS Al-Mabrur mengangkat kepengurusan

organisasi dan personalia sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Personalia PT.BPRS Al-Mabrur Poronogoe

RUPS
DEWAN KOMISARIS
DEWAN PENGAWAS
SYARI'AH
Drs. KH. MAKSUM YUSUF EI{ SUHLRM\EJSJ% 1o
KH. AHMAD DARDIRI H. AMIRUDDIN. S.H
KH. FACHRURADJI TANTOWI '
DIREKSI

DIREKTUR UTAMA DIREKTUR

SUNADJL, B.Sc UMAR HARTONI, Be Hk
BAGIAN UMUM DI BAGIAN BAGIAN
MARKETING OPERASIONAL
RANGKAP DIRUT DIRANGKAP DIRANGKAP DIRUT
DIREKTUR
{
TATA USAHA PEMBIAYAAN KASIR
NURUL MA’RUFAH, SE
ANALISA /
RTP PENGAWASAN PENGARAH DANA
ELMA NURHAMIDAH, PEMIBIAAAN TRISNO
S.Ag
PEMBUKUAN
PEMBIAYAAN BETY UMI SAYEKTI
KEAMANAN NASABAH DAN
TOEMILAN PENYELENGGARAAN PELAYAN NASABAH
PEMBIAYAAN ALFAN HERU, S. Scs
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Sebagai sebuah lembaga keuangan syari’ah, BPRS Al-Mabrur dalam

operasionalnya menerapkan sistem kerja sesuai dengan syari’ah yaitu'® :

1.

Prinsip Bagi Hasil

Kepada pemilik dana yang menyimpan uangnya di Bank setiap bulannya
akan diberikan hasil keuntungan dengan nisbah atau pembagian sesuai
kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Besarnya nominal bagi hasil
yang ditenma nasabah pada setiap bulannya akan berubah-ubah sesuai
keuntungan yang diterima oleh bank. Prinsip bagi hasil ini diterapkan dalam
mudarabah dan musydarakah.

Prinsip Jual Belt

Pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan akad
jual beli, sehingga tidak akan terpengaruh oleh kondisi ekonomi, kenaikan
suku bunga maupun kenaikan harga barang atau inflasi. Prinsip jual bel ini
diterapkan dalam mudarabah, ijdarah, istisna’ dan salam.

Prinsip Pelayanan

Pelayanan yang Islami disertai kemudahan, kecepatan, aman dan benar.
Dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan setoran maupun penartkan tabungan
dilayani ke tempat nasabah. Pelayanan informasi saldo tabungan maupun
pembiayaan atau kredit dapat dilakukan lewat telepon.

Sedangkan produk yang ditawarkan terdiri dari dua macam yaitu produk

simpanan dan pembiayaan'®”. Produk simpanan itu sendiri terdiri dari :

'% Dikutip dani Profil PT Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo.
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a. Deposito muddrabah
Yaitu simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah
jatuh tempo yang disepakati oleh nasabah dan bank. Adapun jangka
waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan, dengan nisbah
bagi hasil dapat dibayarkan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo.
b. Tabungan Mudarabah
Jenis tabungan ini diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan nisbah
bagi hasil sesuai kesepakatan misalnya 50% : 50% dan dana dapat diambil
sctiap saat sesual dengan ketentuan.
c. Wadi'ah
Yaitu suatu titipan nasabah kepada bank yang dapat diambil sesual
ketentuan dan kepada nasabah tidak diberikan nisbah. Hanya saja pada
setiap akhir tahun diberikan bonus atau hadiah.
Simpanan wadi’ah ini terdirt dan beberapa jenis, yaitu
1). Tabungan Qurban
Merupakan tabungan bagi umat Islam dalam mempersiapkan diri
menunaikan Ibadah Qurban. Dalam hal ini bank bersedia menyediakan
hewan qurban dan menyalurkannya kepada mustahiq (yang berhak
menerimanya).

2). Tabungan Haji

% Dikutip dari buku prinsip Pelayanan Pembiayaan BPRS dan Profil PT BPRS Al-
Mabrur Ponorogo.
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Merupakan tabungan bagi ummat Islam dalam mempersiapkan diri
menunaikan niat suci untuk beribadah haji. Penarikan tabungan tni hanya
dapat dilakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji.

3). Tabungan Inshada
Merupakan dana dari umat yang berniat memberikan infaq dan amal
sadaqah. Dana akan disalurkan untuk pembiayaan al-gard al-hasan atau
kepada faqir miskin dan yatim piatu.

4), Hibah
Yaitu dana pemberian dari masyarakat kepada pihak bank yang disalurkan
untuk pembiayaan af-gard al-hasan yang bersifat kebajikan dan tidak
memperoleh nisbah.

Adapun produk pembiayaan terdiri dari :

a. Pembiayaan Mudarabah Modal
Dalam hal 1 bank membiayai proyek nasabah dengan menyediakan
modal keseluruhan kemudian nasabah sebagai pengelola proyek
sepenuhnya. Pembiayaan ini dengan akad bagi hasil dan bila terjadi
kerugian akan ditanggung oleh bank secara keseluruhan, kecuali apabila
hal itu disebabkan oleh kelalaian nasabah. Bank di sini hanya bertindak
sebagal pengawas.

b. Pembiayaan mudarabah Jual beli
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli di mana

bank membelikan barang-barang pesanan nasabah dengan harga tertentu
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kepada suplier secara tunai. Kemudian nasabah membayar harga beli
tersebut dengan sistem angsuran sesuai dengan harga beli bank ditambah
margin dar nasabah.

c. Pembiayaan Bai’ Bi'saman Ajil (BBA)
Bank membiayai pembelian aset dan menjual kembali dengan haryga
sebesar harga pokok ditambah ‘batas keuntungan dengan sistem
pembayaran diangsur. Adapun obyek barang adalah barang produkst yang
jangka pembayarannya maksimal 3 tahun.

d. Pembtiayaan a/-qard al-hasan
Jenis pembiayaan ini untuk tujuan membantu pedagang kecil yang kurang
mampu bersifat sosial atau kewajiban, Nasabah tidak diwajibkan untuk
memberi tambahan pembayaran (margin) karena yang dibayarkan kembali

hanya pokoknya saja. Tetapi kepada nasabah dibebani biaya administrasi.

B. POLA PEMBIAYAAN
Sebagaimana layaknya bank, maka BPR Syari’ah juga memiliki poduk
yang berupa penghimpunan dana dan masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk
pembiayaan.
Berdasarkan pasal 3 Akte Pendirian PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo, PT
ini didirikan dengan maksud dan tujuan menjalankan usaha Bank Perkreditan
Rakyat yang semata-mata beroperasi dengan sistem bagi hasil baik terhadap

debitur maupun kreditur berdasarkan syari’ah.
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Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BPRS Al-Mabrur dapat
melaksanakan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dalam bentuk tabungan
dan deposito serta penyeluran dana dalam bentuk pembiayaan.

Dari sisi penghimpunan dana, BPRS Al-Mabrur menerapkan prinsip
muddrabah dalam produk deposito dan tabungan mudarabah (TABAH).
Sedangkan dari sisi pembiayaan, muddrabah diterapkan dalam pembiayaan ritail
dan pembiayaan mudarabah.

1. Prosedur Operasional Pembiayaan
Pada prinsipnya pola operasional pembiayaan ritail dan muddrabah
adalah sama. Perbedaan yang mendasar adalah -

a. Bahwa pembiayaan ritail untuk tujuan penambahan modal bagi usaha dan
pedagang kecil, sehingga jumlah maksimal pembayaran yang diberikan
adalah Rp 2:000.000,00. Dan pembayaran dilakukan secara harian atau
mingguan.

b. Dalam pembiayaan muddrabah, bank bertindak sebagai pemilik modal
yang menyediakan 100% modal dan nasabah (pengusaha) menyediakan
100% tenaga dan skill dengan nisbah atau presentasi keuntungan dibagi
berdasarkan kesepakatan pada saat akan realisasi pembiayaan. Bila terjadi
resiko bank kehilangan modal dan nasabah kehilangan manajemen dan

tenaga''’. Selama kurun waktu satu tahun pertama, BPRS Al-Mabrur telah

" Wawancara dengan bapak Sunadji, Direktur PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo, tanggal 10
Maret 2002 di Kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo.
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menyalurkan modal untuk pembiayaan muddrabah bagi sektor
perdagangan, jasa pertanian, peternakan dan lain-lain.
Secara umum prosedur operasional pembiayaan muddrabah dibagl

dalam tiga tahap yaitu''":

Tahap pendaftaran

a. Calon nasabah menghubungi petugas bank pada har atau jam kerja untuk
mendaftar dan diadakan wawancara pendahuluan secara singkat. Bila
kesimpulannya layak untuk dilayani maka didaftar dalam SKKP.

b. Calon nasabah wmengisi formulir pendaftaran (Surat Keterangan
Permohonan Pembiayaan) atau minta bantuan petugas bank.

¢. Formulir tersebut terdiri dari data permohonan (nama pemohon, nama istri
atan suami, alamat, nomor telepon, pekerjaan, nama dan alamat penjamin
dan hubungan dengan penjamin) dan data permohonan pembiayaan
(jumlah yang diminta, jangka waktu, tujuan pembiayaan status nasabah ~
lama atau baru ~ dan jaminan). Selain itu formulir juga dilengkapi dengan
foto copy KTP, Surat Nikah (bagi yang terikat perkawinan), Kartu
keluarga, Prijinan Pendukung Usaha (SIUP,TDP,NPWP), bukti jaminan

dan perincian gaji pegawai yang berpenghasilan tetap.

"' Dikutip dari Kumpulan Arsip PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo tentang Tatacara
Penyelesaian Permohonan Pembiayaan No. B/71/OPS/II, hal. 81-82 dan Sistem Prosedur dan
Analisa Pembiayaan No. B/OPS/3/2001.



76

Tahap Proses

a. Formulir pendaftaran tersebut dimasukkan dalam Register untuk
mendapatkan nomor urut dan selanjutnya diajukan kepada direksi untuk
mendapatkan disposisi direksi apakah perlu diberikan AQO (petugas
lapangan) untuk diperiksa di lapangan apakah ditolak.

b. Selanjutnya formulir pendaftaran diserahkan kepada AO atau petugas
lapangan untuk diadakan pemeriksaan on the spor baik atas usahanya,
keadaan jaminan maupun penentuan bagi hasil atau nisbah

c. AO mengadakan analisa yang meliputi charakter (dari calon debitur),
capasity (usaha), capital (permodalan), condition (keadaan uszha dan
prospeknya) dan collateral (jaminan) pokok dan tambahan. Kelima ¢ pada
point ¢ ini saling mendukung satu sama lain di samping adanya
kesepakatan atas presentasi pembagian bagi hasil atau nisbah. Khusus
untuk collateral (Jjaminan) nilai hkuiditasnya minimal 120% dari jumlah
pembiayaan.'’? Dan pembagian bagi hasil atau nisbah yang akan
diserahkan kepada bank sesuai kesepakatan.

d. Bentuk-bentuk untuk menampung kebutuhan tersebut dituangkan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat data tentang nama dan alamat
pemohon, bidang usaha, riwayat pembiayaan, jumlah yang diminta,

penggunaan dana, latar belakang pendidikan, pengalaman berusaha,

Y2 Kumpulan Arsip BPRS Al-Mabrur Ponorogo tentang Agunan Pembiayaan, No.
B/72/0OPS/111/2001, hal. 94-95.
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pengelolaan usaha (character, management, pembelian, penjualan dan

persaingan), pemeriksaan on the spot dan hasil pemeriksaan atau analisa.

Bilamana memenuhi persyaratan secara teknis, AO membuat usuvlan

kepada direksi atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan

keputusan. Usulan tersebut dituangkan dalam lembar usul pemeriksa yang

memuat data tentang besar dan tujuan pembiayaan, jangka waktu

pembayaran kembali pokok (perminggu atau bulan, nisbah bagi hasil,

jumlah angsuran), syarat-syarat pembiayaan (biaya administrasi provisi

dan komisi, biaya asuransi jiwa, biaya legitimasi, bukti pemilikan,

jaminan yang ditahan di bank), nilai jaminan, pengikatan jaminan dan

lain-lain (peminjam, legalisasi notaris dan membuka rekening tabungan).

Bigya administrasi yang akan dibebankan kepada debitur adalah :

= Pembiayaain sampai dengan Rp 1.000.000,00 adalah Rp 10.000,00

= Pembiayaan Rp 1.000.000,00 - Rp  3.000.000,00 sebesar
Rp 15.000,00

= Pembiayaan Rp 3.000.00000 - Rp 35.000.000.00 sebesar
Rp 25.000,00

= Pembiayaan Rp 5.000.000,00 — Rp 10.000.000,00 sebesar
Rp 50.000,00

= Pembiayaan di atas Rp 10.000,00 adalah Rp 60.000,00

Dan untuk provisi atau komisi adalah ;
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¢ Untuk pembiayaan berjangka sampai dengan 6 bulan adalah 0,5% dari
pembiayaan yang diberikan.
¢ Untuk pembiayaan berjangka waktu di atas 6 bulan adalah 1% dari
pembiayaan yang diberikan.
Dari jumlah ini diberikan batas maksimal biaya provisi yaitu
Rp 200.000,00 dan diberikan biaya minimal sebesar Rp 5.000,00,
Sedangkan keputusan direksi atau pejabat yang berwenang dituangkan
dalam putusan pembiayaan yang memuat data tentang persetujuan jumlah
pembiayaan yang diberikan, rencana penggunaan, jangka waktu, angsuran
pokok, nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, syarat-syarat tambahan selain usul
AQO. Kewenangan untuk memutuskan permintaan pembiayaan didasarkan
pada jumiah pembiayaan yang akan disetujui, dengan klasifikasi sebagai
berikut'":
= Jumlah pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000,00 minimum pejabat
yang harus ada adalah AQ dengan direktur;

= Jumlah Rp 1.000.000,00 — Rp 25.000.000,00 adalah direktur dengan
direktur utama;

< Rp 25.000.000,00 — Rp 50.000.000,00 adalah direktur utama dan
komisaris;

= Di atas Rp 50.000.000,00 adalah direktur utama dan komisaris utama.

" Kumpulan Arsip BPRS Al-Mabrur tentang Surar Keputusan Komisaris PT BPRS Al-

Mabrur Ponoroge mengenai Kewenangan Memutus Permintaan Pembiayaan (KMPP),
No Kep.:01/KEP7KMPP/X1/2000, hal. 92-93.
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Keputusan pembiayaan tersebut ada keungkinan distujui, ditolak,
dikurangi jumlahnya atau dirubah jadwal pembayarannya.

Tahap realisasi

Atas dasar keputusan pejabat yang berwenang tersebut petugas
administrasi pembiayaan mempersiapkan keputusannya tersebut uituk
persiapan realisasi termasuk  membuat  surat pemberitahuan  putusan
pembiayaan kepada calon debitur, yang dituangkan dalam lembar Akad

Mudarabah yang memuat tentang nama dan alamat debitur, tujuan

penggunaan, jangka waktu, nisbah bagi hasil, jumlah dan sistem angsuran.

a. Dcbilur menandatangani surat perjanjian pembiayuun Mudarabah berikut
penyerahan dan pengikatan jaminan yang selanjutnya dibawa ke notaris
yang ditunjuk untuk dilegalisir.

b. Bukti penerimaan dan kartu-kartu nasabah batk pembiayaan maupun
simpanan diserahkan kepada fe//er untuk direalisir

¢. Selanjutnya berkas pembiayaan disusun rapt untuk disimpan di arsip
berkas pembiayaan yang disusun forto folio pembiayaan.

2. Cara menghitung Nibah Bagi Hasil Untuk Pemnbiayaan'"

Penentuan nisbah bagl hasil ini ditelapkan berdasarkan kesepakatan

antara calon nasabah dan petugas AO. Dalam hal ini AO menanyakan besar

bagi hasil yang akan diberikan oleh calon nasabah kepada bank setiap

14 Berdasarkan wawancara dengan bapak Sunadji, Direkiur Utama dan bapak Trisno,
Petugas lapangan PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo, tanggal 25 Pebruari 2002 di kantor BPRS Alk-
Mabrur Ponorogo.
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bulannya berdasarkan keuntungan yang dihasilkan calon nasabah dari usaha
yang dikelolanya. Jika besar bagi hasil tersebut telah memenuhi standar yang
ditetapkan bank yaitu minimal tidak kurang dari standar LR {Leanding Rarte)
pada bulan yang bersangkutan, maka telah terjadi kesepakatan nisbah bagi
hasil dari pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Tetapi jika belum
memenuhi  standar LR, AO meminta kepada calon nasabah untuk
menaikkannya. Sehingga terjadilah tawar menawar untuk menghasilkan
sebuah kesepakatan.

Sedangkan besarnya LR itu sendiri berbeda tiap bulannya dengan

berdasarkan pada :

LR=COF+RISK+SPREAD J

COF ~ Cost of Fund (biaya dana yaitu nisbah bagi hasil yang diberikan
kepada para penabung dan deposan)

OHC ~ Overhead Cost (biaya operasional yaitu untuk biaya tenaga kerja,
sewa kantor, pemeliharaan dan perbaikan aktiva, penyusutan aktiva, barang
dan jasa dan lain-lain).

RISK ~ Resiko (biaya penghapusan pembiayaan yang dikeluarkan untuk
melunasi tunggakan pembiayaan)

SPREAD ~ Keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan.

Contoh :
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Dalam rangka mengembangkan usaha percetakan yang dikelolanya,
pada bulan Februari 2002 misalnya A mengajukan pembiayaan kepada BPRS
Al-Mabrur. Berdasarkan analisa yang dilakukan, BPRS Al-Mabrur
menyetujui permohonan pembiayaan dengan prinsip mudarabah sebesar Rp
5.000.000,00 dalam jangka waktu pembiayaan selama 10 bulan. Berdasarkan
Leanding Rate yang ditetapkan oleh : BPRS Al-Mabrur untuk bulan Pebruan
2002 yaitu sebesar 2,1%, maka bagi hasil yang harus diserahkan oleh A ke
BPRS Al-Mabrur tiap bulan adalah minimal sebesar 2,1% dari pembiayaan
yang diberikan, Jadi setiap bulannya atas nama A menyerahkan uang Rp
500.000,00 untuk angsuran pokok pembiayaan dan untuk bagi hasil sebesar
Rp 105.000,00.

3. Prosedur Operasional Simpanan

Produk simpanan yang ditawarkan oleh BPRS Al-Mabrur yang
menggunakan prinsip muddrabah adalah Tabungan Mudarabah (TABAH)
dan Deposito Muddrabah. Dalam hal init BPRS Al-Mabrur bertindak sebagai
muddrib (pengelola modal) dan deposan sebagai sahib al-mal (pemilik
modal). BPRS Al-Mabrur sebagai muddrib akan membagi keuntungan kepada
sahib al-mdl sesuai dengan nisbah (presentasi) yang telah disetujui bersama
antara bank dan nasabah.

Ketentuan umum tabungan mudarabah adalah'” :

'3 Dikutip dari Buku Tabungan Mudarabah (TABAH) BPRS Al-Mabrur Ponorogo.
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a. Setoran pertama nominal Rp 10.000,00 dan setoran bertkutnya minimal
Rp 5.000,00.

b. Tabungan dimasukkan kelompok pasif, apabila saldo minimal kurang dari
Rp 10.000,00 dan selama 6 bulan tidak bermutasi.

¢. Tabungan pasif dikenakan biaya administrasi Rp 2.500,00 setiap semester.

Secara umum prosedur pembukuan tabungan muddrabah adalah''® :

a. Deskman (karyawan pelayanan nasabah) menjelaskan kepada calon
penabung syarat umum tabungan misalnya setoran awal, saldo minimum
jumlah setoran dan lain-lain.

b. Calon penabung menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku.

¢. Deskman melakukan pembukaan nomor rekening tabungan dan membuat
Kartu Tanda tangan yang berisi data tentang nama, alamat, no. KTP,
pekerjaan dan diminta nasabah untuk menandatangani pada tempat yang
tersedia. Kartu diserahkan kepada direksi untuk memperoleh persetujuan
dan selanjutnya disimpan di Bank sebagai arsip.

d. Deskman membuat Kartu Simpanan atas nama penabung yang
bersangkutan untuk disimpan di bank sebagai arsip dan juga membuat
buku tabungan mudarabah {TABAH) yang akan diserahkan kepada
nasabah dan minta kepadanya untuk membubuhkan tandatangan pada

tempat yang ada di buku tabungan.

V¢ Wawancara dengan ibu Elma Nurhamidah, karyawati bagian pelayanan nasbah, tanggal
18 Pebruan 2002 di Kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo
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Deskman meyakinkan bahwa tandatangan penabung tersebut sama dengan

yang tercantum dalam kartu identitas dan kartu contoh tandatangan.

Ketentuan Umum Deposito Muddrabah adalah'"” :

a.

Deposan akan menerima Bilyet Deposito yang akan berfungsi sebagai
perjanjian dan atau tanda terima uang.

Bilyet Deposito tidak dapat dipindah tangankan atas nama orang lain dan
atau badan sebelum habis jangka waktu penyimpanannya.

Pembayaran kembali pokok simpanan deposito dan atau pembayaran
keuntungan dari padanya hanya berlaku bagi penyimpan yang namanya
tercantum dalam bilyet, terkecuali apabila dengan surat kuasa yang sah
dan bermaterai yang cukup.

Pengambilan simpanan pokok deposito hanya dapat dilakukan pada akhir
jangka waktu yang tefah disepakati dengan syarat :

¢ Penyimpan menyerahkan kembali kepada bank, bilyet deposito asli

¢ Menandatangam bukti pencairan pada bilyet deposito asli.

Keuntungan deposito dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal jatuh
temponya.

Jika dalam waktu 14 hari tidak ada pemberitahuan maka deposito ini akan
diperbarui secara otomatis.

Bila deposan meninggal dunia, vang simpanannya akan dibayarkan

kepada ahli warisnya.

""" Dikutip dari Aplikasi Dan Bilyet Deposito Mudidrabah BPRS Al-Mabrur Ponorogo.
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Prosedur pembukuan Deposito Muddrabah sebagai berikut'™® ;

a. Calon deposan menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku.

b. Teller mengisi aplikasi deposito dan meminta calon deposan untuk
menandatangani aplikasi deposito yang memuat data tentang nama,
alamat, valuta, tanggal jatuh tempo, pengambilan keuntungan (diambil
tunai tiap bulan atau saat jatuh tempo), pengambilan pokok ketika jatuh
tempo (diambil tunai atau automatic roil over) dan nisbah bagi hasil.

¢. Lakukan pembukuan nomor rekening dan terakan pada lembar kontrak
yang sesual.

d. Teller menyerahkan aplikasi deposito ini kepada direksi untuk diperiksa
dan disetujui.

e. Nasabah menerima Bilyet Deposito Mudarabah yang merupakan bukti
kontrak deposito

Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudirabah.

Bagi Hasil merupakan hasil keuntungar. yang diberikan oleh BPRS
Al-Mabrur kepada nasabah (pemilik dana) yang menyimpan uangnya di Bank
dengan nisbah atau pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama yang
dituangkan dalam akad pembukaan rekening Besarnya nominal bagi hasii
yang diterima nasabah setiap bulannya akan berubah-ubah sesual keuntungan

yang direrima oleh bank.

" Wawancara dengan ibu Nuru! Ma'rufah, karyawati BPRS bagian teller, 1anggal 18
Pebruani 2002 di kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo.
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Agar perhitungan nisbah yang diberikan oleh BPRS Al-Mabrur kepada
nasabah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dilaksanakan
dengan konsisten, maka ditetapkan pedoman perhitungan sebagai berikut''” -
a. Sumber dana yang diinvestasikan yaitu merupakan dana real yang boleh

dipinjamkan (LF atau Loanable Fund). Sedangkan dana yang tidak boleh
dipinjamkan disimpan sebagai dana likuidasi atau dana cadangan (RR atau

Reserve Requirtmen), sesuat ketentuan :

Dana =LF+ RR

Penemuan LF didasarkan pada kebijakan bank yang bersangkutan,

dalam hal ini BPRS Al-Mabrur yang menentukan LF sebagai benkut
o Deposito Mudarabah

» Jangka 1 bulan dengan bobot 80%
» Jangka 3 bulan dengan bobot 90%

» Jangka 6 bulan dengan bobot 90%

» Jangka 12 bulan dengan bobot 90%
o Tabungan Muddrabah dengan bobot 75%

0 Tabungan Wadi'ah dengan bobot 100%

a Tabungan Hgji dengan bobot 100%

=n

. Sumber pendapatan yang dibagi;

1). Mark Up atau Margin

"% Pedoman Perhitungan Nisbah PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo No. B/64/DJS/1/2001.
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2). Komisi atau provisi
3). Penempatan di Bank lain

¢. Pendapatan yang dibagi dialokasikan kepada semua sumber dana secara
profesional sesuai saldo rata-rata harian setiap bulan setelah dikalikan
dengan bobot masing-masing.

d. Semua biaya operasional ditanggung oleh bank termasuk provisi yang
untuk resiko pembiayaan.

e. Pendapatan yang dibagi merupakan perbandingan antara rata-rata sumber
dana (dana efektif) dibagi rata-rata saldo pembiayaan dikalikan
pendapatan setiap akhir bulan.

Dana efektif
X pendapatan
Pembiayaan
t.  Profit sharing Ratio (Nisbah) yang berlaku adalah :
» Deposito Mudarabah
¢ jangka | bulan, Nasabah 60% bank 40%
» jangka 3 bulan, Nasabah 60% bank 40%
e jangka 6 bulan, Nasabah 65% bank 35%
e jangka 12 bulan, Nasabah 65% bank 35%
» Tabungan Mudarabah 50% : 50%

» Tabungan Wadi'ah : Bonus

Hibah setiap saat dapat berubah sesuai keadaan pasar.
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C o nto h: Perhitungan nisbah bulan Januari 2002 (dalam ribuan).

a. Perhitungan Loanable Fund (LF)

o

o,

(47

[= N

Jenis dana Jumlah LF Dana efektif |
Tabungan Muddrabah 536.209 75% 402.156 |
Tabungan Wadi 'ah 2.356 100% 2.356
Deposito Muddrabah 135.150 §0% 108.120
1 bulan 10.000 90% 9.000
3 bulan 100 100% 100
Tabungan haji
TOTAL 683.815 521.732

Catatan : LF + RR ( Likuiditas) = 100%

. Dana efektif dari produk simpanan Rp 521.732

Sisa pembiayaan ditangan orang

=1.292.177

.. Pendapatan operasional bulan Januari 2002 (mark up atau margin, komisi dan

provisi} = Rp. 30.305.
. Rumus perhitungan nisbah

. Pendapatan yang dibagi :

Dana efektif

Pembiayaan

X Pendapatan

521.732

—mwaer—m—eee X 30,303 = 12236

1.292.177

402.156

Pembagian untuk tabungan mudarabafhr .

X 12.236 =9.431

521.732



Nisbah 50% x Rp. 9.341 =Rp 4.715

€. Pembagian untuk deposito 1 bulan :
108.120

X 12236 =2.535
521.732

Nisbah 60% x 2.535 =Rp. 1.521

f Pembagian untuk deposito 3 bulan -
9.000
X 12236 =211
521.732

Nisbah 60% x 211 = Rp. 126
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CONTOH I: Catatan buku Tabungan mudirabah (TABAH) atas nama A.

Tanggal | Sandi | ‘- Mutasi Salde Yaliditas
| I Penyetoran | Pengambilan
1-1-2002 i 100.000,00 100.000,00
10-1-2002 1 75.000,00 | 175.000,00
15-1-2002 2 30.000,00 145.000,00
26-1-2002 1 15.000,0C | 160.000,00
31-1-2002 1 155.000,000 7 315.000,00

LANGKAH I : Menghitung saldo rata-rata tabungan atas nama A.

Han Nisbah x Saldo Simpanan

Jumlah hari bulan bersangkutan

&8
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(10-1) x 100.000 + (15-10) x 175.000 + (26=15) x 145.000 + (31-

26) x 160.000 + (31-31) x 315.000

31

(9x100.000) + (5 x175.000) + (11x145.000) + (5x160.000) +

(0x315.000)

31

900.000 + 875.000 + 1595.000 + 800.000 + 0

31
134.516,13
Jadi saldo rata-rata tabungan atas nama A adalah Rp 134.516,13

Langkah II : Menghitung besar nisbah bagi hasil tabungan atas nama A

Saldo rata-rata tabungan per penabung

X Nisbah Tabungan
Muddarabah 3 bulan

Total Tabungan Mudarabah jangka waktu 3 bulan

134.516,13

= — x4.715
536.209

Rp 1.182,83



90
Jadi nisbah bagi hasil yang diterima oleh A pada bulan Januari 2002 adalah
Rp 1.183
CONTOH II : misalnya A menyimpan uang sebanyak Rp 5.000.000,00
dalam bentuk Deposito Muddrabah dengan jangka waktu
selama 3 bulan

Nisbah bagi hasil yang diterima oleh A tiap bulan adalah

Jumlah Deposito Mudarabah per deposan

-X Nisbah Deposito
Total Deposito Mudarabah jangka waktu 3 bulan  mudarabah 3 bulan

5.000.000
= — X 126
10.000
63.060

Jadi nisbah bagi hasil Deposito AMuddrabah atas nama A adalah Rp

63.000,00

C. KENYATAAN TENTANG PRINSIP MUDARABAH DI BANK SYART'AH
PT. BPR SYARI’AH PONOROGO"

Kehadiran BPR Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo merupakan lembaga yang

terlahir dari inisiatif Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), untuk mendirikan

Lembaga keuangan syari’ah berlandasakan Al-Quran dan Al- Hadis. Munculnya

gagasan ini berawal dari pola hasil pemikiran anggota IPHI yang siap menjadi

120 Wawancara dengan bapak Sunadji, Direktur BPRS Al-Mabrur tanggal 1 Maret 2002 di
Kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo.
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pemegang saham untuk membantu perckonomian pengusaha muslim dan umat
Islam secara maksimal lewat BPR Syari’ah yang selama ini di Ponorogo belum
termanfaatkan sebagai wadah ekonomi Islam.

Awal dari pendirian Bank Syari’ah dengan nama PT Bank Perkreditan
Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo yang berkantor di jalan Soekarno-
Hatta No. 317 Ponorogo bertekad dengan miat ibadah menerapkan konsep
ekonomi syari’ah Islam dengan cara menepis riba merajut keuntungan dengan
mengharap ridla Allah SWT. Ide lain yang melatarbelakangi pendirian lembaga
keuangan ini sikap masyarakat Ponorogo menolak sistem bunga yang diterapkan
oleh bank konvensional dan menerima baik kehadiran perbankan yang
berlandaskan syari’ah Islam.

Dengan berbagai alasan IPHI berusaha sekuat tenaga dibantu dengan
rekomendasi MUI selaku Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) bisa mewujudkan
pendirian lembaga keuangan syari’ah yaitu PT BPR Syari’ah Al-Mabrur
dilengkapi dengan neraca awal dan inventaris kantor dan telah beroperasi mulai
tanggal 2 Januari 2001.

Masih ada pandangan masyarakat yang menafSirkan bahwa Bank Syari’ah
Al-Mabrur sama dengan Bank konvensional, tidak terkait bunga tetapi dengan
menggunakan bagi hasil dalam perhitungan kredit dan simpanan dana, pandangan
tersebut sangat difahami mengingat informasi dan publikasi serta sosialisasi

mengenai bank syari’ah masih sangat minim.
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Maka BPR Syari’ah Al-Mabrur selalu melakukan adaptasi dengan
perubahan lingkungan karena faktor politik, tanggap terhadap peristiwa yang
terjadi di masyarakat serta bersikap berorientasi ke masa depan, melarang riba
dalam bentuk berbagai transaksi.

Salah satu operasional yang dilaksanakan PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur
adalah kegiatan perseroan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang
dipersamakan dengan itu, penyaluran dana tersebut kepada nasabah dengan
menerapkan pola bagi hasil yang pelaksanaannya menggunakan prinsip
mudarabah, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip
syari’ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia .

Untuk membiayai penyaluran dana yang semakin meningkat BPRS Al-
Mabrur mengerahkan dana yang cukup banyak. Modal dasar perseroaan sebesar
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Modal yang telah ditempatkan sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), modal disetor sebesar Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan prinsip mudarabah tersebut
diterapkan dalam bentuk produk simpanan misalnya tabungan, deposito dan
pembiayaan mugarabah.

Sebagai lembaga keuangan syari’ah yang masih baru BPRS Al-Mabrur
dihadapkan dengan beberapa kenyataan dari sisi internal maupun eksternal yang
berkaitan dengan pelaksanaan kerja, kecakapan administrasi dan pelayanan

nasabah :
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1. Dari sist internal

d.

Rendahnya pengetahuan dan kesalahfahaman masyarakat tentang Bank
Syari’ah Islam

Sumber daya insani yang menangani bank syari’ah belum atau kurang
berpengalaman

Ketentuan operasional perbankan dan instruinen pasar keuangan kurang
lengkap

Keterbatasan jaringan pelayanan belum terakomodasi secara luas.

2. Dan sist eksternal

a.

Persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BPRS Al-
Mabrur masih rendah. Bagi masyarakat peminjam yang berharap bahwa
transaksi di BPRS mudah, murah, serba boleh dan tanpa jaminan selalu
kecewa ternyata ketika itu tetap ada aturan yang harus dipenuhi dan
akhirnya berubah menjadi kecaman ketika pembiayaan ditolak karena
tidak layak. Bagi masyarakat penyimpan ternyata banyak yang berharap
bagi hasil yang tetap layaknya bunga pada bank konvensional

Diketemukan masih ada kenyataan yang kuat dari pesaing setempat baik
dari BPR konvensional atau bank umum konvensioan! yang banyak
membuka cabang sampai ke tingkat kecamatan sehingga potensi pasar
diperebutkan oleh banyaknya pemain dengan tingkat persaingan yang

ketat.
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Maka oleh sebab adanya kenyataan-kenyataan tersebut BPRS Al-
Mabrur selalu melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan misalnya
faktor politik, kebijakan moneter, ketentuan baru mengenai pajak, tanggap
terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat dan bersikap berorientasi ke
masa depan, melakukan dialog dan konsultasi dengan pengurus, karyawan,
komisaris dan dewan pengawas, serta mengadakan pelatihan khusus tentang
produk perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syari’ah dalam
praktek agar menjadi tenaga perbankan yang profesional serta mempunyai

komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten



BABY

ANALISIS

Bab ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip

muddrabah, perbedaan dan persamaan sistem investasi medal (harta) yang

diterapkan oleh lembaga kopontren Al-Muslim dan BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

A. ANALISIS OPERASIONALISASI PRINSIP MUDARABAH

1.

Kopontren Al-Muslim

Sebagai sebuah lembaga yang melaksanakan aktivitas pendidikan
dakwah, kemasyarakatan dan perjuangan. Potensi dan peranan yang
dimilikinya pesantren terlibat langsung dengan masyarakat luas
mengembangkan kegiatan sosial ekonomui khususnya untuk meningkatkan
kesejahteraan berlandasakan prinsip syari’ah dengan melahirkan wahana
yang merupakan refleksi etos keagamaan salah satunya melalui koperasi
pondok pesantren.

Kehadirannya diharapkan mampu menjadi lembaga intermediasi
menerapkan pola pembiayaan kepada para anggotanya dengan karakteristik
vang spesifik. Nilai kelayakan pembiayaan didasarkan pada business wise
yaitu suatu usaha yang layak dibiayai juga dengan penilaian syari‘ah wise

maksudnya acceptable dari segi syari’ahnya. Dalam rangka memenuh

95
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syari’ahnya kopontren menerapkan pembiayaan dengan prinsip mudarahah

untuk pola invesasi dan  modal kerja. Lebih lanjut untuk mengetahui

validitas operasionalisasi prinsip mudarabah lebih dahulu dipaparkan unsur
utama yang terkandung di dalamnya yaitu :

a. Sebuah kontrak yaitu terjadinya transaksi antara dua pihak yang mana
salah satu pihak disebut pemilik modal (sahih al-mal) sedang pihak yang
lainnya sebagai pengelola (mudarib).

Dalam rangka mengembangkan usaha budidaya ayam pedaging
kopontren menerapkan pola pembiayaan dan modal kerja mengadakan
koﬁtrak kerjasama dengan beberapa pihak :

I). Untuk pola inventasi, pembiayaan untuk keperluan pembangunan
kandang, dalam hal ini kopontren (intermediary) mempercleh
kepercayaan untuk menyalurkan modal dana dari Banpres dan bank
konvensioan! yaitu Bank Dagang Negura Yogyakarta (safib af-mal)
disalurkan kepada para anggota kopontren yaitu peternak ayam
pedaging (mudirib).

Jika kopontren beretindak sebagai mudarib artinya kopontren
menerima modal dari  pemiliknya vaitu Banpres dan bank
konvensional, jika kopontren bertindak sebagai sahib al-mal maka
dalam hal ini kopontren menyediakan modal bagi para anggota yaitu

peternak sebagai mudirib.
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2). Pola pembiayaan modal kerja, untuk memenuhi peningkatan
kebutuhan produksi usaha budidaya ayam pedaging yang kualitas
dan kuantitas. Untuk keperluan ini kopontren menjalin hubungan
partnership dengan PT Nusantara Unggas Jaya (sdhib al-mal) yang
mnyediakan sarana produksi maka kopontren bertindak sebagai
intermediary dan yang membutuhkan sarana produksi peternakan
adalah peternak (mudarib)

Sehubungan dengan subyek akad, disyaratkan bagi sdhib al-mal
dan mudarib untuk cakap bertindak hukum. Yang menjadi masalah jika
dikaitkan dengan akad mudarabah yaitu status keabsahan kopontren itu
sendin. Sebab ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam figh tidak
dikenzl adanya badan hukum, sehingga kedudukan kopontren menurut
pendapat yang dikemukakan oleh [brahim Husen bukan muwkallaf yang
memenuhi ahiiyah al-ada' dan ahliyah al-wyjub'®'. Sebaliknya Syekh
Al al-Khafif, Mustafa A Zarqd’ dan Muhammad Yusuf Musa
pendapatnya berbeda dengan Ibrahim Husen mereka menyatakan bahwa

figh mengenal badan hukum'**. Konsekuensi dari pendapat ini bahwa

' Ahliyah al-ada’ yaitu kemampuan bekerja (mu ‘amalah), yaitu apabila seseorang telah
pantas untuk menerima haknya sendin dan melahirkan hak atas orang lain karena perbuatannya
Sedangkan ahliyah al-wujubadalah kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak. Hal ini
terjadi sebagai konsekuensi kemanusiaan yang dasar keberadaannya karena ia seorang manusia. Lihat
Muhammad Abu Zzhrah, Ushul al-Figh, (Kairo : Dar al-Fikr,tt), hal. 329,

1 Ali al-Khafii, Mukhtasar Ahkam al-Mu’amalat asy-Syar’iyah (Kairo . Matba'ah as
Sunnah al-Muhammadiyah, 1952), hal. 96 dan 115-120. Lihet Nadirsyah, “Brnga Bank Dalam
Perspekiif Islam™ Majalah Yurisdiksi Edisi | th. [,1999, hal. 57-58
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kopontren sebagai sebuah badan hukum diakui eksistensinya oleh figh
sebagai mukallaf yang memenuhi ahliyah al-add’ wa ahliyah al-wujub.
Sehingga segala aktivitas kopontren yang dilakukan para pengurusnya
sebagai wakil dari para anggota dianggap sah menurut hukum.

Sedangkan obyek akad mud@rabah terdin dari modal kerja atau
usaha dan keuntungan, modal sebagai obyek akad dalam pola
pembiayaan investasi berbentuk vang yang disediakan oleh pemiliknya
(Banpres) sebagai pinjaman tanpa bunga dan yang berasal dari bank
konvensional sebagai pinjaman komersial yang berbunga. Ketika modal
tersebut berbentuk uang para fugaha sepakat tentang keabsahannya'”’,
tetapi akan menjadi sebuah permasalahan apabila modal tidak berbentuk
uang yang mana hal ini terjadi dalam pembiayaan modal kerja yang
menggunakan sarana produksi sebagai modal usaha, Mazhab Hanbali,
Ibn Abi Laila dan Al-Auza’i menyatakan membolehkan penyediaan aset-
aset non monetery yang dalam kasus ini adalah sarana produksi sebagai
modal mudarabah.

Bank konvensional selaku pemilik modal memberikan pinjaman
lunak menetapkan presentasi bunga kepada para peminjam yaitu peternak
sesuai suku bunga yang beriaku berkisar antara 12% per tahun dengan
keharusan untuk memberikan jaminan berupa sertifikat tanah. Di sini

timbul permasalahan yang menyangkut sumber dana untuk pola investasi

' Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuh, (Beirut : Dar al-Fikr, 1948), 1V :843.
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ini, yang mana kopontren menyalurkan pembiayaan dari bank

korvensional yang menerapkan sistem bunga, padahal kopontren sebagai

lembaga yang terlahir dari pesantren dengan sistem ekonomi Islam
mendasari  operasionalnya seharusnya tidak menjalin  hubungan
kerjasama dengan lembaga keuangan yang berbasis bunga.

Sebagaimana dikatakan oleh Nurhadi berdasarkan pemyataan
KH.Masduqi Thoyyib, bahwa kebijakan di atas diambil dengan
pertimbangan :

Pertama  Sumber modal BDN merupakan kredit lunak dalam bentuk
kredit modal kerja usaha kecil dan menengah (KMK-UKM)
yang berasal dari fasilitas Kredit Likuiditas Bank [ndonesia
Sebagai Kredit lunak, dengan beban bunga 12% pertahun itu
peternak  diberi - kelonggaran = penangguhan pembayaran
pokok dan bunga bila nanti terjadi kegagalan panen

Kedua . Pihak BDN memberi kebebasan kepada petermak untuk
mengelola usahanya tanpa campur tangan dar pihak BDN.
Sedangkan apabila kopontren menjalin kerjasama dengan
Bank Mu’amalat yang berbasis prinstp muddrabah peternak
akan menghadap kendala yang menyangkut pengelolaan
usaha. Sebagai pemodal Bank Mu’amalat terlalu berlebihan

dalam mencampuri manajemen pengelolaan, peternak tidak
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diberi kebehasan mengelola usaha dengan ditetapkannya
standar-standar teknis pemeliharaan hasil produksi '**.

Sebagaimana pendapat Mazhab Hanbali, meskipun pemilik medal
(sahib al-mal), Bank Mu’amalah diperkenankan untuk melakukan
pengawasan terhadap aktivitas perternak (muddarih) tetapi seharusnya
Bank Mu’amalah tidak melakukannya secara berlebihan seolah-olah
Bank Mu’amalah yang menjadi pengelolanya. Padahal dalam teknik
pemeliharaan, pihak peternak sudah diber: batasan pengelolaan oleh
pihak NUIT selaku pemilik sarana produksi. Maka pengawasan dari Bank
Mu’amalah bisa bekerjasama dengan pihak NUJ, sehingga terjalin
hubungan kerjasama yang saling mremberikan kepercayaan antara Bank
Mu’amalah, NUJ dan peternak.

Selain modal, maka kerja atau usaha juga merupakan obyek akad,
yang kedudukannya sebagai ganti modal untuk yang disediakan oleh
pemiiik modal. Sehubungan dengan itu pembiayaan investasi, para
peternak (muddrib) diberi kebebasan untuk menggunakan modal dalam
rangka mendapatkan keuntungan dengan membangun kandang sesuai

dengan standar budidaya yang berlaku. Sedangkan untuk pembiayaan

'“Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pengalaman peternak yang mendapatkan
pembiayaan dari Bank Mu’amalat, yang berada dibawah sebuah kopontren x di ponorogo yang mana
hasil panen yang diterima peternak tersebut lebih kecii dibandingkan dengan peternak kopontren Al-
Muslim. Sebagai contoh jika untuk 5000 ckor, peternak kopontren Al-Muslim rata-rata memperoleh
Rp 3.000.000,00. maka peternak yang memperoleh pembiayaan dari Bank Mu'amaiat hanya
mendapatkan Rp 1.500.000,00. Wewancara dengan bapak Nurhadi anggota kopontren Al-Muslim
dan bapak Komaruddin anggota kopontren x tanggal 1 Juni 2002 di ponorogo.
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modal kerja perternak (muddrib) diberi batasan pengelolaan sesuai
dengan standar pemeliharaan yang diberikan oleh pihak NUJ. Praktik ini
menunjukkan bahwa Kkopontren menerapkan prinsip muddrabah
mugayyadah. DI mana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus
dan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh sahib al-mal'®.
Konsekuensi dari prinsip tersebut bahwa pengelola harus mematuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, apabila syarat itu tidak
berlawanan dengan apa yang ada dalam konmtrak mudarabah'.
Sebagaimana yang disinyalir oleh mazhab Hambali pemilik modal (safib
al-mal) berhak untuk berpartisipasi dalam aktivitas pengeloia.

b. Keuntungan yang diberikan dari kontrak mudarabah akan dibagi antara
s@hib al-mal dan mudarib sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian
ditanggung oleh pemilik modal.

Sebagai layaknya sebuah bisnis, keuntungan merupakan tujuan
akhir dan konskuensi dari kesuksesan mudarabah. Distribusi terhadap
keuntungan hanya dapat dilakukan apabila peniilik modal telah menerima
kembali modal pokoknya.

Dalam hal pembiayaan investasi, keuntungan diberikan oleh

pengelola setiap kali panen berdasarkan bunga yang telah ditetapkan oleh

'2* az-Zuhail\, al-Figh ..., V840

12 Ibid, hal.857. Lihat Ali Fikr, al-Mu'dmalah al-Miliyah wa Adabiyah, (Kairo : Matba'ah
Mustafs al-Babi al-Halabi, 1938), hal. 184,
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bank konvensional dengan sistem angsuran berikut angsuran pengembalian
modal pokoknya. Besarnya angsuran adalah 40% dar keuntungan bersih
yang dihasilkan setiap panen, dengan jangka waktu pelunasan sekitar 5
tahun. Mengingat para peternak sudah dibebani untuk membayar
keuntungan berupa bunga kepada bank konvensional maka kopontren
sebagai lembaga intermediasi tidak meminta keuntungan dari pembiayaan
ini. Sebaliknya kopontren menetapkan —sejumlah keuntungan darni
pembiayaan investasi yang modalnya dari Banpres yang bersifat sebagai
pinjaman tanpa bunga. Adapun besarnya adalah 4% tiap tahun dengan
sistem pembayaran sama dengan pola investasi dari Bank konvensional.
Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengakuan keuntung.’;mmr
dari pola investasi ini berdasarkan pada realization busis yaitu ketika
keuntungan telah tampak dalam perjalanan bisnis. Hal ini sesuai
sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafi'i'*,
Berbeda dengan pela investasi, dalam pola modal kerja, pengakuan

keuntungan berdasarkan pada cash basis sebagaimana dinyatakan oleh

Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hanbali bahwa keuntungan harus

77 Merupakan saat yang bisa dijadikan dasar bahwa keuntungan dicapai dalam suatu prinsip
mudarabah, Lihat Im3m Abi Zakaria Muhy ad-Din an-Nawawi, el-Majma’ Syarkh al-Muhazab,
(Beirut : Dar al-Fikr, 1996), XV:225

128 1bid
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diakui hanya ketika dibagikan di antara kedua pihak (cash busis) yaitu pada
saat pembagian akhir keuntungan bisnis tersebut'?’.

Hal ini dapat dilihat dari pola modal kerja, di mana para peternak
menerima keuntungan yang menjadi bagiannya setelah menyerahkan
seluruh ayam yang sudah siap panen kepada PT. NUJ untuk dipasarkan.
Dengan diserahkannya hasil produksi tersebut petemak berhak atas
keuntungan dari penjualan hasil panen setelah dikurangi tanggung jawab
peternak kepada pithak NUJ vaitu sejumliah sarana produksi yang diberikan
oleh NUJ dengan cara memotong hasil panen peternak sejumlah kewajiban
peternak kepada pihak NUJ. Maka keuntungan baru dapat direalisasikan
setelah pengembalian sarana produksi - berupa modal pokok vyang
disediakan pihak NUJ.

Kopontren  sebagai lembaga intermediasi antara pemeodal dan
pengelola menetapkan sejumlah keuntungan yang harus dibayarkan oleh
peternak setiap panen sebesar 1% dari 10% pendapatan setelah dikurangi
kewajiban pembayaran angsuran untuk pembiayaan investasi.

Pemungutan keuntungan oleh kopontren sebesar [% dan 4% untuk
pola invesatasi setiap panen, merupakan sebuah konsekuensi dari fee atas
jasa yang diberikan kopontren kepada peternak. Mengingat fee yang
terkumpu! tersebut dialokasikan untuk biaya operasional kopontren

misalnya gaji karyawan, biaya administrasi dan lain-lain. Lagi pula fee

'2 Ibid al-majmi’ . . XV:225
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yang diterima kopontren merupakan hasil laba yang diraih dan akan
dikembalikan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) pada setiap akhir tahun'*".

Karena itu sebagaimana pendapat M. Dawam Rahardjo, bahwa
bunga konvensional maupun bagi hasil ~ fee ~ bagi kopontren tidak
manjadi masalah jika melihatnya dari sudut Islam, karena bunga atau jasa
yang ditarik akan dikembalikan kepada para anegota kopontren''.

Berbeda dengan keuntungan yang didistribusikan kepada pemilik
modal dan pengelola, kerugian yang terjadi dalam mudarabah hanya
ditanggung oleh pemilik modal saja kecuali jika kerugian itu karena
kesalahan yang disengaja atau kelalaian. Mengingat keuntungan dalam
pola investasi termanifestasi melfalui bunga dan fee harus dibayar setiap
kali panen bersama angsuran modal pokok, maka para perternak tetap
dibebani untuk memberikan bunga atau fee sesuai jumlah yang ditetapkan
yaitu  berdasarkan presentasi masing-masing. Jika terjadi kerugian
(kegagalan panen) kopontren memberikan kelonggaran kepada peternak
dengan menangguhkan pembayarannya pada panen berikutnya. Meskipun
ada penangguhan pembayaran tetapi jika terjadi kerugian, peternak tetap

bertanggungjawab untuk membayar bunga atau fee kepada pemilik modal,

13 Pada tahun buku 2000, kopontren mendapat fee sebesar RP 4.259.950,00 Dikutip dari
Progres Report Pengurus dan Pengawas Koperasi Pondok Pesantren Al-Muslim Tahun buku
2000, hal. i8.

BL M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekononi, {Yogyakarta
LSAF,1999), hal. 471
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Kebijakan penangguhan tersebut dianalogikan dengan istilah
hutang dalam arti menjadi kewajiban yang harus dibayar. Islam mengatur
tentang hutang piutang jika orang yang berhutang tidak mampu
mengembalikan hutangnya harus diberikan pertama Lelonggaran
(tenggang waktu), jika tidak mampu dan benar-benar rugi, dan kedua
diikhlaskan, walaupun cara kedua 1ni memang agak sulit diterapkan, tetapi
setidak-tidaknya mempunyai landasan hukum dalam al-Quran Surat al-
Bagarah (2) : 280.

r e 3uas Bl 8 s I 350509 b pwe 55 0K Gy
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“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan (sehingga tidak mampu

membayar pada waktu yang ditetapkan) maka berilah tangguh dia sampai

berkelapangan dan jika kamu menyedekahkan (hutang itu) lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui”.

Di samping itu ada riwayat hadis dari Abi Qatadah bahwa Nabi
pernah bersabda yang artinya :

“Barang siapa yang suka diselamatkan oleh Allah dari kesempitan hari

qiamat, maka hendakiah ia meringankan beban dar orang yang kesulitan
atau merelakannya.”

Hadis inilah yang mendorong Abi Qatadah untuk membebaskan
atau memaafkan orang yang berhutang kepadanya, setelah orang itu
mengutarakan akan kesulitannya untuk membayar hutangnya kepada Abi
Qatadah'**

P2 Lihat Mahmud Muhammad Bablily, Etika Bisnis : Kajian Konsep Perekonomian
Menurut al-Quran dan as-Sunnah, terj. (Solo : CV Ramadhan, 1990), hal. 147 — 148
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Sedangkan pada modal kerja, kerugian yang terjadi sepenuhnya
ditanggung oleh pihak NUJ jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian
atau kesalahan petermak. Dalam hal ini petermak dibebaskan untuk
mengembalikan modal pokok berupa sarana produksi kepada NUJ.
Sebaliknya jika terjadi kerugian karena kesalahan pengelola, maka
sepenuhnya ditanggung  oleh peternak. -~ Konsckuensinya peternak
mengalami rugi tenaga dan usaha sedangkan pemilik modal mengalami
rugi terhadap modalnya: Namun demikian NUJ sebagai pemilik modal
tetap memberikan kompensasi dengan memberikan sejumlah ganti
kerugian tenaga kepada peternak jika benar-benar bukan karena kesalahan
peternak misalnya berjangkitnya wabah penyakit atau faktor alam.

Konsekuensi lainnya, pihak NUJ memberikan sanksi dengan
diberhentikannya pemberian sarana produksi jika terjadi kerugian sefama 2
kali berturut-turut. Tindakan ini dilakukan agar peternak senantiasa berhati-
hati dalam mengelola usahanya sebagai konsekuensi dari esensi nilai
amanah dari modal yang dipercayakan kepadanya. Manifesasi dari nilai
amarah ini juga tercermin dalam ketentuan jaminan berupa sertifikat tanpa
diperhitnungkan nifai likuiditasnya. Berarti jaminan itu berfungsi sebatas

. 133
sarana agar peternak benar-benar menjaga amanahnya .

' Amanah merupakan landasan spiritual dalam kewiraswastaan muslim dan aktivitas
ekonomi baik dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi, Kata ini merupakan akar kata
yang sama dengan kata iman. Selain itu juga mengandung arti dapat dipercaya (rrusr). Dalam arti
sempit seorang yang amanah adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Allah.dan dalam arti
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Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa’ (4):58.
Lelal JlaeM 3% Ol oS L bl O

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya.”

Dan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal (8):27.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganfah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul, dan kamu (juga jangan) mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui

Berkaitan dengan keuntungan dan kerugian ini sangat menarik
untuk dicermati mengenai kebijakan kopontren untuk mengambil 2,5% dari
keuntungan bersih yang dihasilkan dari NUJ untuk pembayvaran zakat
setelah dikurangi biaya operasional dan angsuran pembiayaan investasi
dengan catatan dengan satu sikius budidaya tidak terjadi kerugian.

Sehingga jika peternak mengalami kegagalan panen, maka tidak

diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi zakat yang dibayarkan diambi! dari

pendapatan bersih yang diperoleh peternak pada tiap-tiap panen. Setelah

zakat terkumpul diserahkan kepada pimpinan pondok pesantren Hudatul

Muna selain sebagai ‘ami/ juga sebagai mustahig untuk didistribusikan

luas bahwa orang yang bercin amanah adalah: 1) Percaya kepada nila-milai luhur seperti
kebenaran keadilan dan kejujuran. 2} Dapat dipercaya ucapannya dalam arti jujur tidak berbohong
konsisten antara ucapan dan perbuatan. 3) Dapat diandalkan dalam ari memiliki kemampuan dan
keahlian yang menjamin suatu hasil vyang sukses. 4) Sikap dan tindakannya dapat
dipertanggungjawabkan baik secara pribadi maupun sosial, dan 5) Orang merasa aman jika
berhubungan dengan orang yang beriman itu. Lihat M. Dawam Rahardjo, Islam ..., hal 325.
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kepada pesantren sendiri juga kepada beberapa pesantren lain untuk
pembiayaan qard al-hasan membantu permodalan pesantren yang berada di
wilayah Ponorogo.'**

Sebagai sebuah lembaga yang strategis dan memiliki posisi untuk
berperan dalam melakukan upaya terobosan yang kreatif, terutama untuk
mengembangkan zakat, kopontren telah melakukan inovasi konsep
penyaluran zakat yaitu mengumpulkan dana zakat dalam jumlah besar dari
peternak kemudian mendistribusikannya kepada pesantren-pesantren. Di
sini konsep ‘a@mi!/ berkembang, tidak semata-mata untuk orangnya
melainkan juga untuk lembaga yang mengelola dan memajukan organisasi
dan operasional pesantren yang bersangkutan.

2. Lembaga Keuangan Syari’ah BPR S Al-Mabrur.

Lembaga keuangan merupakan lembaga imtermediasi
mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds)
dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (lack of funds). Keberadaan
lembaga keuangan sangat penting sebab dampaknya akan berpengaruh
terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan Lembaga
Keuangan Syari’ah (BPRS Al-Mabrur) juga merupakan lembaga

intermediasi yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan

'™ Spesifikasi pesantren yang memperoleh pembiayaan gard al-hidsan distribusi zakat ini

adalah pesantren yang betul-betul masih membutuhkan dana untuk pengelolaan dan operasional
pesantren, yang berjumlah sekitar 8 buah Pada tahun buku 2000, kopontren Al-Muslim telah
menyalurkan zakat dan para petemak sebesar Rp 9.751.000,00, Dikutip dari Progres ........ , hal. 17
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menyalurkannya melalui pembiayaan yang pengoperasiannya disesuaikan
dengan prinsip syari’ah.

_ Pengenalan bentuk lembaga keuangan syari’ah secara umum adalah
Bank Isldm, Asuransi Tokaful, Leasing ljarah, Pegadaian Syafi 'uh (Rahn),
Reksadana Syari’ah dan Buait al-Mal Wa at-Tumwil (BMT)'>.

Islam mengajarkan bertransaksi kepada umatnya berdasarkan atas
prinsip keadilan dan kerelaan antara pelaku ekonomi. Untuk mewujudkan
prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi maka lembaga keuangan syari’ah
(BPRS) menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Secara
umum prinsip bagi hasil itu dalam perbankan syari’ah menurut Muhammad
Syaft’i Antonio dilakukan melalui empat akad utama yaitu : al-muddrabah
al-musydrakah, af-muzgra 'ah dan al-musaquh,

Sungguhpun demikian Muhammad Syafi’i Antonio menegaskan
bahwa prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-mudirabah dan al-
musyarakah, sedang al-muzara’'ah dan af-musdgah dipergunakan khusus
untuk plantasion financing atau pembiayaan pertanian oleh bank Islam'**

Prinsip mudirabah atau bagi hasil sebagai fokus utama penelitian ini

merupakan pengaturan keuangan yang paling mendapat dukungan luas,

% Bentuk lembaga keuangan syari'ah yang dikenal secara umum adalah Bank Islam, Asuransi
Takaful, Leasing [jarah. Pegadaian Syari'ah (Rahn),Reksadana Syari’ah dan Bait al-Mal Wa at-
Tamwil (BMT), Imamudin Yuliadi, Ekenomi Islam Sebuah Pengantar, (Yogyakara : LPPL, 2000),
hal. 126-127

1% Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam dari Teori ke Praktik, (Jakarta - Gema Insani
Press, 2000), hal. 90.
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sebagai pengganti transaksi berbasis bunga. Prinsip int dianggap sah karena

dua karakteristik dasar yaitu :

Pertama menurut aturan Prinsip Bagi Hasil (PLS), dua pihak yang
melakukan tawar menawar harus memperoleh bagian yang fair
dari kesluruhan laba dalam proporst yang sukarela dan saling
menguntungkan yang telah disepakati dalam akad. Sistem PLS
dianggap efisien dan adil karena transaksi ini meningkatkan
tingkat intermediasi finansial yang menghubungkan sektor-
sektor ekonomi riit dan bermanfaat. Adil karena mendapat uang
vang berasal dan aktivitas tersebut secara adil, tidak harus
sejajar antara pemilik modal dan pengelola.

Kedua kerjasama finansial tersebut merupakan transaksi barang dan jasa
dan bukan transaksi yang hanya mehibatkan uang saja'’’

Maka jelas mekanisme PLS [ebih baik dibanding dengan sistem
bunga, paling tidak dilihat dari aspek ketahanannya menghadapi gejolak
moneter seperti yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997
hingga sekarang. Akibat krisis ini perbankan konvensional yang
menggunakan sistem bunga menghadapai masalah negative spread™.

Sedangkan perbankan syari’ah tidak mengalaminya karena secara konsep

" Syaed Nawab Heider Naqgfi, Islam Econemic and Society, (London and New York :

Kegan Paul International, 1994), hal. 121.

%% Yaitu bunga yang dibayar kepada nasabah penabung lebih besar dari pada bunga kredit
yang diterima. Sehingga mengakibatkan negative spread (keuntungan negatif). Lihat Adiwarman A.
Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakaria : Gema Insani Press, 2001), hal 65.
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maupun praktis tidak mungkin terjadi disebabkan tidak digunakannya sistem
bunga. Dengan sistem bagi hasil perbankan syari’ah sekedar berbagi hasi
keuntungan yang diterima dari debitur kepada nasabah penabung demikian
sebaliknya.

Hal ini disebabkan karena dalam mekanisme bagi hasil dari hasil
positif (laba) maupun hasil negatif (rugi) akan dibagikan kepada pihak-pihak
yang terlibat dalam pembiayaan maupun penggalangan dana, sesuai dengan
kesepakatan awal, yang artinya bahwa resiko akan didistribusikan secara
lebih adil dan proporsional'*”.

QOperasionalisasi bank syari’ah mengtkuti dan berpedoman kepada
praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasuluilah saw maupun
bentuk usaba lain yang tidak dilarang atau bentuk usaha baru sebagai hasil
{jtihad para ulama atau cendekiawan mustim yang tidak menyimpang dan
ketentuan al-Quran dan al-Hadis'®.

Oleh karena itu kegiatan bank syan’ah didasarkan atas :

1. Larangan bunga pada semua bentuk transaksi,
2. Pelaksanaan aktivitas bisnis dan perdagangan atas dasar kejujuran dan

keuntungan yang sah;

3. Pemupukan dana serta menggunakannya terutama di negara Islam;

'3 Achmad Tohirin, “Strategi Kebijakan Perbankan Syari'ah,” dalam kolom Strategi
Kebijakan Kedaulatan Rakyat, 21 Maret 2002.

% Karnaen A. Perwaatmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bageimana Bank
Islam, (Yiogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 1-2.
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4. Penataan aktivitas yang dapat diterima dan sesuai dengan syari’ah;
5. Méngembangkan kompetisi;
6. pembayaran zakat'!.

Sebagai sebuah institusi keuangan sekaligus finansial intermediary,
bank syari’ah dan bank konvensional dibangun di atas fundamental venues
vang hierarkhi nilai sistemnya sama, tetapi substansi nilainya berbeda.
Substansi nilai tersebut ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran
tertentu'’’. Dalam hal ini Muhammad Arif menjelaskan bahwa bank
konvensional mendapat inspirasi dari sistem ekonomi kapitalis, paradigina
yang dipakai adalah paradigma ekonomi pasar, basis dasar mikronya adalah
manusia ekonomi dan dasar filosofinya adalah utilitarian berdasarkan pada
filosofi laissez faire. Sedangkan bank Islam berdasarkan sistem ekonomi
Islam dengan paradigma syari’ah, basis dasar mikro yang dipakai adalah
manusia muslim dan dasar filosofinya individualisme yang berperan sebagai
khalifah Allah di bumi dengan tujuan hidup mencapai bahagia di dunia dan
akhirat. Dunia adalah ladang tempat menanam, dan hasil yang dinikmatinya
hanya sebagian kecil saja dari hasil yang sebenarnya. Bagian yang lebih

besar justru akan dinikmati di akhirat'*’

AU M.M. Metwally, Teori dan Model Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Bangkit Daya
Insani, 1993), hal. 141-142.

42 A M. Saefudin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspekiif Islam, (Jakarta - Rajawali
Press, 1987), hal. 58.
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Dengan memperhatikan karakteristik spesifik di antara bank syari’ah
dan bank konvensional, maka bank syari’ah diakui legalitasnya karena
senantiasa mengacu kepada ketentuan syari’ah. Persoalan tidak berhenti
sampai di sini ternyata sebagai lembaga keuangan syari’ah yang mengambil
bentuk Perseroan Terbatas masih menyisakan nermasalahan tentang status
keabsahannya. Sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI), BPRS Al-Mabrur
memilih bentuk lembaganya sebagai sebuah PT. Masalah-masalah yang
berkaitan dengan syari’ah atas pilihan format tersebut bisa ditelaah dengan
mengkomparasikan antara PT dan konsep perjanjian dalam Islam.

Pendapat Taqyuddin an-Nabhani, menyatakan bahwa perseroan
terbatas merupakan perseoraan yang batil menurut syara’ dan alasan
kebatilannya sebagai berikut :

1. Definisi Perseroan dalam Islam adalah transakst antara dua orang atau
lebih telah sepakat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial
dengan tujuan mencari keuntungan. Sedangkan perseroan terbatas
merupakan perseroan yang terbentuk dari para pesero dengan cara
membeli saham sebagai kompensasi dari nama perseroan sehingga
transaksinya hanya merupakan transaksi antar modal tanpa melibatkan
unsur manusia. Padahal dalam Islam unsur manusia merupakan unsur

utama dan sebagai syarat dalam mengadakan perseroan yaitu dengan

'3 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah,Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek,
{Jakarta- ALVABET, 2000}, hal. 91.



114

terjadinya ijab qabul. Dengan definisi tersebut di atas kelthatan bahwa
PT bukanlah merupakan transaksi antara dua orang atau lebih sebab
dalam PT para pendirinya sepakat terhadap syarat-syarat perseroan,
namun mereka saling mendelegasikan, sementara hanya melakukan
kesepakatan terhadap syarat tersebut dengan cara menandatangani sebuah
akte yang dianggap sebagai pernyataan menerima (qabul).

2. Dalam transaksi PT tidak terjadi kesepakatan guna melakukan pekerjaan
yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan, namun yang
terjadi di dalamnya hanyalah kesepakatan pendiri atau pendaftar belaka
untuk memberikan modalnya.  Dan dalam rangka pengembangan
kepemilikan untuk mengelolanya maka modal tersebut yang memiliki
kekuatan. Padahal untuk pengembangan kepemilikan dalam Islam hanya
lahir dari aktivitas manusia belaka bukan dait aktivitas modal.

3. Keberadaan PT yang bersifat tetap dan terus berlanjut dengan
meninggalnya salah seorang pesero, hal ini bertentangan dengan
perseroan dalam Islam, bisa bubar karena salah seorang pesero
meninggal atau gila.’44

Untuk mengetahui legalitas BPRS berdasarkan hukum Islam sangat
menarik untuk dicermati tentang bentuk kelembagaan BPRS sebagal PT.

Sebagaimana dikatakan Sunadji, pendirian BPRS Al-Mabrur merupakan

1 Lihat Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif
Islam, { Surabaya : Risalah Gusti, 1996}, hal. 169-180.
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prakarsa para anggota [PHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) kabupaten
Ponorogo yang sekaligus menjadi pemegang saham mayoritas. BPRS Al-
Mabrur mengambil bentuk PT tertutup, artinya bahwa kepemilikan saham
tidak dilakukan secara bebas dan terbuka.'*’ Tetapi yang berhak untuk
memiliki saham adalah orang-orang yang telah dinyatakan lulus seleksi tulis
atau lesan (wawancara) oleh Bank Indonesia (BI). Selain itu tidak termasuk
dalam daftar orang yang tercela dalam tindak pidana umum atau kejahatan
perbankan. Persayaratan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kredibilitas
para pemegang saham dengan harapan agar para pemegang saham yang
sekaligus sebagai pemilik bank benar-benar memiliki pemahaman mengenai
perbankan.

Setelah persyaratan terpenuhi orang-orang tersebut yang berhak
memiliki saham sesuai jumlah modal yang ditanamkam. Untuk proses
pendirian BPRS Al-Mabrur jumlah saham yang terkumpul senilai Rp
500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dimiliki 16 (enam belas) orang
pemegang saham. Para pemegang saham ini kemudian merumuskan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dituangkan
dalam akte pendirian BPRS Al-Mabrur yang memuat segala peraturan yang

menyangkut kelembagaan dan oprasional BPRS Al-Mabrur. Sebagai

145 gedangkan pada PT terbuka, kepemilikan saham terbuka untuk umum tanpa persyaratan
khusus. Pemegang saham adalah majikan sedangkan karyawan (manajer dan staf) menerima mandat
dari pemegang saham Kewajiban karyawan adalah bekerja keras mendapatkan keuntungan dan
pemegang saham memberikan gaji kepada karyawan sesuai kesepakatan, sedangkan pemegang saham
tidak tahu menahu dengan roda perseroan. Lihat Manue! G. Valesquez, Bussiness Ethics : Concepis
and Cases, (New Jersey : Prentice-Hall International, 1998), hal 429 dan 439
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pengelolanya para pemegang saham memilih direksi dan Dewan
Komisaris,'*® melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal ini
Direksi dan Dewan Komisaris terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam
AD/ART yang disahkan melalui RUPS.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa bentuk kelembagaan PT
dalam BPRS Al-Mabrur merupakan kerja-sama finansial antara pemegang
saham sebagai pemilik modal dengan para pengurus (Dewan Pengawas
Syari’ah, Dewan Komisaris dan Direksi beserta karyawannya) sebagai
pengelola untuk lembaga keuangan syari’ah berdasarkan visi dan misi yang
diembannya. Sehingga bentuk kerjasama ini bukan sebatas melibatkan modal
saja melainkan juga melibatkan unsur manusia. Hal ini dapat dilihat bahwa
para pemegang saham tidak sekedar untuk menyerahkan modalnya kepada
pengelola tetapi juga sebagai penentu kebijakan PT melalui hak suaranya
dalam RUPS. Bahkan saham yang dimiliki para pemegang saham berbeda,
ini menunjukkan bahwa mereka tidak berbicara mewakili modalnya, tetapi
mewakili dirinya sendiri dalam kapasitas sebagai pemilik modal.

Bentuk perseroan dalam BPRS Al-Mabrur ini sejalan dengan model
perseroan yang diatur dalam hukum Islam yang menggunakan istilah syirkah.

Perseroan atau syirkah merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang

'% Tugas utama direksi adalah bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya
untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedang Dewan komisaris
melakukan penguasaan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan
nasehat kepada direksi. Dikutip dari Job Discripotion PT BPRS Al-Mabrur Penorogo lenlang tugas
wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.
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sepakat untuk melakukan kerja-sama yang bersifat finansial dengan tujuan

mencari  keuntungan.'*’

Sebagal sebuah kontrak, transaksi tersebut
mengharuskan adanya ijdb dan gabul ** yang menunjukkan bahwa salah
satu pihak mengajak yang lain secara lisan ataupun tertulis untuk
mengadakan kerjasama.

Masalah yang dihadapi, apakah bentuk transaksi dalam PT BPRS Al-
Mabrur sudah memenuhi ketentuan transaksi menurut hukum Islam ataukah
belum, bila dilihat dari aspek jjab gabuinya. Sebagaimana penjelasan Sunadji
(direktur BPRS Al-Mabrur) AD/ART BPRS merupakan peraturan yang
mengikat pengelola sehingga menjadi sebuah kontrak yang menunjukkan

149
. Namun

kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola
demikian dalam AD/ART tersebut /afa- ijdb qabul tidak dinyatakan secara
imphsit dengan ungkapan seperti aku mengadakan perseroan dengan anda
dalam masalah ini disertai lafaz qabul aku menerima.

Pandangan Islam tentang akad atau kontrak sebenarnya tidak ada

batasan yang ketat bagaimana perjanjian itu dibentuk. Beberapa batasan yang

"7 Lihat Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti
Wakaf, 1996), hal. 365. Dalam Islam dikenal beberapa bentuk Syirkah, Syirkah al-inan, Syirkah al-
abdan, Syirkah al-wujith dan Syirkah al-mufawadah.

¥ Jjab adalah sesuatu yang muncul pertama kali dari salah seorang yang berakad.
Sedangkan qablll adalah sesuatu yang muncul dar pihak kedua sebagai pernyataan kerelaan atas
permyataan pertama dan memunculkan sesuatu kewajiban untuk memenuhi prestasi. Lihat Al-JaZifi,
Kitab Al-Figh Ala Mazahib al-Arba’ah, (Beirut - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 11:40

'4? Wawancara dengan bapak Sunadji, Direktur BPRS tanggal 2 Juni 2002, di Kantor BPRS
Al-Mabrur Ponorogo
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ada dalam kitab figh klasik sebenarnya sebagian adalah cakupan dari
beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Jika
peradaban semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan untuk
mengembangkan bentuk akad'”’.

Dalam Islam asas kebebasan melakukan akad adalah dalam hal
menentukan bentuk-bentuk suatu perjanjian yang digali berdasarkan dalil-
dalil umum dalam Islam. Sebagaimana hadis Nabi yang dijadikan kaidah
figiyah yaitu bahwa'"";

Whyo Jote Yo 5o B yh I agb,y pb do 0 golosdls
“Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat
yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram”.

Mereka dapat membuat perjanjian syarat yang mengikat mereka
saling mengormati untuk memenuhinya. Berangkat dari hadis  tersebut
nampak adanya kelonggaran dalam menetapkan syarat perjanjian.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah (5):1.
PN PEIFRPE PA A A AN =
“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad kalian™.
Dalam ayat Al-Quran tersebut tidak ada pernyataan yang membatasi

bentuk-bentuk terciptanya perjanjian, melainkan ada salah satu faktor

1% Liaquat Ali Khan Miazi, Islamic Law of Contract, (Lahore : Research Cell Dyai Sing

Trust Library, tt), hal. 77

'*' Imam Bukhari, Sakik Bukhari dalam Kitdb fjarah, (Beirut - Dar al-Fikr, 1981), 111:52.
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penting yaitu adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang
meleburkan diri dalam ikatan perjanjian. Pihak kedua yang melakukan
perjanjian berikrar dengan pihak pertama dan saling rela terhadap ikatan
tersebut. Harus dipahami dari pertemuan kedua orang tersebut adalah wujud
keinginan untuk memunculkan kelaziman syara’ yang dicari oleh kedua
belah pihak. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ikatan
dua perkataan secara nyata, akan tetapi terwujud juga dengan adanya ucapan
dari salah satu pihak kemudian pihak lain mengerjakan sesuau yang
menunjukkan kehendaknya, berupa tulisan, isyarat ataupun penyerahan.
Bahkan juga dapat tegjadi suatu akad dengar adanya ikatan antara dua
perilaku yang dapat menggantikan posisi ungkapan tersebut yaitu bisa
dipahami oleh kedua belah pihak baik tindakan maupun isyarat.

Berdasarkan penjelasan itu  kemudian dapat dipahami bahwa
sebenarnya inti dan terciptanya suatu akad secara umum adalah terjadinya
kehendak dua orang yang berakad dan ada kesesuaian antara keduanya untuk
memunculkan kewajiban yang sifatnya syari’ah (aturan) dani kedua belah
pihak yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan tulisan isyarat atau
tindakan. Suatu akad menjadi mengikat bilamana memenuhi pokok rukunnya
yaitu ijab dan gabul 32 Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi akad
adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, yang mana perbuatan

seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Dalam hubungannya

152 Al-Jazin, Kitah ......., 1140
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dengan BPRS Al-Mabrur maka AD/ART menunjukkan adanya kesepakatan
antara pihak pemegang saham dan pengelolanya. AD/ART yang telah dibuat
merupakan sebuah permyataan pemegang saham untuk mengelola dananya
dan pengurus dianggap telah menyetujui perjanjian tersebut berdasarkan
tindakan dan kebijakan yang diambil denpan berdasarkan ketentuan
AD/ART.

Sedangkan pendapat yang menyatakan baihwa keberadaan PT bersifat
tetap dan terus berlanjut dengan meninggalnya salah seorang pesero atau
karena dijual bisa ditelaah lebih lanjut berdasarkan penjelasan Sunadji, yang
menyatakan bahwa PT dapat bubar karena dua hal yang pertama keputusan
BI karena kondisi bank tidak sehat atau kedua karena melalui keputusan
RUPS, yang menghendaki pembubaran atau penjualan saham. Jika
dibandingkan dengan hukum Islam, maka perseroan dapat bubar karena
meninggalnya salah seorang pesero atau karena gila. Dalam kondisi seperti
ini maka ahli warisnya yang telah dewasa bisa meneruskannya. Hal yang
sama bisa terjadi pula pada BPRS, artinya ahli warislah yang akan
menggantikan pesero yang meninggal dunia. Namun perseroan tidak dengan
sendirinya bubar karena masih ada pithak (pemegang saham) yang lain yang
bersedia melanjutkan perseroan. Dalam kasus seperti ini Islam mengatur
bahwa. pesero yang lain statusnya tetap sebagai pesero di mana perseroan
yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak kemudian diperbarui di antara

pesero yang masih bertahan untuk melanjutkan perseroan tersebut.
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"Masalahnya sebagaimana pendapat an-Nawawi perlu dibedakan
antara perseroan muddrabah dengan yang lain. Dalam perseroan mudarabah
apabila seorang pengelola menuntut dilakukan penjualan  sedangkan
peseroannya menuntut bagian keuntungan, maka tuntutan pengelola harus
dipenuhi sebab keuntungan itu merupakan haknya dan tidak akan terwujud
selain dalam penjualan. Adapun dalam bentuk perseroan yang lain apabila
salah satu pihak menuntut keuntungan, sementara yang lainnya menuntut
bagian penjualan, maka tuntutan bagian keuntungan itu harus dipenuhi,
sedangkan tuntutan penjualan tidak demikian'*,

Dengan merujuk pada pembahasan di atas, meskipun dalam
pandangan syari’ah menunjukkan bahwa PT masih menyisakan problem,
namun problem tersebut diminimalisir dengan jalan mengakomodasikan
sejauh mungkin dimensi keadilan dan kesetaraan sebagaimana perjanjian
prinsip Islam dalam pelaksanaan perseroan itu sendiri. Pilthan format PT
tertutup oleh BPRS 'Al-Mabrur merupakan sebuah upaya yang bisa
mengeliminir legalitas BPRS sebagai perseroan terbatas yang merupakan
bentuk kerjasama finanstal antara para pemegang saham sebagai pemilik
dana dan pengurus sebagai pengelola dengan AD/ART sebagai peraturan
yang mengikat kedua belah pihak sehingga dikategorikan sebagai bentuk

perjanjian yang dibenarkan oleh syari’ah.

'*3 | ihat An-Nawawi, el-Majmi’ ........ , XV:263-264.
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Pembahasan berikutnya adalah analisa terhadap operasionalisasi
prinsip mudarabah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syari’ah dalam
hal ini BPRS Al-Mabrur Ponorogo, dan untuk melihat lebih jauh lagi
mengenai operasionalisasinya terlebih dahulu dipaparkan unsur utama yang
terkandung di dalam prinsip mudarabah, yaitu
a. Bentuk kerjasama finansial antara dua pihak, yang mana salah satu pihak

sebagal pemilik modal dan yang lain sebagai pengelola.

BPRS  sebagai  sebuah  lembaga  intermediasi  yang
mempertemukan antara modal dan usaha, memiliki produk yang berupa
penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta produk
penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Operasionalisasi kedua
produk ini menggunakan prinsip muddrabah (bagi hasil).

Fungsi intermediasi yang diperankan oleh Bank adalah dengan
menjembatani para penabung dengan investor. Karena tabungan hanya
akan bermanfaat bila diinvestasikan, sedang para penabung tidak dapat
dibarapkan untuk menggunakan kemampuan melakukan bisnis, maka
tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang

bermanfaat bagi masyarakat Islam'>*.

%% Zainul Arifin, “Strategi Mempersipakan Sumber Daya Insani Mengantisipasi
Perkembangan Lembaga Kenangan Syari’ah”, Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional
dengan tema “ Reposisi dan Revitalitas Fkonomi Islam serta Strategi Pengembangannya di
Indonesia” di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, pada tanggal 12 Mei 2000
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Dalam produk tabungan muddrabah dan deposito muddrabah
BPRS bertindak sebagai pengelola (mudarib) terhadap dana yang berasal
dari pemilik modal, penabung atau deposan (sahib al-mal), sehingga
bentuk kerjasama terjadi antara para penabung dan deposan sebagai sahib
al-mal dan BPRS sebagai muddrib, diberi kuasa penuh untuk
menjalankan usahanya tanpa batasan, tidak terkait dengan waktu, tempat,
jenis usaha dan nasabah atau pelanggannya. Akad seperti ini disebut
dengan muddrabah mutlagah.

Dana yang telah terkumpul dari tabungan dan deposito itu
kemudian disalurkan untuk kegiatan produktif melatui produk
pembiayaan. Di samping itu BPRS sebagal muddrib juga menyalurkan
dana yang berasal dari para pemegang saham (sdhib al-mal). Dalam
operasionalnya mengelola dana yang berasal dari masyarakat dalam
bentuk tabungan dan deposito dan modal disetor dari para pemegang
saham, bertanggungjawab penuh mengelola modal yang dipercayakan itu
dengan menjamin hak para penabung atau deposan jika menarik kembali
uangnya maka dari itu tidak semua sumber dana (yang berasal dari
tabungan atau deposito) disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

BPRS menentukan kebijakan bahwa sumber dana dari masyarakat
diklasifikasikan menjadi dua yaitu : (1) Loanable I'unds, merupakan dana
riil yang bisa dipakai atau dipinjamkan, besarnya sesuai dengan bobot

masing-masing yaitu deposito mudarabah jangka ! bulan dengan bobot
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80% dan jangka 3, 6, dan 12 bulan dengan bobot 80% (2) Reserve
Requirement, merupakan dana yang dipakai untuk cadangan likuiditas.'”

Bilamana BPRS Al-Mabrur mempunyai kelebihan dana berkaitan
dengan likuiditas, maka secara rasional manajemen akan memantaatkan
untuk sesuatu yang menguntungkan. Dengan keterbatasan jumlah bank
syari’ah yang ada maka BPRS Al-Mabrur tidak punya pilihan kecuali
menempatkannya di bank konvensioanl yaitu Bank Pembangunan Daerah
(BPD) Jatim Cabang Ponorogo.

Selain sangat jauhnya jaringan bank syari’ah Bank Mu’amalah
Indonesia di  Surabaya sehingga akan mempengaruhi efektivitas
operasional perbankan, ada pertimbangan lain yang dikedepankan,
terutama berkaitan dengan keamanan dana karena masih minimnya
fasilitas yang dimiliki oleh BPRS Al-Mabrur.'>® Dengan alasan tersebut
dikatakan oleh Sunadji (Dircktur BPRS Al-Mabrur) maka diambii
kebijakan untuk menempatkannya di bank konvensional.

Upaya teersebut nampak sebagai tindakan preventif dalam rangka

menghindari bahaya yang tidak diinginkan sebagaimana kaidah figh'”".

'** Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank, untuk
menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan
permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan
investast yang menarik dan menguntungkan, Lihat Muhammad Syaft’i Antomio, Bank ....... , hal 178,

"*$ Warsancara dengan bapak Sunadji, tanggal 25 Pebruari 2002 di Kantor BPRS Al-Mabrur
ponorogo
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IRl
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan™.

Selain itu Hadits Nabi saw menyatakan'®.
e < Jue 4Ty guv, S 1 IV s a9, o s (2 OF
- dabe palganntolg,- LY Vg, e ey

Dari Ibn ‘Abbas r.a. berkata: Bahwa Rasulullah saw berkata:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”.

(HR.Ahmad dan Tbn Majah).

Untuk melegitimasi kebijakan yang diambil tersebut BPRS Al-
Mabrur minta fatwa 'DPS (Dewan Pengawas Syari’ah)”’ dengan
mengirim surat No. B/75/DJS/II/2001 tanggal 12 Maret 2001. Merujuk
surat terscbut DPS mengeluarkan fatwa tentang penempatan dana yang
pada prinsipnya DPS  menyetujui dana sementara belum dipakai,

disimpan di bank konvensional asal niatnya untuk pengamanan bukan

untuk. membungakan uang. Jika - memang niatnya ity untuk

""" Abd al-Wahab Khalaf, llm Usitl al-Figh, (Ttp : Maktabah ad-Da’wah al-Islamiyah. 1),
hal. 207.

'** Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan tbn Majah melalui jalur ibn ‘Abbas. Dan Ibn
Majah juga meriwayatkan dari jalur Abu Sa’id al-Khudri. Sementara dalam Kitd@d al-Muwata’ hadis
ini termasuk hadits mursal yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi’in langsung dari
Nabi saw dengan tidak menyebut nama orang yang menceriterakan kepadanya. lmam Malik,
meriwayatkan hadis mursal ini datang dari Amr ibn Yahya al-Mazari dengan tambahan redaksi yaitu

. aule BB 3L S0 =(35|Jbb__;‘-bdr° Lihat San’ani, Subil ........ , [11:84
'*? Sebagaimana Surat Keputusan Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tentang BPR berdasarkan
prinsip sayri'ah pasal 19, DPS berfungsi mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip
syari'ah, Jadi pada dasarnya DPS dibentuk untuk mengkornfirmasikan apakah transaksi-transaksi
keuangan bank seperti peluncuran produk-produk baru, transaksi dengan bank konvensional dan
sebagainya telah sesuai dengan syari’ah atau tidak, hal ini DPS membuat keputusan apakah hal itu
diizinkan oleh syari’ah, dengan fatwa yang berisi pernyataan, penilaian dan pandangan legal formal,
Lihat Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah, (Yogyakarta : LKIS), hal. 185.
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membungakan uang maka menjadi haram sehingga pada saat menyimpan

uang tidak diperbolehkan untuk menuntut bunga, melainkan meminta

keselamatan'®.

Operasional BPRS dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan
syari’ah belum sepenuhnya terbebas dari bank konvensional yang
menerapkan sistem bunga. Berbagai macam pendapat yang berkaitan
dengan bunga bank, dari hasil keputusan lokakarya MUI 1990
menelurkan tiga opini utama yaitu:

1. Beberapa mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba, sehingga
bunga bank itu dilarang (fardm) menurut syari’ah Islam.

2. Opini kedua mengemukakan bahwa bunga bank berbeda dengan riba,
Jadi diperbolehkan.

3. Sementara yang terakhir cenderung menyatakan bahwa tidak ada
arahan yang jelas apakah bunga bank itu riba atau tidak, tetapi itu
merupakan subhdt (meragukan) %,

Sementara itu Umar Syihab tokoh ulama NU memberikan

argumentasi kenapa bunga bank tidak haram, yaitu :

"% Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah BPRS Al-Mabrur Ponorogo No. B.84/DJS/111/200)

tentang penempatan dana di Bank konvensional

'l 1 okakarya ini membahas topik utama “Swku Bunga Bank dan Perbankun" vyang
diadakan oleh MUI pada 18-20 Agustus 1990 sebagai sarana untuk mengusulkan gagasan bagi
pembentukan BMI. Gagasan ini selanjutnya menjadi agenda diskus: pada konggres Tahunan MU1 IV
pada 22-25 Agustus 1990 dengan keputusan akhir menyetujui cetak biru bagi pembentukan BMI.
Lihat Iwan Triyuwono, Organisasi .............. , hal. 108,

'? Ibid, hal. 109



127

Jumlah bunga yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah
jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang ada dan berlaku pada
jaman Jahiliyah.

Pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank itu sendiri atau
nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan
merasa dirugikan dengan pembenian bunga.

Tujuan pengambifan kredit dan debitur pada jaman Jahiliyah adalah
untuk tujuan konsumtif, sedangkan sekarang untuk tujuan produktif.
Adanya kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi sebagaimana
halnya dalam jual beli dengan ‘un taradin'®.

Melihat adanya kontroversial ulama seputar bunga bank,

Nadirsyah membuat sistematik bunga menjaai tujuh, yaitu :

L.

Bunga termasuk kategori riba, sebab esensinya sama dengan adanya
tambahan (ziya@dah) nilai sebagaimana imbalan penundaan tempo
pembayaran hutang. Mengingat kita tidak bisa menghindari dari
bank, maka hukumnya boleh jika dalam keadaan darurat.

Bunga bank boleh karena bunganya tidak berlipat ganda

Bunga bank untuk tujuan produktif boleh dan untuk tujuan konsumtif
dilarang (haram).

Bunga bank bukan riba karena merupakan pemanfaatan uang

'63 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, (Semarang @ Dina Utama,

1996), hal. 127
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5. Bunga bank status hukumnya adalah subfar (meragukan)

6. Bunga bank boleh karena rukhsah

7. Bank bukan mukallaf sehingga bunga bank tidak mengapa karena
yang melakukannya bank'**,

Sedangkan dalam produk pembiayaan, BPRS bertindak sebagai
sahib al-mal (pemilik modal) dalam hal bank menyediakan dana bagi
para nasabah penerima pembiayaan yang akan bertindak sebagat mudcrib
(pengelola).

Untuk kurun  waktu tahun pertama, BPRS Al-Mabrur
menyalurkan pembiayaan mudirabah dengan 2 kategori yaitu
pembiayaan ritail, untuk pembiayaan dengan jumiah Rp 2.000.000,00
dan pembiayaan muddrabah untuk jumlah pembiayaan di atas Rp
2.000.000,00. Dibandingkan dengan pembiayaan mudarabah dan Bai’
bitsaman ‘Ajil pembiayaan muddrabah ini relatif sangat sedikit. Hal ini
dapat dilihat pada masih rendahnya portfolio pembiayaan mudarabah
tiap-tiap bulan. Sebagai contoh, neraca tanggal 31 Januari 2001
menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah hanya 0,5% dari total
pembiayaanms.

Padahal melalui pembiayaan mugdrabah di samping pembiayaan

musydrakah (pembiayaan ekuitas) mekanisme bagi hasil ditunjukkan,

'%* Nadirsyah, “Bunga Bank dalam Perspektif Islam * dalam majalah Yurisdiksi, Edisi
tahun I, 1999, hal. 57-58.
185 Neraca PT BPRS Al-Mabrur Ponorogo tanggal 31 Januari 2001
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sementara pembiayaan lain yang berupa pembiayaan perdagangan dalam

bentuk mudarabah maupun Bai' Bitsaman ‘djil tidak mencerminkan

mekanisme bagi hasil tersebut. Kenyataan inilah sebagaimana dikatakan

Achmad Tohirin sering mengundang skeptisisme masyarakat terhadap

bank syari’ah, karena bank syari’ah hanya mengandalkan pada

pembiayaan yang bersifat cost pflus financing melalui produk-produk
pembiayaan perdagangan seperti tersebut di atas. Persoalan ini
mengimplikasikan bahwa perbankan syari’ah harus mampu mewujudkan
portolio pembayaran yang lebih proporsional terutama pada produk
mudarabah dan  musyarakah'®®. Memang tidak mudah untuk
mewujudkan hal tersebut, tetapi ini merupakan agenda yang mutlak harus
dilakukan dalam mengembangkan perbankan syari’ah ke depan.

Sebagaimana pendapat Adiwarman A. Karim ada beberapa hal yang

menyebabkan pembiayaan bagi hasil hanya merupakan bagian kecil dari

pembiayaan yang diberikan :

1. Sumber dana bank syari’ah yang sebagian besar berjangka pendek
tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya
berjangka panjang;

2. Pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi

cenderung enggan menggunakan kredit dengan bunga yang sudah

1% Achmad Tohirin, ibid, Strategi ..., tanggal, 21 Maret 2002
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pasti jumlahnya. Pada umumnya yang banyak meminta pembiayaan
bagi hasil adalah mereka yang tingkat keuntungannya rendah;

3. Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan meminta
pembiayaan bagi hasil. Kebanyakan yang memilih modal bagi hasil
adalah mereka yang berbisnis dengan resiko tinggi termasuk misalnya
mereka yang baru terjun ke dunia bisnis;

4 Untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan
keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi
bisnis yang terlalu optimis yang justru akan menyulitkan bank di
kemudian hari;

5. Banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan, Pembukuan
vang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil
sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank kecil,
padahal pada pembukuan sebenarnya si pengusaha membukukan
keuntungan besar' .

Namun demikian tegas Yuslam Fauzi, walaupun dalam kaca mata
bisnis mumi, investasi di bank syari’ah mengandung resiko yang lebih

168

tinggi dibandingkan dengan investasi di bank honvensional ™, tetapi di sisi

176 Adiwarman A. Karim, Ekonomi ........... , hal 83

168 11a] tersebut karena investasi di bank syari’zh tidak memberikan janji yang pasti
mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor, sementara di bank konvensional
keuntungan tersebut telah dijanjikan dalam bentuk yang tetap (bunga), Lihat Yuslam Fauzi,
“Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syari’ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pembeédrdayaan
Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syari’ak “, Makalah ini tidak diterbitkan. ‘
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lain pengusaha yang memperoleh pembiayaan dari bank syari’ah
mengéndung resiko yang relatif rendah dibandingkan dengan resiko yang
ditanggung jika ia menggunakan pembiayaan dari bank konvensional,
karena harus membayar bunga yang pasti. Hal itu karena return yang
diberikan kepada bank syari’ah berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak harus
pasti melainkan bergantung pada keuntungan atau pendapatan yang
diperoleh'®.

Tetapi dalam operasional bank syari’ah (BPRS Al-Mabrur),
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dikatakan oleh Trisno (karyawan
bagian lapangan) mengandung resiko yang tinggi. Alasannya jika terjadi
kerugian yang bukan karena kelalaian kalau kesalahan nasabah menjadi
tanggungjawab bank. Sehingga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
muddrabah relatif sangat sedikit dibandingkn dengan pembiayaan
muddrabah atau BBA." Berangkat dari kekhawatiran terhadap resiko yang
hanya ditanggung oleh peminjam tanpa keikutsertaan bank dalam
menanggung resiko, maka para teoritisi perbankan syari’ah berpendapat
bahwa bank [slam sistemnya harus menggunakan bagi hasil. Namun seperti

dikatakan oleh Abdullah Saeed, dalam praktiknya sistem bagi hasil ini

Ponorogo.

19 Ibid Peranan ....cooeeen., Makalah ini tidak diterbitkan.
170 Wawancara dengan bapak Trisno tanggal 8 April 2002 di Kantor BPRS Al-Mabrur



sebagaimana diusulkan oleh para teoritisi tersebut tidak dapat diterapkan
secara luas karena beratnya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank.

Pengalaman tersebut lanjutnya, membuat bank Islam berusaha
menemukan cara yang dapat digunakan untuk membatasi kelonggaran
sistem bagi hasil agar dapat diterapkan dalam mekanisme pembiayaan yang
nyaris tanpa resiko'”.

Masalah-masalah riil yang muncul akibat penerapan sistem bagi hasil
tersebut menyebabkan perbankan Islam mengurangi secara bertahap
penerapan sistem itu dan secara terus menerus meningkatkan penggunaan
mekanisme pembiayaan seperti bunga yang salah satunya adalah sistem
murdbahah'"*.

Sedangkan menurut Sunadji (direktur BPRS Al-Mabrur), faktor yang
melatarbelakangi minimnya pembiayaan muddrabah adalah karena dalam
realita operasional prinsip muddrabah, banyak pengusaha yang tidak
memenuhi standar prinsip muddrabah, sehingga jika dipaksakan untuk
dimasukkan dalam kategori pembiayaan muddrabah, justru akan

menyulitkan pengusaha itu sendiri dan juga akan mempengaruhi efisiensi

operasional BPRS Al-Mabrur.

' Abdullah Saeed, Islamic Bunking and Interest: A Study of The Prohibitio of Riba
and It’s Contemporary Interpretation, (Leiden : E J. Brill, 1996), hal. 51.

172  ihat, Ibid, hal. 76



Untuk mengatasinya BPRS menerapkan kebijakan dengan strateg:
manajemen resiko, seperti tidak akan membiayai usaha yang baru,
pembiayaan spekulatif dan pembiayaan yang melanggar syari’ah (tidak
halal). Selain itu resiko yang dimungkinkan akan terjadi juga diantisipasi
sejak dini, yaitu dengan memakai prinsip analisa pembiayaan yang dikenal
dengan SC (character, capasity, capital, colateral dan condition).

Prinsip analisa pembiayaan tersebut dipergunakan dalam melakukan
penelitian permohonan pembiayaan. Seorang petugas bagian lapangan
(AO) harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan
kondisi secara keseluruhan calon debitur yang meliputi :

1. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur (character).

2. Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk
melakukan pembayaran (capasity).

3. Penilaian terhadap kemampuan modal yang telah dimiliki oleh calon
debitur (capital).

4. Penilaian terhadap jaminan milik calon debitur (colareral).

5. Penilaian terhadap kondisi perekonomian secara wnum khususnya yang
terkait dengan jenis usaha calon debitur (condition).'™

Bentuk kebijakan yang diterapkan oleh BPRS tentang analisa

pembiayaan ini seolah-olah merupakan sikap yang kurang memberikan

' Wawancara dengan bapak Sunadji, tanggal 25 Pebruari 2002 dan 8 April 2002 di Kantor
BPRS Al-Mabrur Ponorogo.



kepercayaan kepada calon nasabah, sementara nasabah tersebut berada
dalam situasi yang sangat sulit berkaitan dengan modal usahanya. Padahal
dalam kerjasama, Islam mengajarkan untuk saling memberikan
kepercayaan di antara para pihak yang terlibat tanpa adanya sikap saling

curiga, sebagaimana hadis Nabi'™ :

@@\d}mJQ\B:JGwd\wb) '5_){)_%(_5_3'1 o

Coan S 3S SRNE S Ga, S\l ‘:-3—»“3%-\‘5“—\1“

C c(_)_k— B0 D

Dari Abi Hurairah ra., mengatakan: bahwa Rasulullah saw berkata:

“Hindarilah bagi kalian akan prasangka buruk, bahwa sesungguhnya

prasangka buruk itu adalah sebohong-bohongnya ucapan”. (Muttafagun
‘alaihi).

Bagi BPRS prinsip analisa tersebut mutlak untuk dilakukan sebagai
konsekuensi dari amanah yang dipegangnya vaitu modal dari para pemegang
saham dan para penyimpan. Dan dengan analisa ini akan melahirkan
kepercayaan dari pihak bank kepada nasabah sebagaimana firman Allah : Al-
Quran An-Nisa’ (4):58.

RVETS ST EPEVIIIE S TRN esfﬂ.gﬁ_il\ Sy

“Bahwasannya Allah menyuruh kalian agar benar-benar menjaga amanah
kepada yang berhak menerimanya.”

174 . . . o . . .
Jangan mencari-cari kesalahan. Jangan saling in, Jangan saling membenci dan jangan

saling membelakangi. (HR Bukhari dan Muslim dari ABi Hurairah r.a ) Lihat as-San;’ani, Subul ......,

[V:58



Dan Firman Allah ;: Al-Quran, Al-Baqarah (2):283.

<5l &53;‘6&5\3’3:\-\5 Loy oSiasy atols
“Maka apabila kedua belah pihak sudah saling mempercayai hendaknya
orang yang dipercaya (berutang) itu membayar hutangnya”.

Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dari pemilik modal, BPRS
Al-Mabrur sudah selayaknya untuk menaruh kepercayaan kepada calon
nasabah yang akan bertindak sebagai pengelola modal tersebut. Sehingga
penerapan prinsip analisa yang kaku justru akan menghalangi kelayakan
pembiayaan yang akan diterima. ltulah sebabnya mengapa calon debitur
disarankan untuk menjadi nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan
dalam rangka mengenal lebih jauh tentang karakternya.

Kaitannya dengan minimnya pembiayaan muddrabah, sebagaimana
dikatakan Sunadji dan Trisno, Zainul Arifin berpendapat bahwa pada
umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah, akibat
dari adanya keterbatasan aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan
organisasi. Pada umumnya mereka belum mampu memenuhi persyaratan
teknis bank, antara berkaitan dengan penyediaan perizinar dan jaminan.
Banyak usaha kecil yang dalam melakukan penyediaan permodalannya tidak
mengikuti face atau tahapan pembiayaan yang semestinya dilalui melahu

siklus kehidupan usahanya. Tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :



+ Pada tahap pertama yaite investasi awal, sumber pembiayaan umumnya
adalah dari uang pribadi pemilik perusahaan dan berbagai sumber lain
yang diupayakan oleh pemilik-pfusahaan yang umumnya sudah dikenal
dengan baik;

e Pada tahapan kedua, perusahaan mulai tumbuh melampaui kemampuan
pembiayaan pemilik. Dalam tahapan ini pemilik tidak bisa lagi mebiayai
berbagai investasi berikutnya dengan dana sendiri, sehingga perusahaan
harus mencari sumber pembiayaan lain yang lazim terjadi dalam dunia
usaha yaitu kredit yang diberikan oleh mitra dagang (supplier), yang
dikenal dengan trade credit;

e Pada tahapan benkutnya, yakni apabila usahanya sudah berkembang
dengan baik, pengusaha baru dapat memanfaatkan bank sebagai sumber
dana pembiayaan'”.

Untuk membina hubungan dengan bank. Zainul Arifin menvarankan
sebelum meminta kredit kepada bank, terlebih dahulu pengusaha sebaiknya
memanfaatkan jasa pelayanan bank, misalnya meajadi nasabah, deposito atau
penabung. Hal ini pertu dilakukan agar setelah sekian lama menjadi nasabah,

pihak bankir akan mengenal nasabahnya secara lebih baik. Simpanan

173 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek,
(Jakarta : Alvabet, 1999), hal. 111
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tersebut pada akhirnya dapat digunakan pula sebagai jaminan bank, dalam
rangka memberikan kredit kepada pengusaha'’’.

Dua pihak yang terlibat dalam kerjasama harus memperoleh bagian
keuntuhgan dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Esensi dan sebuah aktivitas ekonomi adalah bagaimana dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi
barang dan jasa sehingga konsumsi masyarakat meningkat. Untuk merealisir
hal tersebut perlu ditunjang dengan upaya dari pelaku ekonomi untuk dapat
memanfaatkan potensi dan sumber daya ekonomi secara optimal dan
rasional. Etika bisnis yang menekankan aspek keaditan di samping
meningkatkan keuntungan usaha merupakan bagian penting dalam usaha
untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.

Islam mengajarkan dalam melakukan kerjasama agar senantiasa
dilandasi dengan prinsip keadilan dan kerelaan di antara para pithak yang
terlibat di dalamnya. Dhi sinilah persoalannya mengapa dalam prinsip
mudarabah, para pihak harus memperoleh bagian yang proporsional dari
keuntungan yang dihasilkan. Bagi pemilik modal, keuntungan merupakan
konsekuensi dari modal yang ditanamkannya, sedang bagi pengelola
keuntungan merupakan bagian yang harus diterimanya sebagai hasil jenh

payahnya dalam mengelola sebuah usaha.

T Ibid hal 111
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Sebagai tujuan akhir dari aktivitas mudarabah keuntungan dari
masing-masing pihak harus diketahui pada waktu akad dan merupakan
presentasi dari keuntungan yang dihasilkan. Dalam opersional BPRS Al-
Mabrur, keuntungan untuk produk penghimpunan dana (fabungan dan
deposito mudarabah) berupa bagi hasil dengan nisbah atau pembagian sesuat
kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Nisbah atau profit sharing ratio yang berlaku mulal Januari 2001
adalah 50% : 50% untuk tabungan mudarabah dan 45% :55% untuk deposito
mudarabah dengan janghka waktu 1,3 dan 6 bulan, sedangkan untuk jangka
waktu 12 bulan 40% : 60%.

Nisbah tersebut menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan
dari produk penghimpunan dana-tabungan nudarabah akan dibagi antara
penabung sebagail sahib al-mal dan bank sebagal mudarib dengan presentasi
50%  50%. Artinya bahwa masing-masing pihak memperoleh bagian
keuntungan yang sama. Sedang untuk deposiro muddarabah dengan jangka
waktu 1, 3 dan 6 bulan, deposan sebagai sahib al-mal akan memperoleh
bagian keuntungan sebesar 55% dan bank sebagai mudarib memperoleh 45%
dari keuntungan yang dihasilkan.

Besarnya nominal bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya
akan berubah-ubah sesuai keuntungan yang diterima oleh bank. Artinya
bahwa besarnya keuntungan yang diterima nasabah atas tabungan dan

deposito mudarabah adalah tergantung tingkat keuntungan bank. Jika bank



mendapat keuntungan yang besar, maka besar pula yang diterima nasabah
dan sebaliknya.

Selain itu dengan berpijak pada tata-cara perhitungan nisbah bagi
hasil tabungan dan deposito mudarabah seperti telah diuraikan pada bab [V
maka besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh penabung dan deposan
tergantung pada pendapatan BPRS, nisba/z bagi hasil antara nasabah dan
bank, rata-rata saldo tabungan dan deposito untuk jangka waktu tertentu yang
ada pada BPRS dan jangka waktu deposito karena terpengaruh lamanya
Investasi.

Sebenamya istilah yang tepat dalam kasus BPRS untuk bagi hasil
1alah revenue sharing yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan
yang bersumber dari mark wup atau margin, komisi atau provisi dan
penempatan di bank lain dan bukan hasil keuntungan Dan keuntungan
terjadi jika bagi hasil usaha didasarkan pada prinsip profit sharing yaitu bagi
hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan
dana. Dan prinsip kedua ini jelas tidak dilakukan untuk operasional pada
prinsip muddrabah di BPRS dengan ditanggungnya semua biaya temasuk
provisi untuk resiko pembiayaan.

Meskipun pada dasamya kedua prinsip profit sharing maupun
revenue sharing dapat digunakan untuk keperiuan distribusi hasil usaha
dalam lembaga keuangan syari’ah, tetapi sebagaimana fatwa Dewan Syari’ah

Nasional No. 15/DSN-MUL/IX/2000, untuk pembagian bagi hasil sebaiknya
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digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) jika dilihat dari segi
kemaslahatan (af-asiah).

Kemaslahatan merupakan sebuah konsep yang melatarbelakangi
penetapan prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah.
Sebagaimana kaidah figh :

SO [T e N T R
“Di mana saja terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Oleh karena itu dalam mengimplementasikan konsep mu’amalah di

lembaga keungan syari’ah, hendaknya memperhatikan paradigma pemikiran

bahwa hukum Islam pada bidang mu’amalah beriaku kaidah'™:

RS N O P E TS R CAN SR ER T IO SR PN R WS
“Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkannya.”

Kaidah 1ini mengindikasikan bahwa posisi syari’ah seperti
dikemukakan Zainul Arnfin yang = berbasis pada prinsip kebebasan
berkontrak adalah fleksibel. Sehingga semua jenis kontrak transaksi pada
prinsipnya diperbolehkan, sepanjang dalam hal transaksi keuangan tidak

berisi elemen riba atau gharar'"”.

'™ Pada dasamnya segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuah ada dalil yang

mengharamkannya. Lihat Fauzy Athawy, Al-Igtisid wa al-Mal fi at-Tasyri’ af-Isfim wa an-Nizlim
al-wad'iyyah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), hal 84

"7 Gharar dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana para pihak yang berkontrak tidak
menguasai informasi tenang subyek kontrak mereka, Lihat Zainul Arifin, Memahami ... hal. 29.
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Prinsip bagi hasil (revenue sharing) yang digunakan BPRS dalam
distribusi hasil usaha kepada para nasabah memberikan keuntungan kepada
penabung dan deposan dengan pendekatan LDR (loan to Deposit) yaitu
mempertimbangkan rasio antara dana pihak ke tiga (para penyimpan)
sebagai dana efektif serta pembiayaan yang diberikan.

Dalam keuangan syari’ah ~ tegas Antonio ~ LDR bukan saja
mencerminkan keseimbangaﬁ, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar
membagikan hasil riil dari dunia usaha (foan) kepada penabung (deposit),

Hal inilah yang membedakan lembaga keuangan syari’ah dengan
bank konvensional yang memberikan keuntungan dengan perangkat bunga,
yang fixed, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat
dihasilkan dari dana yang dihimpun. Konsekuensinya, bank harus memberi
tambahan  bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan
dengan kewajiban bunga ke penabung, yang dikenal dengan istilah negative
spread atau keuntungan negatif (rugi)'™®.

BPRS Al-Mabrur melakukan praktik pre-determined return dalam
produk pembiayaan dengan ditetapkannya LR (Leanding Rate) sebagal
pedoman AQO untuk melakukan negoisasi nisbah bagi hasil dengan calon
nasabah. LR dihitung berdasarkan beberapa faktor vang meliputi :

1. COF (Cost of Funds) atau biaya dana untuk memberikan nisbab bagi

hasil kepada penabung;

"% Lihat Muhammad Syafi’i Antonio, Bank ......... , hal 145
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2. OHC (Overhead Cost)yang terdiri dari biaya tenaga kerja, sewa kantor,
pemeliharaan dan penyusutan aktiva, barang, jasa dan lain-lain;

3. RISK (resiko pembiayaan);

4. SPREAD, yaitu keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan yang
dikeluarkan.

Pembiayaan akan direalisasikan, apabila calon nasabah ity sanggup
memberikan nisbah bagi hasil kepada BPRS tiap bulan minimal sebesar tidak
kurang dari standar LR. Artinya jika BPRS menetapkan LR sebesar 2%,
maka nisbah bagi hasil untuk BPRS tidak boleh kurang dari 2% x jumlah
pembiayaan yang diberikan.

Praktik tersebut - mengindikasikan ~bahwa bagi hasil produk
pembiayaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam jumlah yang pasti
(fixed return) dan bukan sebagai presentasi dari keuntungan yang dihasilkan
oleh calon nasabah, telah bergeser dari konsep normatif muddrabah dan
bahkan mirip dengan bunga. Padahal menurut Karnaen Perwaatmadja, yang
dilarang itu pada dasarnya keuntungan dalam jumlah pasti yang ditetapkan
terlebih dahulu (fixed return), lihat Al-Quran surat Lugman (31):34.

MAS BB 5 L Gad (S, an e g
“Bahwa tidak seorangpun yang mengetahui apa yang dikerjakannya besok
pagi”.
Sehingga bentuk kontrak mudarabah dan musyarakah lebih merupakan

sistem yang berdasarkan atas penyertaan (equity based system) dengan
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prinsip bagi hasil. Keuntungan di muka dapat ditetapkan apabila itu

merupakan kesepakatan jual beli melalui pemilikan barang atau aktiva dalam

181

bentuk ' muddarabah, Ba'i Bitsaman Ajil, ljarah dan Bai* at-Ta firi'®".

Di sisi lain Karnaen Perwaatmadja juga menyatakan bahwa
penggunaan presentasi untuk pembebanan kewajiban membayar pada bank
Islam melekat pengenaannya kepada sisa hutang walaupun telah melampaui
batas waktu kontrak. DI samping itu, prosentasi mengandung potensi
melipatgandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman yang
karena sesuatu hal terlambat dibayar, lihat Al-Quran Surat Ali ‘Imran (3);138

ua:_aj iﬁsygémjwwc;kﬁg RN
“Yang telah disebutkan itu, adalah penjelasan bagi manusia serta petunjuk
dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa”.

Namun pada kenyataannya BPRS menggunakan presentasi bagi hasil
yang dikenal dengan nisbah bagi hasil. Jadi pada dasarnya permasalahan
bukan terletak pada presentasinya tetapi lebih condong pada masalah
penentuan keuntungan pasti atau tidak.

Dari kaitan masalah tersebut, Abdullah Saced menyatakan bahwa
berdasarkan teori perbankan Islam, bank Islam yang bebas bunga (inrerest
Jree banking) berdasarkan pada sistem bagi hasil yang tercermin melalui

prinsip muddrabah dan musydrakah. Para teoritis perbankan Islam dan

'*! Lihat Karnaen Perwaatmadja, “Peluang dan Strategi Opeerasional Bank Mu'amalat
Indonesia”, makalah Seminar Sehari Kiat Bisnis Dari Sudut Pondang di Garden Palace Hotel
Surabaya, tanggal 12 September 1992, hal. 9.
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cendekiawan muslim memahami bahwa bunga (inferesr) dan modal yang
hasiinya telah ditentukan terlebih dahulu (predetermined return) adalah
termasuk riba, khususnya dalam pembiayaan.

Dengan menginterprestasikan bunga (inferest) sebagai riba, para
teorttis perbankan Islam mengikuti pemahaman klasik yang menyatakan
bahwa setiap keuntungan yang diperoleh para pemberi pinjaman yang
menambah perolehan pemberi pinjaman termasuk riba.

Dengan mengikuti interprestasi ini bank Islam tidak boleh menerima
setiap modal yang hasilnya telah ditentukan terlebih dahulu (prederermined
return). Tampaknya dalam praktik, bank [slam akan mengalami kendala
untuk menerapkan segala bentuk yang secara eksplisit mengandung unsur
bunga (interest) dalam pengertian yang legal termasuk riba.

Tetapi transaksi yang tidak secara eksplisit mengandung unsur riba
(interest) atau menggunakan nama lain di [uar istilah bunga sebagaimana
dalam kasus peredaran uang, serta operasional jangka pendek dengan
menggunakan mudarabah, musyarakah dan murdbabah dapat diterima
secara terbuka dan sah dengan dalih digunakan sebagai biaya fee atau jasa,
komisi dan keuntungan'®’.

Menanggapi masalah itu Sunadji menyampaikan beberapa alasan

berkaitan dengan ditetapkannya fixed return dalam penyaluran pembiayaan.

Menurutnya dalam kapasitas sebagai ~ BPRS ~ yang baru berdiri, BPRS

1621 ihat Abdullah Saeed, Islamic............ , hal. 1-2
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menghédapi kendala ketika harus menerapkan prinsip muddrabah dengan
distribusi bagi hasil yang berdasarkan presentasi keuntungan riil yang
dihasilkan oleh nasabah. Kendala tersebut lebih bersifat intern yaitu
menyangkut kesiapan sumber daya insani, dalam hal ini AQO yang bertugas
khusus menangani pembiayaan. Sampai paca penelitian ini dilakukan,
Jumlah petugas AQ baru satu orang, tidak mungkin secara intensif
melakukan survey ke lokasi —nasabah menyangkut pembiayaan yang
disalurkan,

Selain itu kesiapan masyarakat untuk memahami sistem pembiayaan
berdasarkan presentasi keuntungan riil yang tentunya sangat fluktuatif
membutuhkan cukup waktu, karena masyarakat sudah terbiasa dengan sistem
bank konvensional dengan fixed return (bunga yang pasti). Dengan alasan
ini maka untuk tahap awal BPRS menerapkan sistem pembiayaan yang mirip
dengan operasional bank konvensional, walaupun pada prinsipnya tetap
berbeda. Namun demikian Sunadji menegaskan, sambil menerapkan sistem
yang sudah ada, dalam perjalanannya BPRS senantiasa berusaha untuk
mencari bentuk yang lebih sesuai dengan prinsip syari’ah.

Sebagaimana disampaikan oleh Zainul Arifin tentang kendala
perbankan syari’ah terbukti sangat jelas dalam praktik pembiayaan dengan
sistem fixed return, dinyatakan bahwa salah satu kendala perbankan syari’ah
adalah karena kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-

undangan yang mendukung sehingga perbankar tampil seperti perbankan
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konvensional, berikut konsekuensi-konsekuensi  lain  bagi  sistem
operasionalnya. Itulah salah satu sebab lambatnya pemahaman masyarakat
terhadap sistem perbankan syari’ah dan bahken menyebabkan timbulnya
persepsi-persepsi yang salah di kalangan masyarakat termasuk kalangan
perbankan, cendikiawan dan kalangan umat Islam itu sendiri'®’.

Asumsi tersebut dapat dibuktikan dengan model akuntansi yang harus
diterapkan oleh lembaga keuangan syari’ah. Dalam ha! ini pemerintah
dengan ketat mengatumya dalam bentuk UU Perbankan No. 7 Tahun 1992,
pasal 34 yang menyatakan :

“Sebuah bank harus melaporkan neraca tahunan dan laporan rugi

labanya kepada Bank Indonesia bersama dengan lembar penjelasan,

Juga laporan-laporan periodik lainnya dalam waktu dan dalam bentuk

yang ditentukan oleh bank Indonesia”.

Pernyataan “dalam bentuk yang sudah ditentukan™ merupakan tekanan
cksternal yang kuat yang memainkan peran sangat signifikan dalam
membentuk praktik-praktik untuk akuntansi bank di Indonesia. Sebagaimana
dinyatakan Zainul bahar Noor ~ Praktisi Bank Mu'amalat Indonesia ~
bahwa lembaga keungan syani’ah berada di bawah sistem akuntansi Barat
dan tidak ada hubungannya dengan sistem akuntansi Islam’'®*

Ketika amanah diartikan dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban),

maka secara implisit orang-orang di lembaga keuangan syari’ah telah

'8 ihat Zainul Arifin, Memahami ........ , hal. x

'84 1 ihat Iwan Triyowono, Organisasi .......cee..... , hal 208
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bertindak dengan berasumsi bahwa menyediakan dan menerbitkan laporan
keuangan dengan mengikuti standar akuntansi yang ada merupakan salah
satu bentuk tanggungjawab mereka (tanpa mengacu pada standar-standar
akuntansi Islam) dan ini tentunya merupakan konsekuensi dari menerima
amanabh.

Sebagaimana dikatakan Iwan Triyuwono, meskipun model akuntansi
Islam “belum dikenal” oleh orang-orang di lembaga keuangan syari’ah yang
pada dasarnya mengadopsi dan mempraktikkan sistem akuntansi Barat,
ternyata ada beberapa impitkasi akuntansi yang ditemukan sebagai hasil
langsung dan konsekuensi logis dam peniadaan bunga di satu pihak dan
sistem bagi hasi! di lain pihak. Implikasinya tidak begitu mendasar, dalam
arti bahwa mereka tidak dapat mentransmisikan pesan konteks nilai-nilai
Islam dalam bentuk bahasa akuntansi.

Kattan dalam penelitian ini, implikasi tersebut dapat dilihat dari
neraca dan laba rugi BPRS dengan bentuk pendapatan dan prinsip bagi hasil
yang mendasari operasionalnya, bentuk tersebut bisa dituangkan dalam
bentuk simbol tertentu seperti pendapatan dan pembagian keuntungan atau
pengeluaran dari pembagian keuntungan dan dengan istilah bagi hasil
sebagal gantinya istilah bunga.

Meskipun lembaga keuangan syari’ah harus mengikuti standar
akuntansi yang sudah ada, tetapi dalam tahap tertentu implikasi Islam

diperbolehkan untuk dinyatakan dalam simbol yang lebih sesuai dengan
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standar akuntansi Islam. Sebagaimana termaktub dalam Pendahuluan SKAP]
(Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia) :

“Bagi bank-bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil sejumlah terma

dan periakuan akuntansi untuk bertransaksi harus sesuai dengan

kondisi-kondisi bank-bank tersebut”.

Dengan demikian ada kemungkinan bagi lembaga keuangan syari’ah
untuk secara kreatif membentuk praktik-praktik akuntansi mereka yang lebih
sesuai dengan model akuntansi {slam.

Jika keuntungan didistribusikan secara proporsional kepada masing-
masing pihak yang terlibat dalam kontrak (sakib al-mdl dan mudarib), maka

I'* Dalam hal ini

kerugian yang terjadi hanya ditanggung oleh pemilik moda
pemilik modal beresiko untuk kehilangan modal dan mudarib beresiko untuk
kehilangan tenaga'®,

Sebagai sahib al-mal, lanjut Abdullah Saeed, bank akan menanggung
semua kerugian sepanjang tidak ada bukti tentang kesalahan-kesalahan dan
pelanggaran mudarib atau memang tidak terbukti melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan investor. Jika terbukti maka muddrib akan menanggung
kerugian yang terjadi.

Atas dasar itulah sebagaimana disinyalir oleh Dawan Rahardjo,

bahwa meskipun sistem bagi hasil adalah alternatif yang mungkin lebih bisa

185 Al-JaZiri, Kit@h .......... , 11134

'8 Abdullah Saeed, Islamic ........ , hal. 55
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diterima (karena sesuai dengan syari’ah) tetapi dalam sistem bagi laba
maupun rugi masih belum dilaksanakan. Jika rugi maka bank tidak bersedia
menanggung, sehingga bank pun masih meminta jaminan yang konkrit'®’.

Hal ini nampak jelas dalam praktik operasional pembiayaan di BPRS
dengan syarat ada jaminan dari setiap nasabah yang akan mengajukan
pembiayaan. Bahkan nilai likuiditas barang jaminan tersebut sangat
mempengaruhi terhadap pembiayaan yang akan direalisasikan.

Sekalipun demikian masih bisa dipahami mengenai kebijaksanaan
BPRS karena bank tersebut merasa bertanggungjawab besar dalam
memegang amanah dari para pemegang saham dan penyimpanan uang pada
bank. Dan ini diharapkan akan mengandung hikmah tersendiri, hal ini
mendorong bank untuk melaksanakan dasar (prinsip) kehati-haian (prudent
banking) dalam operasionalnya.

Berkaitan dengan jaminan pada dasarnya sahib al-mal tidak boleh
meminta jaminan dari mugarib, apalagi menetapkannya sebagai kontrak.
Menurut Maliki dan Syafi’i kontrak seperti ini menjadi tidak valid.'™
Meskipun hukum Islam tidak membolehkan sahib a/-mal untuk meminta
jaminan dari muddrib, namun bagi bank Islam pada umumnya meminta

beberapa bentuk jaminan. Jaminan ini ditetapkan bukan untuk menjamin

1179

'87 Lihat M. Dawam Rahardjo, Islam ......... ,hal 470

%8 1bn Rusyd, Biddyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtasid, (Beirut . Dar al-Fikr.1t),
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pengambilan modal tetapi untuk menjamin bahwa perbuatan mudarib sesuai
konrak.'*

- Dengan kata lain, jaminan berfungsi sebagai pengganti amanah yang
dihmpahkan kepada mudarib, senada dengan hal ini Iwan Trivuwono
menyampaikan bahwa jaminan diterapkan dalam rangka untuk mengikat
peminjam dan untuk membuatnya sadar membayar kembali pinjaman
tersebut dan memberinya pengertian bahwa dana itu sebenamya dari orang
lain'™,

Jika pembiayaan yang direalisasikan dimasukkan dalam kategori
pinjaman (hutang piutang) maka konsekuensinya adanya utang adalah
jaminan, untuk memperkecil resiko yang merugikan bank sekaligus melihat
kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas hutang
yang diterima dan bank.

Dalam pandangan Islam hutang timbul apabila terjadi pinjam
meminjam uang atau transaksi yang tidak tunai. Islam menganjurkan sedapat
mungkin untuk tidak berhutang. Namun jika terpaksa juga untuk berhutang
maka scharusnya mcnyegerakan untuk melunasinya dan menepati akad atau

janji'”".

187 Abdulah Saeed, Islamic .., hal 57
1% lwan Triyuwono, Organisasi ........, hal. 144

'*! Adiwarman A. Karim, Ekonomi .. .., hal. 138
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Di samping itu seseorang diwajibkan untuk menghormati dan
mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh
karena itu apabila seseorang telah mendapatkan pembiayaan dari bank,
berarti ia telah mendapat amanah dart orang lain vaitu para deposan dan
pemilik modal atau pemegang saham, lihat Al-Quran Surat Al-Bagarah

(2):283.
wolel an Rt s3I S5 s aas o Suns il
“Maka jika kedua belah pihak telah saling percaya mempercayai,
hendaknya orang-orang yang dipercayai (berhutang) itu membayar
hutangnya.”

.Jika debitur tersebut cidera janji, tidak menepati kewajibannya
terhadap bank sesuai perjanjian, dikatakan ia telah melakukan wanpresasi.
Terhadap orang tersebut bisa dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi dan
alasannya.

Untuk mengatasi masalah kerugian, BPRS menempuh kebijakan
dengan penundaan angsuran pembayaran (cicilan pokok dan bagi hasil) pada
bulan berikutnya. Jika kebijakan ini tidak membuahkan hasil, maka
pembiayaan tersebut masuk dalam kredit bermasalah dan tindakan yang
diambil untuk menyelamatkan kredit tersebut dilukukan perpanjangan jangka
waktu pembayaran, atau merubah jadwal pembayaran atau bisa jadi merubah

struktur pemberian kredit (restrukturing).
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Sedangkan nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bilamana terlambat labih dari
10 hari atau lewat akhir bulan BPRS melakukan tindakan dengan dikenakan
tambahan biaya penagihan sebesar Rp 10.000,00. Ketentuan ini dituangkan
dalam akad mudarabah yang secara otomatis menjadi kesepakatan antara
kedua belah pihak.

Kebijaksanaan ini berdasarkan fatwa Dewan Syart’ah Nasional No.
17/DSN-MUI/TX/2000. Bahwa lembaga keuangan syari’ah diperbolehkan
untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak mempunyai kemauan
dan iktikad baik untuk membayar hutangnya. Sanksi berdasarkan i« 'zir yang
bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
Dan sanksi tersebut dapat berupa denda sejumlah uang vang besarnya
ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada saat akad ditandatangani
dan akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Tindakan pemberian sanksi,

lebih mendapat legalitas dengan Firman Allah SWT, Al-Quran Surat Al-
Anfal (8):27. SRR IS I PIPCGA IV IRV Ve

O gadals (oly ¢Siel e ann

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianat
Allah dan Rasul dan mengkhianati amanah yang dipercayakan
kepadamu, padahal kamu mengetahui™
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Dart Abu Hurairah ra berkata . bahwa Rasulullah saw bersabda
“Penuhilah amanah kepada orang yang memberikannya dan janganiah
kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu” (HR Abu
Dawud dan Tirmizi)

Nan hadis yang dirtwavatkan oleh Imam vang lima kecuali Imam

. . 3
Tirmizi '
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Dari "Amr Ibn Syuraid dan ayahnya 1a berkata bahwa Rasulullah saw
bersabda-"Penundakan orang yang sudah membavar hutang itu adalah
zalim (amiaya) vang wmembolehkan untuk  melaporkannva  dan
memaksanya” (HR . Abu Dawud dan Nasa'1).

1494

Dan hadis yang dikeluarkan olch Bukhari dan Mushim
£ . , . L y ’
U‘Kgpk_j\dw)dbdgﬂfuﬂ\d@)aﬂ)ﬂd1&

"2 Dikomentari bahwa derajat hadis ini adalah hasan vaitu hadis vang sanadnya bersambung
dany permulaan sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang adil tetapr ada vang kurang Jdbir
serta tidak ada swd=tid= dan iflah. Selain it hadis ni dikeluarkan juga oleh al-H#kim dengan
komentar bahwa hadis ini sa@hih yaitu sebuah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan
sampai akhir dan difiwayatkan oleh orang vang adil, ddbit vang sempurna dan tidak ada syndzunds dan
ilah yang tercela, Sementara abu Hatim ar-Razi mengingkari hadis ini, Tetapi Ibnu Sakan
mensahihkan hadis ini Karena itu jelaslah bahwa wurid hadis ini dengan jalurnya yang ada dan
disahihkan oleh' dua orang imam vang mu ‘tabarah dibidang hadis dan dihasankan oleh Imam
TarmidZi, menjadikan hadis ini terangkat dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Lihat as-Staukani, Naif
al-Autvr (Kairo - Dar al-hadist, 1998), Vi @ 355

'} Hadist ini disahihkan oleh Ibn Hiban dan juga dikeluarkan oleh Imim Ahmad, Ion Majah
dan al-Baihiqi,. Lihat as-San’ani, SubGl ... 11T 68

" Giapapun yang bangkrut (muflis), lalu krediturnya mendapatkan barangnya sendiri pada
sibangkrut, maka kreditur lebih berhak menark kembali barang dari pada lainnya Hadis i juga
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Dari Abu Hurairah r.a. 1a berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, atau
1a berkata aku telah mendengar Rasululiah saw bersabda: “Barang siapa
menjumpai hartanya dengan kenyataanya, pada seseorang atau manusia
yang telah pailit, maka ia lebih berhak dengan barangnya itu dari pada
orang lain”. (HR.Bukhari dan Muslim).

Berbeda dengan uraian di atas, Sutan Remi Sjahdeini  berpendapat
bahwa akad muddrabah sama sekali bukan merupakan peranjian hutang
pthutang, melainkan perjanjian kerja sama mengenai usaha bersama dengan
para pihak, memperjanjikan untuk berbagi hasil terhadap keuntungan yang
dihasilkan. Sedangkan apabila ternyata usaha bersama itu mengalami
kegagalan, maka hanya safib af-mal yang akan menaggung resiko finansial
atas terjadinya kerugian tersebut dan mudarib akan memikul resiko
membuang pikiran, tenaga dan waktu serta kesempatan untuk memperoleh
imbalan finansial'”.

Sehingga, tepas Sjahdeini lembaga keuangan syari’ah tidak
diperkenankan meminta jaminan apapun dan nasabah (mudarih) yang

bertujuan untuk menjamin modal dan bank yang dibertkan kepada nasabah

diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lmam Malik sebagai hadis mursal tetapi telah disambungkan
kemursalanya oleh Imam Abu Dawud melalui jalur lain yaitu riwayat lsmail ibn Ayas, dan riwayat
dari alur ini adalah saAih. As-San’ani sendin telah menelaah ulang Sunan Abu Dawud dan tidak
didapati hadis daif dalam masalah ini, fbid, hal S3.

193 Lihat Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, (Jakarta : Grafiti, 1999), hal. 34
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jika terjadi kerugian. Sebab dalam mudarabah berlaku asas bahwa sahib ol-
mal maupun mudarib keduanya bharus menghadapi resiko. Keharusan
pemberian jaminan oleh mudarib kepada sahib wal-mal berarti hanya
mudariblah yang menanggung resiko bila terjadi kerugian, sedangkan bank
akan terbebas untuk menanggung rugi karena ada sumber untuk menutup
resiko tersebut, yaitu hasil penjualan jaminan'™,

Pendapat tersebut cukup beralasan, karena dalam akad pembiayaan
mudarabah, kepercayaan (amanah) merupakan sesuatu asas terpenting, yaitu
kepercayaan dari sahib al-mal kepada mudarib dan bank tidak boleh
meminta jaminan apapun dari muddrib. Dengan kata lain, dalam hal
mempertimbangkan permohonan fasilitas pembiayaan dari calon muddib,
bank tidak dapat mengandalkan second way our (agunan atau jaminan dari
calon mudarib), tetapi semata-mata pada first way our dari calon mudarib,

Juga selain itu harus mempertimbangkan kemampuan usaha yang
akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan terhadap
pembiayaan yang diterima. Bagi proyek-proyek besar yang memerlukan
dana pembiayaan dan akan dibiayai dengan fasilitas mudarabah, studi
kelayakan (feasibility study) vyang dibuat oleh konsultan ahli yang
independen perlu  sekali diberikan tempat yang sentral dalam

mempertimbangkan fasilitas pembiayaan yang dimohon oleh calon mudarib.

1% Ibid hal SO
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Akhirnya permasalahan tersebut kembali kepada masing-masing
lembaga keuangan syari’ah. Jika permintaan jaminan ditetapkan sebagai
kontrak, maka akad mudarabah menjadi tidak valid. Apalagi jaminan
tersebut merupakan sesuatu yang siap disita jika terjadi kerugian tanpa
mempertimbangkan lebih jauh terhadap sebab-sebab kerugian, apakah
memang terjadi mismanajemen (salah urus) yang disengaja seperti
penyalahgunaan fasilitas pembiayaan untuk fujuan-tujuan selain yang
ditentukan dalam kontrak. Atau kerugian tersebut terjadi bukan karena
kelalaian atau kesalahan muddrib seperti karena faktor alam dengan
terjadinya bencana.

Namun demikian jika jaminan tersebut hanya sebagai pelengkap dan
lebih berfungsi untuk mengingatkan para mudarib bahwa dana vang
dikelolanya itu merupakan amanah dari safub al-mal sehingga muddrib
berkewajiban untuk mengembalikannya, maka kebijakan yang diambil
lembaga keuangan syari’ah terhadap jaminan tersebut bisa dimaklumi,
mengingat lembaga tersebut dalam kapasitasnya sebagai mudarib juga
memegang tanggungjawab terhadap dana para deposan dan pemegang

saham.

B. ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KOPERASI PONDOK
PESANTREN (KOPONTREN) DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI’'AH

(BPRS)
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Pembentukan lembaga koperasi pondok psantren (kopontren) dan
Lembaga Keuangan syari’ah (BPRS) merupakan langkah yang strategis dapat
mendorong kegiatan ekonomi anggotanya berdasarkan prinsip syari’ah untuk
berbagai kegiatan di sektor riil, harus membentuk produk dan pola operasi yang
diciptakan dan dijalanakan secara khusus, salah satunya yaitu prinsip mudarabah
(bagi hasil) untuk pola investasi dan modal kerja di kopontren dan untuk produk
simpanan dan pembiayaan di BPRS.

Meskipun kedua lembaga tersebut menerapkan prinsip mudirabah yang
sama namun berbeda dalam operasionalnya, terutama pada aspek :

1. Fungsi

Kehadiran kopontren dan lembaga keuangan syan’ah (BPRS) lebih berfungsi

sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang berkelebihan modal dengan

pihak yang membutuhkannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Bagi kopontren dapat dilihat dari :

a. Pola pembiayaan kepada para anggotanya dalam rangka mengembangkan
budidaya ayam potong ;

b. Pola investasi, bertindak sebagai sahib al-mal dalam hal kopontren
menyediakan modal untuk para petermak dalam rangka membangun
kandang dan bertindak sebagai muddarib dalam hal kopontren mengelola
dana dari sahib al-mal yaitu banpres dan bank konvensional (BDN

Yogyakarta);
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c. Pola kerija kopontren bertindak sebagai sahib al-mal dalam  hal

menyediakan sarana produksi peternakan untuk para anggota sekaligus

sebagai mudarib dalam hal kopontren mengelola sarana produksi
peternakan dari PT Nusantara Unggas Jaya.

Sebagai lembaga intermediast kopontren yang lahir dan berkembang
dari pesantren kopontren diharapkan mampu membawa misi rafimaran [if
‘ulanfin, suatu masyarakat adil maskmur berlandaskan nilai ajaran Islam.
Selain- itu kopontren juga merupakan wahana dakwah secara aktual yang
sangat strategis bagi pesantren ikut terlibat langsung di masyarakat
menangani obyek dakwah melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial
ekonomis'”’, dilakukan oleh kopontren  Al-Muslim dengan prinsip
muddrabah, untuk pola pembiayaan tidak semata-mata berharap mencarai
keuntungan sebagai tujuan utamanya, tetapi lebih dari #tu bersifat sosial
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai slogan :

“Koperasi kuat ekonomi meningkat, Koperasi maju anggota gemuyu. ™

Sedangkan partisipasi kopontren di bidang dakwah dapat dilihat
sebagal pengelola zakat dari hasil panen peternak diserahkan kepada
pesantren Hudatul Muna sebagai ‘d@nil dan mustaiig untuk didistribusikan

kepada pesantren-pesantren di wilayah ponorogo schingga lahir saling

"7 Soetjipto Wirosardjono, “Pesantern dan Peran Islam di Indonesia”, dalam Mafred
Oepen dan Wolgang (editor), Dinamika Pesantren dampak Pesantren dalam Pendidikan dan
Pengembangan Masyarakat, (Jakarta : P3M, 1998}, hai. 82,
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menjalin hubungan kerjasama antar kopontren dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Bagi lembaga keuangan syari’ah BPRS Al-Mabrur pada prinsipnya
sebagal lembaga intermediasi keuangan sama seperti yang dilaksanakan oleh
bank-bank konvensional tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh
UU Perbankan Indonesia No. 7/1992 pasal 1 yang mendefiniskan btahwa
bank sebagai entitas korporat yang memobilisasikan dana dan masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat untuk
meningkatkan standar kehidupan masyarakat umum. Untuk melaksanakan
fungsinya BPRS Al-Mabrur membutuhkan modai dalam bentuk pembiayaan
untuk kegiatan produktif mengelola vang dari pihak penabung dan pemegang
saham dengan menggunakan sisrem mudarabah. di mana dalam berbisnis
bukan semata-mata mencari keuntungan sebagai tujuan  utamanya.
Sebagaimana dikatakan oleh Iwan Triyuwono, model bagi hasil memiliki
perspektif yang lebih luas untuk mengenal realitas berbisnis. Menurut model
ini meraih keuntungan tidak hanya demi satu pihak melainkan juga demi
pihak lain.

Itulah sebabnya maka BPRS bertanggungjawab terhadap sahib al-
mal, memberikan imbalan keuntungan bagi hasil dan secara sosial ekonomi
membanty kaum miskin dan pengusaha kecil (informal) dan upaya
meningkatkan standar kehidupan mereka secara material atau spiritual

berdasarkan syari’ah Islam.
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Gambaran tersebut menunjukkan adanya dwi kepentingan yang
menyatu dalam tubuh BPRS yaitu
1 Mencari keuntungan (profir oriented) sebagaimana organisasi bisnis pada

umumnya ;
2. Terlihat secara sadar dan sosial dalam membantu orang lain (sociaf
oriented).

Misi social oriented ini akan lebih menjangkau masyarakat luas, lebih
bermakna ketika fungsi intermediasi dikemoangkan dengan menjalin
hubungan kerjasama antara kopontren dan BPRS, di mana kapasitasnya
scbagai bank menyalurkan pembiayaan kepada kopontren untuk disalurkan
kepada anggotanya. Jalinan kerjasama seperti ini diharapkan mampu
mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi masyarakat sesuai sistem ekonomi
islam.

Guna mewuyjudkan hal tersebut, scbagar lembaga intermediasi
kopontren dan BPRS seharusnya mempertimbangkan besar kecilnya bagi
hasil, artinva jika sebuah lembaga memperoleh kepercayaan menyalurkan
pembiayaan dart lembaga intermediasi lain, maka penyalur pembiayaan
tersebut harus diperkenankan meminta sebatas fee  sebagai biaya
administrasi saja. Dengan demikian diharapkan tidak akan mengakibatkan
high transaction cost yang pada akhimya akan dibebankan kepada para
nasabah dan anggotanya.

2. Operasional
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Sebagai konsekuensi dalam rangka peniadaan bunga, lembaga
syari’ah menyediakan instrumen ekonomi yang lebih adil yaitu sistem bag:
hasil. Konsep peniadaan bunga dan bag: hasil tersebut menjadi semangat
yang paling mendasar bagi kopontren dan BPRS untuk menciptakan dan
menyebarkan produk dan unit usahanya. Meskipun kedua lembaga tersebut
menerapkan satu prinsip mudarabah tetapi dalam operasionalnya terdapat
perbedaan mengenai jenis mudarabah yang diterapkan.

Kopontren menerapkan jenis muddrabuah mugayyadah yaitu suatu
bentuk kerjasama antara sahib a/-mal dan mudarib yang cakupannya dibatasi
oleh jenis usaha, waktu dan tempat usaha, baik untuk pola investast maupun
modal kerja. Dengan prinsip jenis mudarabah mugayyadah im kopontren
terikat batasan-batasan yang ditetapkan oleh sahib af-mal. Artinya hanya
berhak  menyalurkan dana dari banpres dan bank konvensional untuk
keperluan investasi yaitu pembangunan kandang dalam rangka budi daya
ayam -potong. Sedang pola modal kerjanya terdapat keterikatan mudurib
untuk mengelola usaha lebih kuat, dengan disediakannya sarana produksi
perternakan oleh sahid al-mal (NUJ). Dalam hal ini muddrib terikat dalam
menggunakan sarana sesual parameter teknik yang ditetapkan oleh safub al-
mal. BPRS Al-Mabrur juga menerapkan prinsip mudarabuah mugayyaduh
namun sebatas pada produk pembiayaan dan simpanan investasi khusus
dengan jumlah simpanan tertentu sejumiah simpanan yang diinvestasikan

oleh sahib al-mal (deposan) untuk tujuan tertentu.
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Sebagai lembaga intermediasi BPRS senantiasa berusaha untuk
menerapkan manajemen pengelolaan terbuka, kaitannya dalam hal
memberikan hak kepada para nasabah untuk menyalurkan modalnya sesuai
dengan keinginan sehingga BPRS tenkat dengan batasan yang ditetapkan
nasabah. Konsekuensinya BPRS memberikan laporan penyaluran
pembiayaan itu sehingga nasabah akan mengetahui bahwa modalnya benar-
benar disalurkan sesuai dengan yang diharapkan,

Sedangkan untuk produk simpanan mudarabah, BPRS menerapkan
prinsip mudarabah mutalagah, sehingga tidak terikat oleh batasan-batasan
yang ditetapkan oleh sahib al-mal, artinya BPRS sebagai muddarib bebas
untuk menyalurkan dana yang berasal dari penabung keapada para nasabah
dengan melalui pembiayaan muddrabah maupun Ba i Bitsaman ‘Ajil.

Konsep normatif tentang muddrabah yang dipedomani oleh kedua
lembaga tersebut akan jenis mudarabah muqayyadah dan muddrabah
mutlagah jika ditelusuri dapat diketemukan bahwa hal tersebut adalah
konsep mazhab Hanafi dan Hanbali. Deskripsi berbagai pendapat mazhab ini
dirangkum secara rinsi oleh Wahbah az-Zuhaili dalam al-Figh al-Isidm wa
Adilatuh dan Abdullah Saeed dalam /slamic Banking and interest. Menurut
Hanafi dan Hanbali mudarabah bisa dilakukan secara mugayyadah atau
mutlagah. Sementara Maliki dan Syafi’i berpendapat sebaliknya. Mudarabah
yang bersifat mutlaq, pemilik modal (sa/hib al-mal) tidak boleh mengikat

mudarib untuk mengelola usaha di tempat, waktu, dengan orang dan jenis
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barang tertentu. Persyaratan yang mengikat seringkali dapat menyimpang
dan tujuan akad yaitu tidak terpenuhinya target keuntungan yang ditetapkan.
Oleh karena itu dalam mudarabah tidak boleh ditentukan persyaratan
tertentu, jika ada persyaratan yang membatasi pelaksanaan mudarabah, maka
akadnya menjadi rusak'*.

. Pengelolaan

Sebagai wadah ekonomi yang digali oleh bangsa Indonesia dan sesuai
dengan perekonomian  Islam, keberadaan koperasi harus dibangkitkan
terutama melalul pondok pesantren. Oleh karena itu pesantren Hudatul Muna
mendirikan koperasi dengan nama kopontren Al-Muslim dengan membentuk
kepengurusan yang diharapkan mampu mengembangkan unit usaha budidaya
ayam pedaging yang diterapkan sesuai prinsip mudarabah dan kebijaksanaan
kopontren secara formal disahkan oleh Rapat Anggota.

Sebagaimana halnya kopontren kebijaksanaan dalam BPRS Al-
Mabrur terletak pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Dewan
Pengawas Syari’ah dan Dewan komisaris mempunyai posisi tertinggi di
Jajaran Pimpinan BPRS. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas
kebijaksanaan direksi dailam menjalankan operasional bank serta memberi
nasehat kepada direksi.

Dengan diangkatnya DPS pada BPRS maka segala bentuk

operasional produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan

1% Abdullah Saeed, Islamic ... . hal 51-55
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dana dari dan untuk masyarakat tidak terlepas dari pengawasan Dewan
Pengawas. Dalam hal ini DPS mengeluarkan fatwa yang berisi pernyataan,
penilaian dan pandangan legal formal terhadap permasalahan yang
menyangkut operasional bank agar senantiasa berjalan sesual dengan

syari’ah.

. Sistim Imbalan

Dengan memahami dan menerima konsep peniadaan sistem bunga
dan sebagai gantinya menerapkan sistem bagi hasil, maka angka bunga
diganti dengan angka keuntungan. Nilai-nilai yang dihasilkan secara diam-
diam telah dibangun oleh kopontren dan lembaga keuangan syar:’ah (BPRS)
dalam produk dan aktivitasnya.

Pengoperasian  sistem  bagi  hasil  mengandung arti  bahwa
mendapatkan keuntungan itu bukan menjadi tujuan utama dalaim sebuah
usaha, melainkan keuntungan diraih bukan sema-mata untuk satu pihak tetapi
demi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan kata lain model yang
seperti ini mengandung rasa keadilan, tanggungiawab dan keselamatan atau
keamanan yang berkaitan dengan semua pihak yang berkepentingan, dan
dapat mencakup transaksi-transaksi ekonomi dan sosial 9

Hubungan antara kopontren dan anggota, misalnya nilai kerja
kopontren sebagai mudarib memperoleh keuntungan berupa fee berdasarkan

keuntungan riil yang dihasilkan oleh perternak begitu juga safub af-mal

% {wan Triyuwono, Organisasi ..., hal. 200
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memperoleh porsi uang mereka yang diinvestasikan berdasarkan keuntungan
ril juga. Dan para peternak yang kapasitasnya sebagai pengelola juga
mendapatkan imbalan keuntungan sebagai konsekuensi keberhasilan
usahanya.

Sistem imbalan seperti im juga dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur
terhadap produk simpanan dan pembiayaan muddrabah. imbalan keuntungan
hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, yaitu
para deposan atas dana yang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito,
para pemegang saham atas dananya yang disetor atau diinvestasikan. BPRS
kapasitasnya sebagai muddrip terhadap dana sahih al-mal, juga schagai sahib
al-mal ketika bank menyediakan modal bagi para nasabah, juga para nasabah
sebagal mudarib berhak atas keuntungan karena usaha yang dikelolanya.

Imbalan Keuntungan yang akan didistribusikan kepada para deposan
dan penabung berdasarkan pada keuntungan ml, sehingga BPRS maupun
para deposan bertanggungjawab atas keuntungan lebih tinggi ataupun rendah
semuanya tergantung pada hasil bisnis tersebut, yaitu bisnis yang adil sebab
pihak bank maupun deposan bersama-sama hanya memperoleh hasil bisnis
yang sebenarnya.

Sistem imbalan pada produk pembiayaan menunjukkan adanya
perbedaan dengan yang berlaku bagi produk simpanan. Hal ini disebabkan
dengan adanya penetapan leanding Kafe sebagai standar nisbah bagi hasil

yang akan diberikan debitur kepada bank.
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Penentuan bagi hasil pada BPRS untuk produk simpanan dibuat pada
saat akad dengan berpedoman atas pendapatan yang diperoleh bank.
Besarnya pendapatan itu akan berpengaruh terhadap besarnya bagi hasil yang
akan diterima para penyimpan. Konsckuensinya jika BPRS memperoieh
keuntungan yang besar maka imbalan bagi hasil juga besar. Dan sebaliknya
jika bank mengalami kerugian maka para nasabah ikut menanggungnya.

Fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan bersifat socia/
oriented dan profit oriented. Asumsi ini terlihat dengan jelas pada sistem
distribusi keuntungan yang dioperasionalkan’’.

BPRS akan mempercleh keuntungan sesuai konsekuensi dari fungst
yang diperankan sebagai lembaga perantara keuangan antara sahib al-mal
dan mudarib. Dalam kapasitasnya sebagai mudarib BPRS berhak atas
keuntungan karena mengelola dana dari sahib_al-mal untuk disalurkan
kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal ini BPRS menerima
bagi hasil dari produk simpanan sesuai nishah yang ditetapkannya,
berdasarkan profit sharing ratio (nisbah) yang berlaku untuk bulan Januari
2002, maka BPRS berhak atas pembagian keuntungan dengan rasio 50%
untuk tabungan muddrabah dan 40% untuk deposito mudarabuh jangka

waktu 1 dan 3 bulan.

09 Untuk lebih jelasnya, lihat uraian tentang Tata cara perhitungan Nishah Bagi Hasil untuk
Produk simpanan dan Pembiayaan pada Bab III
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Dengan pembagian nisbah seperti ini berarti BPRS memperoleh
keuntungan yang sama 50% : 50% dengan total bagi hasil yang diterima
nasabah untuk produk tabungan mudarabah. Sedangkan untuk deposito
mudarabah BPRS menerima bagi hasil sebesar 40% : 60% dengan total bagi
hasil yang diterima nasabah.

Bagi hasil yang diterima BPRS dapat dilihat juga dari produk
pembiayaan. Hal ini dapat diketahui dari Leanding Rate yang mengandung
unsur COF, OHC, RISK dan SPREADS. Berdasarkan perhitungan leanding
Rate untuk bulan Februari 2002, BPRS memperoleh keuntungan sebesar
0,50% dari 2,10% (besar Leanding Rate yang ditetapkan). Artinya dengan
LR sebesar 2,10% maka keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan
tersebut sebesar 0,50%. Keuntungan ini dimasukkan dalam laba rug
kemudian dialokasikan sebagai sisa hasil usaha dengan distribusi 10% untuk
pengurus, 20% untuk cadangan dan 70% untuk deviden kepada para
pemegang saham. Untuk tahun pertama BPRS berhasil mendapatkan
keuntungan (laba) sebesar Rp 72.832.391,00. Dari keuntungan ini akan
dibagixan kepada para pemegang saham sebesar 70%"".

Para pemegang saham juga berhak atas keuntungan dan dana yang
diinvestasikan sebagai modal disetor kepada BPRS berdasarkan keuntungan

riil yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari tata cara perhitungan bagi hasil

! wowancara dengan Bapak Sunadji, tanggal 8 April 2002 di Kantor BPR Syari’ah Al-
Mabrur Ponorogo



168

(nisbah) untuk produk simpanan yang mana pendapatan dibagikan

merupakan perbandingan antara rata-rata sumber dana dibagi rata-rata saldo

pembiayaan dikalikan pendapatan setiap akhir bulan. Adapun sumber dana

itu terdin dari dana masyarakat yang berasal dart produk simpanan dan

sumber dana berupa modal disetor yang berasal dari pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan ini maka pendapatan akan dibagikan antara

para deposan dari sumber dana masyarakat dan para pemegang saham dar

modal disetor. Untuk lebih jelasnya berikut ini contoh perhitungan nisbah

untuk bulan Januan 2002 yang dihitung dalam ribuan

a.

b.

Dana efekuf dari produk simpanan Rp 521,732
Sisa pembiayaan di tangan orang Rp 1.292.177
Pendapatan bulan Januari 2002 Rp 30.305
Rumus perhitungan nisbah :

Dana efektif

Dana Efektif
X Pendapatan
Pembiayaan

521.732
x 30.305 = Rp. 12.236
1.292.177

Jadi jumlah pendapatan yang akan dibagikan oleh produk simpanan

adalah seoesar Rp 12.236 vyaitu untuk para penabung. Deposan dan BPRS
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sebagal muddrib berdasarkan profit sharing ratio masing-masing, sedang
sisanya { 30.305 — 12.236) adalah milik pemegang saham yaitu sebesar Rp
18.069

Dari uraian ini jelas bahwa keuntungan vang diterima pemegang
saham lebih besar dari pada nasabah penyimpan, mengingat dana yang
diinvestasikan pemegang saham untuk pembiayaan juga lebih besar.

5. Kerugian

‘Kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal, karena itu akan
dibagi sesuai dengan modal yang ditanamkan dalam usaha. Sehingga
kerugian yang terjadi tidak akan ditanggung oleh pihak yang menjalankan
usaha, berarti suatu reduksi dalam modal yang dimiliki sa/ib al-mal sama
sekali tidak ditanggung oleh mudarib. Prinsip ini mencerminkan ide tentang
keadilan dan kejujuran karena tidak sepantasnya muddrib menanggung
kerugian karena hal kerugian terletak pada modal sehingga dibebankan
kepada pemiliknya™,

Secara empiris prinsip tersebut dioperasikan dengan baik oleh
kopontren Al-Muslim untuk pola investasi yang modalnya dar banpres dan
pada pola modal kerja oleh BPRS pada produk simpanan. Jika terjadi
kegagalan panen (kerugian) maka peternak sebagal mudarib tidak dibebani

untuk memberi fee kepada kopontren atas investasi dan modal kerja.

%7 M. Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Ragi Hasil dalam Hukum Islam,

{Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 16,
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Demikian juga peternak dibebaskan mengembalikan modal (sarana produksi)
kepada NUJ jika terjadi kegagalan panen yang hukan disebabkan kelalaian
atau kesalahan peternak.

Nisbah bagi hasil yang diterima nasabah pada produk-produk
simpanan di BPRS berdasarkan hasil keuntungan riil. Konsekuensinya
apabila bank mengalami kerugian maka nasabah ikut menanggung. Jadi uang
nasabah mengandung resiko, pada hal jika dibandingkan dengan sistem
imbalan pre-determined return dengan fixed return misalnya pada bank
konvensional, uang nasabah dijamin keutuhannya dan keuntungannya
misalnya 15% pertahun.

Kondisi seperti ini menyebabkan suatu permasalahan tersendiri
menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap bank syari’ah dengan
kemungkinan menanggung rugi dan tidak pasti keuntungannya, Dalam hal
i BPRS  mengantisipasi  dengan neraca publikasi  vaitu  dengan
mencantumkan neraca dan rugi laba BPRS, setiap semester (6 bulan) pada
tempat yang bisa diketahui oleh para nasabah setiap saat. Sehingga
diharépkan akan diketahui tingkat keuntungan bank setiap bulannya. Dan
yang lebih penting sebagaimana dikatakan Sunaji, BPRS mengikuti program
penjaminan, yaitu semacam asuransi yang mana uang nasabah dijamin
sepenuhnya oleh pemerintah melalui Bank Indonesia dalam kondisi seburuk
apapun misalnya jika terjadi kerugian. Cara ini diharapkan mampu menepis

ketidak-percayaan masyarakat kepada bank bag: dana yang disimpannya.
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Tetapt jika dicermati ebih jauh kelemahan tersebut justru merupakan
keunggulan komparatif bagi bank syari’ah. Dengan sistem bagi hasil bank
syari’ah sekedar berbagi hasil kepada para penabung. Sehingga sistem ini
relatif lebih adil dalam mekanisme penggalangan dana dan pembiayaan. Hal
ini disebabkan karena hasil positif (laba) maupun hasil negatif (rugi} akan
diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sesuai
kesepakatan awal (akad), bahwa masalah resiko ini berarti akan
didistribusikannya lebih adil dan proporsional.

Distribusi resiko yang lebih baik sebagaimana dikatakan Achmad
Tohirin, juga berimplikasi pada kuat dan stabilnya bangunan perbankan
syari’ah itu sendiri, dapat dilihat dari tidak mudah goyahnya perbankan
syari’ah ketika terjadi goncangan yang tidak dapat diantisipasi (anricipared
shocks) dalam perekonomian makro seperti gejolak kurs mara wang. Dan
lebih penting lagi dengan diterapkannya sistem bagi hasil, negarive spread
tidak akan pernah melanda perbankan syari’ah®",

Harapan tersebut akan terwujud apabila terjadi hubungan kerjasama
yang baik antara para pihak yang terlibat dalam kontrak. Artinya baik BPRS
maupun para nasabah sama-sama bertanggungjawab atas keberhasilan bisnis
perbankan dan penerimaan mereka atas keuntungan sangat tergantung pada

keberhasilan  bisnis tersebut. Di sisi  nasabah, harus senantiasa

%3 Achmad Tohirin, “Strategi Kebijakan Perbankan Syari’ah” dalm kolom Strategi
Kedaulatan Rakyat tanggal 21 Maret 2002, hal.
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bertanggungjawab terhadap keberhasilan usaha yang dikelolanya karena
modal yang diterimanya merupakan amanah dari s@/ib al-mal. Sedangkan di
sisi BPRS, harus ekstra hati-hati dalam memberikan kreditnya sehingga tidak
akan masuk dalam kategori kredit bermasalah.

Untuk mengantisipasi masalah ini, sebagaimana diuraikan oleh [wan
Triyuwono berdasarkan hasil penelitiannya di BPRS Berkah Amal Sejahtera
Bandung, bank mendesain suatu sistem dengan mengurangt angka bad debt
(hutang tak tertagih). Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan para
pengusaha berdasarkan tipe bisnis atau wilayah, dengan membentuk
rekening khusus bagi mereka yaitu Rekening Cadangan Resiko dan dengan
melaksanakan pengumpulan harian. Dua cara terakhir ini sengaja dibentuk
untuk para pengusaha kecil di sektor informal, yang pertama Rekening
Cadangan Resiko adalah yang dibuka untuk para pengusaha itu sendiri,
digunakan sebagai simpanan tabungan yang dihasilkan dari bisnis mereka,
ketika membayar kembali pinjaman mereka dengan angsuran.

Angsuran itu sendiri terdiri atas pembayaran pokok, keuntungan
pengusaha yang dibagi dan tabungannya dalam presentasi yang sudah
dinegoisasi, kemudian tabungan langsung disimpan dalam Rekening
Cadangan Resiko yang berfungsi sebagai rekening tabungan atau sebagali
perangkat bank untuk menghindari bad debr, dan ini terjadi bila pengusaha

tidak mampu membayar kembali hutang mereka, dan bank secara otomatis
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mendebet rekeningnya. Pengumpulan harian merupakan perangkat yang
digunakan oleh bank untuk mengurangi bad debtnya®®.

Dengan metode tersebut, bank tidak lagi menjadi agen yang pasif
dalam menerima pembayaran kembali dari para nasabahnya, bahkan menjadi
agen yang aktif dalam bertindak mengumpulkan pembayarin kembali para
nasabahnya. Ini merupakan praktik berhati-hati yang bisa diterapkan olch
fembaga keuangan syari’ah BPRS.

Sedangkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko
kerugian, dinyatakan oleh Sunadji, BPRS senantiasa berpegang pada rambu-
rambu kesehatan bank syari’ah yang diukur dengan Camel ( Capital, Activa,

. o ) . 20
Manajemen, Efisiensi dan lekuidasiy*™

. 'Hal i sesuai dengan ketentuan
UU.No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap beberapa
ketentuan dalam UU.No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dengan
tegas menentukan bahwa prinsip kehati-hatian (prudential Principle) yang
untuk operasionalisasinya dijabarkan ke dalatn rambu-rambu kesehatan bank
(prudential standards) harus diperhatikan dan dipatuhi oleh bank-bank yang
melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syari’ah.

Penetapan rambu-rambu kesehatan perbankan itu menurut Sutan

Remi Sjahdeini, bertujuan agar bank sebagai finansial intermediary

% twan Triyuwono, Organisasi. __ hal 20

% Wawancara dengan Bapak Sunadji, tanggal 11 Maret 2002 di Kantor BPR Syari’ah Al-
Mabrur Ponorogo
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institution melakukan kegiatan usaha perkreditannya dengan menggunakan

dana masyarakat dan pihak ketiga harus dalam keadaan sehat™®®. Secara tegas

Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa bank wajib memelihara

tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas

aset, kualitas manajemen, likuiditas, remabilitas, solvabilitas dan aspek
lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajtb melakukan kegiatan
usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Diabaikannya rambu-rambu kesehatan bank oleh bank-bank yang
melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari’ah ~ tegas Sjahdeini ~
memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar dari pada apabila hal itu
dilakukan oleh bank konvensional. Paling tidak ada dua alasan mengapa
dampak tersebut lebih besar.

1. Karena resiko yang dihadapi oleh bank syari’ah dalam pembiayaan
mudarabah  jauh lebih besar dari pada resiko yang dihadapi oleh bank
konvensional yang memberikan kredit dengan jaminan. Pada pembiayaan
mudarabah bank syari’ah tidak boleh meminta agunan dani nasabah.
Dengan kata lain bank syari’ah semata-mata hanya dapat mengandalkan
first way out. Sebagai sumber pengembalian dana yang ditnvestasikan
oleh bank dalam bentuk pembiayaan mudarabah, yang nota bene dana
tersebut berasal dari dana simpanan para nasabah. Sedangkan pada

pemberian kredit oleh bank konvensional, penyerahan agunan oleh

% Sitan Remi Sjahdeini, Perbankan ......, hal 17}
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nasabah debitur merupakan unsur penting sebagai second way ou,
artinya sumber pelunasan kredit bagi bank konvensional selain berupa
first way out juga dapat mengandalkan second way ouf berupa agunan
kredit apabila first way out mengalami kegagalan.

2. Apabila terjadi kegagalan pada pembiayaan mudarabah, nasabah tidak
berkewajiban mengembalikan dana bank tersebut. Bank syari’ahlah yang
harus menanggung resiko kehilangan dana, sedangkan resiko yang
dipikul mudarib hanya berupa tidak memperoleh keuntungan dari jerih
payahnya dalam menjalankan dan mengelola usaha. Dengan kata lain
bank syan’ahlah yang harus memikul resiko finansial, sedangkan
nasabah hanya memikul resiko non finansial.

6. Jaminan,

Pada dasarnya hanya bankiah yang menanggung resiko ketika terjadi
kerugian tetapi karena di dalam kenyataannya tidak mau menanggung resiko,
maka BPRS harus mengandalkan dir1 pada jaminan. Meskipun demikian
kebijaksanaan  tersebut bisa  dipahami karena BPRS merasa
bertanggungjawab besar dalam memegang amanah dari pemegang saham
dan penyimpan uang. Dan ini mengandung hikmah tersendiri karena hal
jaminan ini mendorong lembaga keuangan tersebut untuk melaksanakan
prinsip kehati-hatian (prudent banking).

Tujuan penetapan jaminan oleh lembaga keuangan syari’ah tersebut

lebith berfungsi sebagai benteng terakhir yang hanya bisa dilakukan
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penyitaan apabila debitur benar-benar tidak punya i’tikad baik untuk
memenuhi kewajibannya dengan mengembalikan dana yang diterimanya.
Atau dengan kata lain tujuan penetapan jaminan tersebut sekedar tambahan
yang sifatnya berjaga-jaga. Yang paling penting adalah karakter dan usaha
nasabah.

Misalnya seperti BPRS Al-Mabrur, kopontren Al-Muslim pun juga
menetapkan adanya jaminan sebagai konsekuensi dari penetapan jaminan
dari sahib al-mal yaitu bank konvensional, pada pola investasi dari PT NUJ
untuk pola modal kerja. Tetapt untuk pola investasi yang modalnya dari
banpres, kopontren tidak mensyaratkan adanya jaminan. Yang paling penting

adalah karakter dan nama batk dari calon anggota itu sendiri.



BAB Vi1

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Bab ini memuat kesimpulam akhir yaitu yang merupakan jawaban dari
pokok permasalahan yang diajukan dan saran-saran yang berkaitan dengan
pembahasan penelitian yang diherapakan sebagai berikut
. Berkenaan dengan mudarabah dalam perspektif figh [slam.

a. Bahwa definisi mudarabah yang diberikan oleh para fugaha baik yang
menurut bahasa maupun istilah pada dasamya kedua-duanya mempunyai
kesamaan, tetapi yang berbeda keterikatannya terhadap rukun dan syarat-
syarat yang mengakibatkan kaitannya itu sah menurut hukum.

b. Mengenai keabsahan sistem muddarubuh, para ulama mazhab sepakat juga
tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin  tentang
keabsahannya bahwa kebolehan sistem mudarabah itu berdasarkan dalil
al-Quran, al-Hadis, jma’ dan qiyas, hanya saja dalam al-Quran tidak
menyebutkan mudarabah secara langsung tetapi menggunakan akar kata
~d-r-b~ yang menjadi istilah mudarabah. Sedangkan al-Hadis tidak
menyebutkan kata muddarabah tetapi menggunakan kata muqgdradah yang
dimaksud mengenai artinya sama dengan mudarabah.

c. Tidak ada indikasi kejelasan muddrabah secara terperinci dalam al-Quran

dan as-Sunnah sehingga menjadikan para ahli hukum Isslam memiliki

177
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pandangan berbeda-beda mengenai ketentuan mudarabah itu, alasannya
jika tidak ada kejelasan maka akadnya bisa »atal, alasan lainnya kontrak
muddrabah menjadi tidak mengikat secara permanen artinya untuk kapan
saja setiap pihak berhak untuk membatalkan kontrak sebagaimana yang
diinginkan. Atau kontrak muddrabah dapat bubar jika salah satu fihak
meninggal dunia atau gila.

d. Menurut figh (hukum Islam) perseroan dapat bubar karena meninggalnya
salah seorang pesero atau gila. Dalam kondisi begini maka ahli warisnya
vang telah dewasa dapat meneruskannya. Hal itu bisa terjadi pula pada PT.
BPR Svyan’ah yaitu ahli warnisnya vang akan menggantikan persero yang
meninggal dunia, tetapi tidak secara otomatis bubar karena masih ada
pemegang saham lainnya yang bersedia melanjutkan perseroan.

2. Mudarabah dalam praktisi perbankan

Bagi perbankan yang berbentuk PT, bahwa perseroan dapat bubar karena dua

hal -

a. Melalui keputusan Bank Indonesia (Bl), karena kondisi bank tidak sehat.

b. Mefaiui keputusan RUPS yang menghendaki pembubaran atau penjualan
saham.

3. Penyelenggaraan prinsip muddrabuh yang diterapkan oleh kopontren al-

Muslim dan bank syari’ah PT. BPR Syari’ah Ponorogo.

Sebagai sebuah kontrak bagi hasil yang keabsahannya diakui sebagai

pengganti mekanisme bunga, muddrabuah dioperasikan melalui lembaga
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kopontren Al-Muslim dan lembaga keuangan syari’ah BPRS Al-Mabrur

melaksanakan kerja sama menggunakan prinsip yang sama tetapi dalam

operasionalnya terdapat perbedaan jenis muddrabalt yang diterapkan, hal ini
dapat dilihat dari spesifik usaha yang dikembangkan oleh masing-masing

lembaga. .

a. Kopontren al-Mushim menggunakan jenis mudidrabah mugayyudah untuk
pola investas: dan modal kerja.

b. BPR Syari’ah menggunakan jenis muddarabah mutlagah untuk pola
penghimpunan dana, sedangkan untuk jenis investasi khusus dan
penyaluran dana menggunakan jenis mudarabah mugayyadah.

4. Persamaan dan Perbedaan

Letak kesamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan prinsip mudarabah

pada kopontren al-Muslim dan BPR Syari’ah Ponorogo, untuk lebih jelasnya

berdasarkan uraian tersebut di atas secara ringkas dapat dibuat metrik sebagai

berikut :
No. Aspek Persamaan Perbedaan
Kopontren Al- BPRS Al-
Muslim Mabrur
! Fungsi Lembaga intermedi Datam aperasional Dalam operasio-
asi yang menjemba nya lebih cende rung nalnya lebih cen
tani yahib ai-mal dan | kepada dak wah dan derung kepada
muddrabah social oriemed social dan profit
oriented
2. Operasional | Melakukan kenja sa Menggunakan jenis Dalam produk
ma dengan prinsip muddarabah mugay penghimpunan
mudarabah yadah dana memakai
ndarabah niit-
lagah  kecuali
terhadap jenis
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investasi khusus
menggunakan
mudarabah muga
yadah. Sedang-
kan untuk penya
luran dana meng
gunakan dengan
jenis mudarabah
mugayyadah.

Pengelolaan

Kebijaksanaan ter-
tinggi Rapat Ang-
gota dan RUPS.
Komposisi pimpi-
nan dan pelaksa -
na terstruktur.

Tunduk pada otori-
tas Kiar. D1 jajaran
pimpinan Badan Pe
ngawas menempati
posisi tertinggi. Pa
ra pengurus berada
dibawahnya  de-
ngan segala kewe-
nangan dan  tang-
gungjawabnya. Sis
tem operasionalnya
harus sesuai = de-
ngan Kial dan Ba-
dan Pengawas.

Di jajaran pimpi-
nan, Dewan Pe-
ngawas Syari’ah
menempati posi-
si tertinggi. De-
wan Kormisaris
berada di bawah
nya, dengan se-
gala tugas kewe-
nangan dan tang
gungiawabnya.
Sistem operasio-
nalnya harus se-
suai dengan Fat-
wa DPS.

Sistem imba-
fan.

Imbalan dibenkan
kepada para pihak
yang terkait dengan
kontrak mudarabah
sesuai kesepakatan
awal.

Dalam hubungan-
nya dengan bank
konvensionral untuk
pola investasi imba
lan berupa bunga
Sedangkan kepada
Banpres imbalan
berupa fee yang
diperuntukkan ba-
gi koperast. Untuk
pola modal kerja
besarnya bagi ha-
sil berpedoman pa-
da kemungkinan un
tung rugi dan berda
sarkan padu jumlah
keuntungan yang
diperoleh dan hasil
panen

Penentuan besar
rasio bagi hasil
dibuat pada saat
akad dengan ber
pedoman pada
jumlah pendapa-
tan yang dipero-
leh bank (untuk
produk penghim
punan dana atau
simpanan}. Se-
dangkan untuk
produk pembia-
yaan dengan ber
dasarkan LR (/e
anding  Rate)
yang ditetapkan
pada bulan vang
bersangkutan
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5. Kerugian Untuk pola investa- Untuk  produk
si, jika terjadi keru- simpanan, jika
gian maka dilaku- bank mengalami
kan penangguhan kerugian akan
pembayaran angsu- berpengaruh pa-
ran pada bulan beri da rasio bagi ha-
kutnya. Dan untuk sil yang diterima
pola modal kerja, para penabung,
kerugran yang ter- Sedangkan untuk
jadi ditanggumng o- produk pembaya
leh sahib.al-miil. ran, jika terjadi

kerugian dilaku-

kan penangguhan
pembayaran atau
dengan restruktu
risasi pembiaya-
an

6. Jaminan Pada dasarnya jami Pada pola investasi Tujuan penetapan

nan berfungsi un- yang modalnya da- jaminan adalah

tuk menjaga para ri Banpres tidak di- sekedar tamba-

nasabah agar tetap tetapkan  jaminan, han yang sifat-

memegang amanah dan jaminan ditetap nya beraga-ja
kan berkaitan de- ga. Yang paling
ngan pola investasi penting adalah
yang modelnya ber karakter dan usa
asal dari bank kon- ha rasabah.
vensional dan pada
modal kega.

Keterangan

Pada metnk tersebut terdapat = adanya bukti yang menunjukkan

persamaan terutama berkaitan dengan aspek  fungsi, operasionalisasi,
pengelolaan, sistem imbalan, janminan, begitu pula terdapat adanya bukti
menunjukkan perbedaan aspek fungsi, operasionalisasi,  pengelolaan,

kerugian, sistem imbalan, dan jaminan.

B. SARAN-SARAN

1. Sebagai lembaga yang memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan
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nilai-nilai ekonomi Islam, kehadiran kopontren dan lembaga keuangan
syari’ah diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang mendambakan
peningkatan taraf hidup sesuai dengan prinsip syari’ah. Untuk mewujudkan
hal ini diperlukan tindakan evaluatif yang bersifat intern baik berkaitan
dengan manajemen sumber daya manusia dan operasional, sehingga lembaga
tersebut mampu menampilkan sebagai sebuah lembaga yang benar-benar
sesuai dengan syari’ah.

Dalam rangka peningkatan sistem pengelolaan unit usaha budi daya avam
pedaging, diharapkan kehadiran kopentren dapat bertindak sebagai [embaga
perantara terutama berkaitan dengan pola modal kerja

Mengingat masth rendahnya port folio pembiayan muddrabah di PT. BPR
Syari’ah, maka agenda yang dilakukan dalam mengembangkan sistem

perbankan berdasarkan syari’ah ke depan *adalzh dengan mewujudkan por

Jolio pembiayaan yang lebih porporsional terutama dalam produk muddarabah

Dengan seslesaiya penelitian ini, bukan berarti tuntas persoalan vyang
berkaitan dengan operasional prinsip muddrabah di kopontren dan lembaga
keuangan syari’ah, sangat diharapkam adanya penelitian terutama berkaitan
dengan perumusan prinsip mudarabah yang lebih akomodatif dan inklusif

secara lebih mendalam serta menjadikan syari’ah dasar operasionalnya.
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LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN ATAS
STUDI PERBANDINGAN PELAKSANAAN PRINSIP MUDARABAH
PADA PONDOK PESANTREN AL-MUSLIM DAN LEMBAGA

KEUANGAN SYARI’AH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH
AL-MABRUR PONOROGO

A VISI DAN MISI

I. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu), bagaimnakah peranan kopontren di
masyarakat, apakah kopontren tersebut berperan sebagai :
a.l.embaga Pelayanan Masyarakat/ Sosial

b.Lembaga untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu}), bagaimanakah peranan Lembaga Keuangan
Syari’ah (BPRS) Ponorogo, apakah BPRS tersebut berperan sebagai
a. Lembaga Pelayanan Sosial
b. Lembaga untuk memperkuat kegiatan ekonom: masyarakat
c. Lembaga bisnis
3. Menurut pendapat saudara {bapak/ibu) bagaimanakah eksistensi kopontren di
Ponorogo, apakah kopontren tersebut merupakan :
a. Lembaga milik perseorangan/tokoh/pejabat
b. Lembaga yang menjadi milik masyarakat banyak

c. Lembaga milik kiai.



4. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu), bagaimanakeh eksistensi BPRS Al-Mabrur
di Ponorogo, apakah BPRS tersebut merupakan :
a. Lembaga milik perseorangan
b. Lembaga berbadan hukum
¢. Lembaga milik orang banyak
5. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu), bagaimanakah tentang kegiatan-kegitan
yang dilakukan kopontren ?
a. Membantu peranan kredit dan jasa
b. Menjadi lembaga kevangan syari’ah
c. Menjadi milik pribadi/masyarakat
6. Menurut pendapat saudara (bapak/ibu), bagaimanakah tentang kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh BPRS selaku lembaga keuangun syari’ah ?
a. Mensejahterakan ekonomi rakyat
b. Membantu mengatasi problem ekonomt
¢. Meningkatkan mobilisasi dana ma?yarakat berdasarkan syari’ah
d. Kegiatan ibadah.
7. Apakah menurut pendapat saudara (bapak/ibu) tentang kegiatan yang dilakukan
oleh kopontren ?
a. Membantu peranan rentenir
b. Menjadi lembaga keuangan milik rakyat
¢. Kegiatan dakwah

d. Mensejahterakan ekonomi rakyat



3. DBagaimana pendapat saudara (bapak/ibu) tentang kegiatan lain yang dilakukan
olech BPRS ?
a. Kegiatan dakwah
b. Menjadi lembaga keuangan milik Rakyat
¢. Mensejahterakan ekonomi rakyat
d. Meningkatkan mobilisasi dana berdasarkan syari’ah
9.. Bagaimanakah tanggapan saudara tentang praktik (implikasi) dari kopontren ?
a .istilah beda, tetapi sama saja dengan sitem bunga
b .Berbeda karena menggunakan sistem bagi hasil yang berkeadilan.
c. Lembaga intermediasi
10. Bagaimanakah tanggapan saudara, tentang praktik lembaga keuangan syari’ah
BPRS?
a. Lembaga intermediasi dan operasionalnya menggunakan prinsip mudarabah
b. Istilah beda, namun sistemnya sama dengan bunga
c. Bedanya BPRS menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan syari’ah (akad).
B. KEPEKAAN SOSIAL
|. Berapa besar pembiayaan al-Qord al-Hasan yang telah mampu diberikan
kopontren terhadap total pembiayaan ?
a. Kurang dari 2,5% (< 2,5%)
b. Lebih dari 2,5% (> 2,5%)

¢. Produk tersebut tidak ada



2. Berapa besar pembiayaan al-Qorcj al-Hasan sesua' syart’ah yang telah mampu

L2

diberikan oleh BPRS terhadap total pembiayaan ?
a. Kurang dari 2,5% (< 2,5%)
b. Lebih dari  2,5% (> 2,5%)

¢. Produk tersebut ada/tidak

Berapa besar pembiayaan bagi hasil investasi/saham yang sesuai dengan hukum
Islam (syari'ah) yang telah mampu diberikan kopontren terhadap total
pembtayaan seluruhnya ?

a. Kurang darni 25% (< 25%)

b .Lebih Jdari 25% (>25%)

Berapa besar pembiayaan bagi hasil/saham sistem muddarabuah pada lembaga
keuangan .syari 'ah (BPRS) ?
a. Sesual akad investasi muddrabah
b. Setiap saat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
¢. 50% ; 50%, 40% : 60%, 35% : 65%.
Bagaimana tingkat keaktifan pengurus/pengelola/anggota dalam bertindak di
kopontren ?
a. Kurang dari 40% (<40%)

b. Lebih dari  40% (> 40%)



6.

Bapaimana tingkat keaktifan pengurus/pengelola/anggota dalam bertindak di
lembaga keuangan syari’ah BPRS 7
a. Kurang dari 40% (<40%)
b. Lebih dari 40% (>40%)

R .
Bagaimana penyebaran pembiayaan dibawah Rp 1.000.000,00 yang diberikan

kepada nasabah/anggota kopontren ?
a. Kurang dari 20% (<20%)

b. Lebih dari 20% (>20%)

8. Bagaimana penyebaran pembiayaan dibawah Rp 1.000.000,00 yang diberikan oleh

10.

BPRS kepada nasabah ?

a. Dengan akad pembiayaan

b. Kurang dari 20% (<20%)

c. Lebih dari  20% (>20%)

Berapa senng kopontren pernah mengadakan sarasehan atau pertemuan
kecil/informal dengan tokoh masyarakat sekitar masalah BPRS ?

a .Permah

b Tidak pernah

¢. Dijadwalkan 1 ~ 2 bulan sekali

Berapa sering lembaga keuangan syari’ah (BPRS) mengadakan pertemuan kecil/

informal dengan tokoh masyarakat sekitar masalah BPRS ?



a. Tidak pernah
b. Pernah (insidentil)
c. Dijadwalkan tiap | bulan sekali.

11. Berapa sering para anggota/pengelola kopontren mengadakan zikir/tahlilan di
Majlis Taklim atau kegiatan keagamaan di antara kelompok anggota dalam satu
bulan. ?

a. Tidak pernah

b. Dijadwalkan 1 — 2 kali dalam satu bulan

12. Berapa sering pengurus/pengelola BPRS mengadakan acara di majlis taklim/
kegiatan keagamaan/sponsor memberi bantuan masyarakat yang kurang mampu/
cakat qurban/al-mal ?

a. Ada

b. Tidak ada

C. RASA MEMILIKI

. Adakah kesediaan pengurus/pendiri sanggup menalangi dana manakala terjadi
penarikan simpanan yang tiba-tiba sedang besarnya melebihi cadangan kas pada
kopontren ?
a. Ada

b. Tidak ada



. Adakah kesediaan pengurus, pemegang saham, bersedia menalangi dana apabila
terjadi penarikan pembiayaan/simpanan vyang tiba-tiba sedangkan besar
pengeluaran tersebut melebihi kas-bank pada BPRE 7
a. Ada
b. Tidak ada

.Berapa tingkat kehadiran anggota, pengurus dan karyawan kopontren dalam acara
pengajian berkala ?

a. Kurang dari 50% (<50%)

b Lebih dart  50% (>50%)

Berapa tingkat kehadiran pengurus, pengelola, pemegang saham dan karyawan
BPRS dalam acara pengajian berkala ?

a. Kurang dari 50% (<50%)

b .Kebih dari  50% (> 50%)

. Bagaimana tingkat ketepatan waktu bagi pendiri, Pengurus dan anggota kopontren

dalam membayar simpanan wajib ?

a. Tidak teratur

b Teratur tiap bulan
Berapa tingkat kesediaan pengurus, pemegang saham dan pengelola untuk

menambah modal guna memperluas modal kerja usaha ?

a. Kurang dari 50% (<50%)

b Lebih dari 50% ( >50%)

. PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP SYARI’AH



3.

Menurut pendapat saudara (bapak/ibu) secara umum (masyarakat, tokoh
masyarakat, pengurus dan pendiri), sejauh manakah kopontren melaksanakan
kegiatan usahanya, apakah sudah sesuai dengan sistem syari’ah ?

a. Masih belum sesuai

b. Sudah sesuai

Menurut pendapat saudara (bapak/ibu) secara umum (masyarakat, tokoh
masyarakat, pengurus dan pengelola. pemegang saham) sejauh manakah BPRS
melaksanakan operasionalisasinya, apakah sudah sesuai dengan sistem syari’ah ?
a. Masih belum sesuai

a. sudah sesuai

Menurut pendapat saudara (pengurus), bagaimana pandangan secara umum/
pendapat para peminjam modal kerja dengan sistem muddrabah sudah dilakukan
oleh kopontren ?

a. Masih belum sesuai

b. Sudah sesuai

Menurut pendapat saudara (pengurus), bagaimana pandangan secara umum
pendapat para nasabah dan para peminjam modal kerja dengan sistem muddrabah
sudah difakukan oleh BPRS ?

a. Masih belum sesuali

b. Sudah sesuai



5. Pendapat saudara (pengurus), bagaimanakah pandangan secara umum pendapat
para pengelola usaha terhadap sistem bagi hasil yang telah dijalankan olch
kopontren ?

a. Sudah benar

b. Tidak benar

6. Pendapat saudara (pengurus), bagaimanakah pandangan secara umum pendapat
para nasabah dan peminjam dana berjangka dalam jumlah yang cukup besar
terhadap sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BPR Syari’ah ?

a. Sudah benar

b. Tidak benar

7. Pendapat saudara (pengurus), dari segi kepentingan masyarakat dan pengusaha
kecil, manakah yang lebih dipentingkan, apakah sistem syari’ah yang lebih rumit
atau prosedur yang cepat dan mudah dalam menyalurkan modal kerja agar usaha
mereka dapat berjalan lancar pada kopontren ?

a. Bukan syari’ahnya, tetapi dari segi mudah dan pralttisnya.

b. Sistem syari’ahnya

8. Pendapat saudara (pengurus), dari segi kepentingan masyarakat dan pengusaha

kecil, manakah yang lebih dipentingkan, apakah sistem syari’ahnya yang lebih



rumit ataukah prosedur yang cepat dan mudah dalam menyalurkan modal kerja
agar usaha mereka dapat berjalan lancar pada BPRS ?
a. Bukan syari'ahnya, tetapi dari segi mudah dan praktisnya.

b. Sistem syari’ahnya.

9. Bagaimana pendapat saudara (pengurus), apakah ada perubahan sikap tokoh

10.

1.

masyarakat dan masyarakat umum terhadap manfaat dari pelaksanaan syari’ah
oleh kopontren dalam transaksi ekonomi di sekitar daerah setempat ?
a Sudah merasa banyak manfaatnya
b. Belum ada manfaatnya.

Bagaimana pendapat saudara (pengurus), apakah ada perubahan sikap tokoh
masyarakat dan masyarakat umum terhadap manfaat dari pelaksanaan syari’ah
oleh BPRS dalam transaksi ekonomi di sekitar daerah setempat ?
a. Sudah merasa banyak manfaatnya
b. Belum ada manfaatnya,

Bagaimana praktik penyaluran dana kepada masyarakat dengan pembiayaan
sistem muddrabah apakah mensyaratkan jaminan pada kopontren ?
a, Ya, sikap berhati-hati
b..Tidak

Bagaimana praktik penyaluran dana kepada masyarakat melalui sistem
pembiayaan mudarabah apakah bagi BPRS mensyaratkan jaminan ?
a. Ya, sesual akad

b. Tidak mensyaratkan



15.

16.

¢ .menjaga dengan sikap berhati-hati.

. Bagaimana penetapan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha

pada kopontren ?

a. Memberi imbalan terhadap pihak-pihak yang terlibat konrak.

b. Hubungannya dengan bank konvensional memberikan bunga

c. Berpedoman pada kemungkinan untung/rugi dari jumlah yang diperoleh dan
hasil panen

d. Ditentukan oleh kopontren berdasarkan hasil Rapat Anggota.

.Bagaimana penetapan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha

pada BPRS ?

a. Sesuai kesepakatan awal (pihak-pihak yang terlitat kontrak) mudarabah dalam
bentuk simpanan,

b. Berdasarkan Leuanding Rate (LR) bagi produk pembiayaan ditetapkan pada
bulan yang bersangkutan,

Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban dalam memikul resiko bila terjadi

kerugian pada sistem mudadrabah di koponten ?

a. Penangguhan pembayaran angsuran

b. Ditanggung bersama seluruh anggota,

Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban dalam memikul resiko apabila

terjadi kerugian pada sistem muddrabah di BPRS ?

a. Penangguhan pembayaran angsuran

b. Ditanggung oleh sahib al-mal
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